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PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BAN.JAR NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan
Standar Akuntansi Pemerintah Daerah melalui
pemberlakuan akuntansi penyajian laporan keuangan
badan layanan umum, akuntansi perjanjian konsesi jasa-
pemberi konsesi, dan akuntansi properti investasi, perlu
melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar
Nomor 85 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 85 Tahun
2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (B8) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
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Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736});

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemernksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6836);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambashan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I'-Im:u::-r
B8536);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6779);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Mililkk Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322]);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1423);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daecrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam WNegeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PME-05/2021
tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi
Konsesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
T65);




Menetapkan :

o

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor B85/PMK-05/2021
tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Nomor 16 Properti Investasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

24, Peraturan Bupati Banjar Nomor 85 Tahun 2022 tentang
Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor
83);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANJAR NOMOR 85 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 85
Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022
Nomor 85) diubah scbagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banjar.

4, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan
rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daersh yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan
bertindak sebagai BUD.

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yvang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan
Pemerintahan  pada  Pemerintah  Daerah  yang
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
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Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan
dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah
Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk
memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan
terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

. SBistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari
prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi aluntansi sejak analisis
transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan organisasi Pemerintah Daerah Pendapatan
Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut
Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening
Kas Umum Daerah [(RKUD) yang menambah saldo
anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan
tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan Laporan Operasional yang selanjutnya
disebut Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode
tahun anggaran yang bersanghkutan dan tidak perlu
dibayar kembali.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah
Daerah.

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS
adalah pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
melakukan kodefikasi akun vang menggambarkan
struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan
laporan keuangan secara lengkap, yang selanjutnya
digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal,
pengklasifikasian pada buku besar, pengihtisaran pada
neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah wunit pada pemerintahan
vang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang
menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan
keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yvang terdiri
dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  wajib

menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan
keuangan yang bertujuan umum.

Laporan Realisasi Anggaran yang sclanjutnya disingkat
LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit,
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran,
yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.
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Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang
selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo
Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo
Anggaran Lebih awal, Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran/Sisa Kurang Perhitungan Anggaran, koreksi,
dan Saldo Anggaran Lebih akhir.

Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan
posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO
adalah laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar
sumber daya ekonomi yvang menambah ekuitas dan
penggunaannya yang  dikelola oleh  pemerintah
pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan dalam satu periode pelaporan,.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenal sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu
periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada

tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat
LPE adalah laporan wyang menyajikan informasi
mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas
awal, surplus/defisit-Laporan Operasional, koreksi, dan
ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan vang selanjutnya disebut
CalLK adalah penjelasan naratif atau rincian darn angka
vang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus
Kas.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan
kepada bendahara pengeluaran untuk membiavai Kegiatan
operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit
satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak
mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran
langsung.

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS
adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara
pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian
kerja, surat tugas, danf atau surat perintah kerja lainnya
melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU
adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada
bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran
pembantu  untuk  membiayai  pengeluaran  atas
pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP
dengan batas waktu dalam 1 {satu) bulan.




25.

26,

27,

28,

29,

30.

31.

32.

33.

- 25

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana atas Beban APBD.

Badan Lavanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kema
perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah
pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang —mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai
pengecualian dari  ketentuan Pengelolaan Keuangan
Daerah pada umumnya.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD wvang bertindak dalam kapasitas scbagai
BUD.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas BUD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat
Daerah vang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah
pejabat vang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

Angpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah wvang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN
adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang
yvang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh
negara Republik Indonesia sesuai masa berlakunya yang
digunakan oleh pemerintah pusat antara lain untuk
membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas
jangka pendek dalam satu tahun anggaran.

Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGR
adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap
pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan
tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya
disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang
menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa
Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia
mengganti Kerugian Daerah dimaksud.

.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

Sementara vang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah
surat yang dibuat oleh Bupati Kepala SKPKD dalam hal
SKT.JM tidak mungkin diperoleh.

.Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat

NPHD naskah perjanjian hibah yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara
pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
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36. Perjanjian Konsesi Jasa adalah perjanjian mengikat antara
pemberi konsesi dan mitra dimana mitra menggunakan
aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas
nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu dan
mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa
pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

37, Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan
pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau
keduanya.

Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:
a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
b. kebijakan akuntansi akun.

(2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. LRA;
LPSAL;
Meraca;
LO;
LAK;
LPE; dan
. CalK.

(3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf b terdiri atas:

kebijakan akuntansi pendapatan;
kebijakan akuntansi beban dan belanja;
kebijakan akuntansi transfer;
kebijakan akuntansi pembiayaan;
kebijakan akuntansi kas dan setara kas,
kebijakan akuntansi piutang;
kebijakan akuntansi persediaan;
kebijakan akuntansi investasi;
kebijakan akuntansi aset tetap;
kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan;
kebijakan akuntansi dana cadangan;
kebijakan akuntansi aset lainnya;

. kebijakan akuntansi kewajiban;
kebijakan akuntansi koreksi kesalahan;

kebijakan akuntansi penyajian kembali {restatement)
neraca;
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L
- kebijakan akuntansi penyajian laporan Badan Layanan
Umum,

g. kebijakan akuntansi perjanjian konsesi jasa-pemberi
konsesi; dan

r. kebijakan akuntansi properti investasi.

(4) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] tercantum dalam Lampiran [,
Lampiran I, dan Lampiran [l yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

(1} SAPD terdiri atas:

a. sistem akuntansi pendapatan;

b. sistem akuntansi beban dan belanja;

c. sistem akuntansi transfer;

d. sistem akuntansi pembiayaan;
sistemn akuntansi kas dan setara kas;
sistem akuntansi piutang;
sistem akuntansi persediaan;

|
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sistem akuntansi investasi;

[
3

sistem akuntansi aset tetap;

j. sistem akuntansi penyusutan aset tetap dan amortisasi
aset tidak berwujud;

k. sistem akuntansi dana cadangan;

sistem akuntansi aset lainnya;
sistem akuntansi kewajiban;
aluntansi koreksi atas kesalahan;

£

&

sistem akuntansi laporan konsolidasian;

p. sistem akuntansi perjanjian konsesi jasa- pemberi
konsesi; dan

g. sistem akuntansi properti investasi.

{2) S8APD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran IV yang merpakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Lampiran [II Peraturan Bupati Banjar Nomor 85
Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [Il yvang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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5. Hetentuan Lampiran IV Peraturan Bupati Banjar Nomor 85
Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpusahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 29 Desember 2023

7o — --Eh;?ﬁ_';ﬁ:n BANJAR,

i/

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 29 Desember 2023
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LAMPIRAN Il

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANJAR NOMOR 85 TAHUN 2022 TENTANG
KEBLIAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

KEBLJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

BAB |
KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

A. DEFINISI
Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-
LO adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas
dalam periode tahun anggaran yang bersanglutan dan tidak perlu dibayar
kembali. Sedangkan Pendapatan LRA adalah semua penerimaan RKUD yang
menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
Pemerintah Daerah.

B. PENGAKUAN
Pendapatan LO diakui pada saat:
1. timbulnya hak atas pendapatan; atau
2. pendapatan direalisasi.
Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui
pada saat:
1. diterima di RKUD; atau
2. diterima oleh SKPD/SKPKD; atau

3. diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD. Dengan
memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan,
maka pengakuan pendapatan dapat diklasiflkasikan ke dalam beberapa
alternatif:

a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya
penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut
terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah
Daerah.

Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen
penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan
LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.

b. Pengakuan pendapatan terkait pendapatan pajak yvang didahului
dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment] dan
dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan
perhitungan tersebut. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan
Pendapatan LEA ketika wajib pajak melakukan pembayvaran pajak.
Apabila pada saatl pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka
akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
(SKPDKB} yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bavar (SKPDLEB) yvang
akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

Sedangkan apabila dalam pemeriksaan sudah sesuai dengan nilai
pajak vang dibayarkan maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nihil (SKPD Nihil).
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Pendapatan terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan
di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa
periode ke  depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang
bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada
saat uang telah diterima.
Pengakuan pendapatan adalah pendapatan wang tidak perlu
ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan
pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran
telah diterima oleh Pemerintah Dacrah.
Pendapatan kas yang diterima SKPD/SKPKD dan digunakan langsung
tanpa disctor ke RKUD diakui sebagai pendapatan LO, dengan syarat
entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri
vang digunakan untuk mendanali pengeluaran entitas diakui
sebagai pendapatan LO, dengan syarat entitas penerima wajib
melaporkannya kepada BUD.

C. PENGUKEURAN

i

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat sebesar nominal uang yvang masuk
ke kas daerah scbagaimana dokumen sumber bukti setornya dengan
berdasarkan asas bruto, vaitu dengan membukukan penerimaan bruto,
dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran),

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai kas/nonkas vang diterima atau akan
diterima dan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan
membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatal jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

3. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal

transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
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D. PENYAJIAN

Pendapatan LO disajikan pada LO sesuai klasifikasi dalam BAS.
FEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalum Rupiah)

Kenaikan
No Uraian 201 0M0 |/ %

Penaruana

f
1 | FENDAPATAN DAERAH-LO
2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD})-LO
3 Pajak Daerah-LO XX KHE XN Y
ki Retribusi Dasmh-LO nXE rHE HRE EH
5 | Hasil Pengelolaen Kekayaan Duerah yang Dipisahkan-LO o e x| xx
6 | Lain-lain PAD yang Sah-LO xxx XX mxx | xx
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO oK XKR KEX X
B PENDAPATAN TRANSFER-LO
g FENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA
10| Dana Transfer Umum-Dana Bagl Hesl (DBH)-LO KX 0o XHE XX
11| Dana Transfer Umam-Dang Alokasi Umam (DAL]-LO EXX KA HHE xx
12| Duni I‘mnuﬁ:r Khusus-Dana Alokssi !fhumn {BAK) Fisik- EKE AN WX XX
13 | Dana Tranafer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK] Non X e X XX
14 Jumlah Pendapatan Tranafer Pemerintah Pusat - Dana e e, x| xx
15| PENDAPATAN TEANSFER PEMERINTAH PUSAT -
16| Dana Insentil Daerah (DID)-LO e 0t e
17| Dans Keistmewaan-LO KKK AKX HXX XX
18 Jumbah Peadapatan Transfer Pemerintah Pusat - o XXX Kax xX
19| PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO
20 | Pendmpatan Bagl Hasi(l-LO XX XXX XXX xx
21| Bantuwan Heuangan-LO X WK KX xx
22 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO - o omx |x=x |
23 Total Pendapmtan Transfer-LO AN XX HRK xx
24 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LD
25 Pendapatan Hibah-LO XI0H et xXHX XX
26 | Dane Darmrat-LO XXX AR XHE xx
27|  Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Hetentuan Peraturan KK xxXN XXX HE
28 Jumlah Lain-lain Pendapaten Daerah Yang Sah-LO b # EX K X
20 JUMLAH PENDAPATAN-LO X%x xR ‘M A




e

Pendapatan LRA disajikan pada LRA sesuai klasifikasi dalam BAS.

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
[..AFLC_JR.H.H REEALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
; UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

{Dalam Rupiah)

MW Uratan Anggaran | Realisasi| % Renliaasi

20%1 201 BOK0
| | PENDAPATAN DAERAH
2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 Fajak Daerah HEE TR x3 HEX
<4 Retribiesi Daemh ¥EX XN Ea P
5 | Hasil Pengelolasn Kekayasn Daeruh yang Dipisshkan 3o ®xx | xx 200
6 | Lain-lain PAD yang Sah xxx e S F e
7 Jumlah Pendapatan Ash Dacrah e xxx | xx e
B | PENDAPATAN TRANSFER
0| PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA
10y Dana Transfer Umum-Dann Bagi Hasil [DBH) XXX XXN xx X
11} Dana Transfer Umam-Dana Alokast Usnern (DAL XX K e AHE
12] Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus |[DAK) Fisik xrx xxx | xx 0K
13] Dana Transfer Khusus-Danan Alokasi Khusus (DAK] Non Fisil] | oo T P e
14 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana 0N o ot KX
15 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
16 Dana Insentif Dacrah (DID) EXE XX |EX xin
17] Dana Kelstimewnan T xxx xxx | %% xx
18|  Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainoya XXX . |xx X
19 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
200  Pendapatan Bagi Hasil AKX XXX ¥X XEX
21| Bantuan Keuangan XEX b &L e 3 xMNX
x3 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Dasrah e s XX w3 R
23 Total Pendapatan Tranafer R o s MK
24| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |
258( Pendapatsn Hibah e XX EX KKK
26!  Dana Darurat AXX XX XX HEH
27| Lain-lain Perdapatan Sesuai dengan Ketentusn Perstaran X ENE XX 0 ]
28] Jumlah Lain-lain Pendapalan Desrah Yang Sah b5 24 EEX X 30
29 JUMLAH PENDAPATAN xxx x| xx 00K

E. PENGUNGEKAPAN

Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:

1. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya
tahun anggaran;

2. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang
bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

3. penjelasan scbab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan
daerah; dan

4. informasi lainnya yang dianggap perlu.
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BAB I

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

A. DEFINISI

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban., Beban merupakan kewajiban
pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam
periode tahun anggaran bersanghkutan wyang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu:

B. PENGAKUAN

Beban diakui pada saat:
1. Timbulnya kewajiban

Timbulnya kewajiban pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke
Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
2. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain
vang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas
dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Terjadinya penurunan manfaat ckonomi atau potensi jasa pada saat

penurunan nilai aset sechubungan dengan penggunaan aset bersangloatan /
berlalunya walctu.

4, Adanya pengesahan dari BUD untuk pengeluaran vang dibiayai dari
Pendapatan non-APBD.
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Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD untuk seluruh transaksi di SKPD dan
SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk
masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan SKPKD.

2. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi
pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh
Pengguna Anggaran sctelah diverifikasi oleh PPK-SKPD/PPK-SKPKD.

3. Dalam hal BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD,

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua

pendekatan vaitu:

1. Metode pendekatan Beban

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban
jika pembelian barang dan jasa itu dimaksudkan untuk digunakan ataa
dikonsumsi segera mungkin,

2. Metode pendekatan Aset

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai
persediaan jika pembelian barang dan jasa dimaksud untuk digunakan
dalam satu periode anggaran atau sifatnva untuk berjaga jaga.

PENGUKURAN

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari RKUD dan atau
Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto.

PENILAIAN

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode
pelaporan dan disajikan pada LO sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line itern).
Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada LRA.




B

E. PENYAJIAN
Penyajian beban di LO:;

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
LAPORAN OPERASIONAL
UK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dl Rupiah]
Kenaikan

M Urnian 20X1  [2OXD Penurunan | %
1 | PENDAPATAN DAERAH-LO
2| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

3| Pajak Dasrah-LO P xx =K xx
4 | Retribusi Dasrah-LO ox o xxx x%
5 Hasll Pengelolaan Kekayaan Drerah yang Dipisahkan- X XX B XX
6 | Lain-lain PAD yang Sah-LO KKK XXX x0K XX
T Jumlah Pendapatan Asli Deerah=L0 oK A P xx
8 FE!"FEFHPHTHH TRANSFER-LO

9 | PENDAPATAN TRANSFER FEMERINTAH PUSAT -

10 Dana Transfer Umom-Danes Eagl Hasil [DEH)-LO EHE XX XEHR b
11| Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umom [DALT-LO R F1] ki xx
1 Dana Transfer Khusus Dans Alokasi Khosus [ DK X X AR XK
13 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus [DAK) Non R XXX XHK .rd
14|  Jumlah Pendapatan Tranaler Pemerintah Pusat - preees x3x xa0x xx
15| PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -

16| Dana Insentif Daerah (DIDN-LO N KXN A xx
17| Dana Kecistdmewaan-LO EHX XXX xMw X
13 Jumlah Pendapatan Transfer Pemenintah Pusat - K X oo ™
1 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO

200  Pendapatan Beg Hasil-LO X xxIH xMH X
21| Bantusn Keuangan-LO XXX XXX HNH R
221 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO o o 000 xx
23 Total Pendapatan Transfer-LO 00 e X ey
gi LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LD

25  Pendapatan Hibah-LO MR XX HRX nE
26  Dana Darurat-LO XK X K X
27| Lain-lain Pendapatan Besuni dengan Ketentuan KER EXX KEX X
28 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daemah Yang Sah-LO 00N XK 0K xR
20 JUMLAH PENDAPATAN-LO HRX XXX X x=
31| BEBAN QOPERASI

32 Beban Pegawai KR XXX WA XX
33  Beban Barang dan Jasa 20 XX HXX X
34 Beban Bunga XX XXX WK xx
33 Beban Subsidi 0K XX oo X
35 Beban Hibah XM ¥EE HNE =
37| PBeban Bantuan Sosial b2 e XK X
38  Beban Peryishan Piutang HEH i XXX X
ag Jumilah Beban Cperasi N o FOEE X
4 BEBAHM PEH‘!'U?UTH-H DAN AMORTISAS]

41| Behan Penyusutan Peralatan dan Mesin o o o xx
42 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan x| xxx oo o—
43| Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi R EHX XKX X
44|  Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnva KK XXX XX XK
45( Beban Penyusutan Aset Lainnyva XK XX K X
46|  Beban Amortisast Aset Tidak Berwujucd XK XX KK X
47|  Jumlsh Beban Penyusutan dan Amortisasi K xXX XK XX
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BEBAN TRANSFER

Beban Bantuan Keuangan

Jumlah Beban Transfer

gk

MR

BEBAN TAK TERDUGA

Behan Tak Terduga

Jumlnh Beban Tak Terdugs

JUMLAH BEBAN

BURFLUS / DEFISIT DARI OPFERASI

BIEHH| (BE

R

BIH|A|E| (HJE

SURPLUA/ DEFUST DARLKEGIATAN NON OPERASIONAL

u | alelplglelslsls

‘

SURFLLS NON OPERASIONAL-LD

Surplus Penjualan/Pertulkaran /Pelepasan Aset Non

Surplus Penyelesaian Kewsjiban Jangka Panjang-LO

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surpluz Non Operasional

EERE

AR

DEFISIT NON OPERASIONAL-LO

Defisit Penjualan /Pertukaran/Pelepasan Aset Non

Defiait Penyelesaian Kewajiban Jangka Penjang-Li

Defisit diari Kegiatan Mon Operesional Lainnya

Jumiah Defisit Non Operasional

JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KECIATAN NOM

BASIGI2ER 228

SURPLUE/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

I R B

SEEEE

SR T
EIBBEE

i
PENDAPATAN LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biass

Jumlah Pendapatan Luar Biasa

A

T

EEBAN LUAR BIASA

T4

Baban Luar Binsa

75

Jumlah Beban Luar Blasa

T

POSE LUAR BIASA

77

SURPLUS, DEFSIT LO

HHIE(E| |48

g d|818| 4|6

g QB E (HIE
AEIEE
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Penyajian belanja di LRA:

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

LAPORAN REALISASI ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 201 dan 20X0

{Dalam Rupiah)

M

Urailan

20X

—

R:-ahm:d Y
201

Eﬂji.mm']
20X0

PEND APAT AN D AER AH

PEND APAT AN ASLI DAERAH [PAD

Pajale Daerah

Retribusi Daecrah

Hasil Pengelolaan Eekayaan Decrah yang Dipisahkan

Lain-lain PAD yang Sah

Juml ah P:ndETpat&n Agll D aerah

AEE

18 (6|
SEIEEFE

AL

FEND APAT AN T RANSFER

=R e e N R R A S

PEND AFAT AN T RANSFER PEMERINT AH FUSAT - D

._.
=

Diana Trunsfer Limam-Dana Bagl Hasdl [DEH)

—
—

Dana Transfer Umum-Dans Alokasi Umnam (DAL

—
K

Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus [(DAKE} Fisik

13

Dans Transfer Khusus-Dana Alokasl Khusus (DAK] Non

Jum!i ah Pendapatan Transfer Pemeri ntah Pusat -

HEHEE
ALEERLAE

PEND APAT AN T RANSFER PEMERINT AH PUSAT -

D Insentif Daerah (DID)

Dana Eeistimewaan

Juml ak Pendapatan T ransfer Pemer ntah Pusat -

Rik|4

PEND APAT AN TRANSFER ANT AR DAERAH

Pendapatan Bagl Hasil

Bantuan

Juml ah Pendapatan Transfer Antar Dacrah

BIEE) (HIB(E| |BE|E

Total Pendapatan T ransfer

:

+REAt-Ri

HIHIHE) (RIAIR] (RIHE B

LAIN-LAIN PEND APAT AN D AERAH YANG SAH

Pemndapatan Hibah

Duaran Draruarat

Lain-lain Pendapstan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

JUMLAH PEND APAT AN

AR

§H|E|A(E] (BIE(A R (BRI

giRRHE

L

RELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Belanjn Barang dan Jasa

Belanjs Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanjs Bantuan Sosia

Jumlah Belanja Operasi

AEIFIFIEIEAE

BELAMNIA MOD AL

Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Jalan, Jl!-fl'rlﬁln. dnn Irigasi

Belanja Modal Aset Tetap Latnnya

Belunju Modal Aset Lainnya

Juml ah Belanja Modal

HE L W

AHEE I R

IR E(E A

AIRE(R BB (B|HRIR|ER)S




BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja Tidak Terdugn

“Jumlah Belanja Tidak Terdugn
BELANJA TRANSFER
Belanja Bantuan Keuangan sntar Deerah Kabupaten /Kota
Belanja Bantuan Keusngan Kabupaten Kot ke Dacrah
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provins atau

Jumlah Belanja Transfer

JUMLAH BELANJA
SURPLUS/DEFISIT

F
=

F
o

i

HIAE\R|BIE) |EIE
SEIETE IR
EIEIEEIE

BIHE\EG|H| (B

| FEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN

meu:man_.ﬁ-m Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Penceiran Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daersh yang Dipisahkan
Pinjaman Deerah dan Pemerintah Pusat
Pinjaman Deerah dard Pemerintah Daerah Lain
Pinjaman Deersh dar Lembags Kevangan Bank |LKB)
Pinjarmnan Daerabh dar Lembaga Keusngan Bulan Banlke
Pinjaman Daerah dard Masyaraleat
Penerimaon Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan
Ketentuan Persturan Perundang- Undatgan

Jumlah Penerimaan Pemblayasn
FENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadsirgan
Penyertaan Modal Daerah
Pembayaran Pinjaman Deerah dard Pemerintah Pusat
Pembayaran Pinjamsn dard Pemerintah Deerah Lain
Pembayaran Pinjaman dari Lembags Keuangan Bank {LEB)
Pembayaran Pinjaman dari Lembags Keuangan Bukan
Pembeyaran Finjaman Daerab dard Masyarakat
Pemberian Pinjaman Dacrah
Pengehoaran Pembiayean Lainnye sesuai dengan
Eetentuan Persturan Perundang- Undangan

Jumiah ngr.l.uaﬁmbl&yﬂﬂn

PEMBIAYAAN METTO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

N2 R - A

|

BIB\BIH (BG(R|E (A HIA] (B E (BRI (R ERIEEE

Bl #lzl 2 3Rz EER R ﬂEEEEEEEEEF glolglalalelals

B BRI H (H(R[E|S\RIE|E(A] (8|9 [H|R|H|H(RIE[H(E(E
A\ |28 [H|Q(H|E B HIR|E| (BIE (BB |HREE

AR R A

F. PENGUNGKAPAN
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CalK terkait dengan beban adalah
1. rincian beban;

2. penjelasan  atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan
keuangan lembar muka; dan
3. informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

. rincian belanja;

2. penjelasan  atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan
keuangan lembar muka;

3. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;

4. informasi lainnya yang dianggap perlu.
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BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

A. DEFINISI

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas
pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan
dana bagi hasil.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya
penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil
dari Pemerintah Provinsi.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas
pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat
dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah serta Bantuan Keuangan.
Transfer dikategorikan berdasarkan sumber kejadiannya dan diklasifikasikan
antara lain:

1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan;

2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya; dan
3. Transfer Antar Daerah.

Dalam bagan akun standar Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:

LRA LO
Uraian

Pendapatan Transfer:

Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil (DBH)

" Dana Alokasi Umum (DALT)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Dana Alokasi Khusus [DAK)

SRR
R-AR:

:
:

Non Fisik
Transfer Pemerintah Pusat

Lainnya

Dana Insentif Daerah
Dana Keistimewaan
Transfer Antar Daerah
Pendapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan
Beban Transfer :
Beban Bantuan Keuangan XX KR

| 8
|

4| 8
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B. PENGAKUAN

Transfer masuk diakui pada saat diterimanya kas pada RKUD dan/atau
diterimanya Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden/Peraturan
Gubernur terkait dengan kurang salur maka timbul hak daerah terhadap
transfer masulk.

Transfer keluar diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD untuk

transaksi transfer di SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi
BUD.

C. PENGUKURAN

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang vang diterima di

RKUD. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang
keluar dari RKUD.,

D. PENILAIAN
Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan
dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar vang terjadi
selama satu periode pelaporan dan disajikan pada LO sesuai dengan
klasifikasi ekonomi (line itern).




E. PENYAJIAN
Penyajian Transfer di LO;

FEMERINTAH KABUPATEN BAMNJAR
LAPORAN OPERASIONAL
UKTUK TAHUN YANG BERAKHIF SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

{Dalam Rupiah]
Henaikan/
Nao Urai 20X1 20X0 | Penurunan | %
an
1 | PENDAFATAN DAERAH-LD
4 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO
3 Pajak Duerh-LO KX KHH xnx X
i Retribusl Dasrah-LC X XXX HEX ®x
5 Haml Penpelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahlean- 10 U XXH xEX nx
& Lain-lain PAD yang Sah-LO XHX XK X X
|7 ] Jumlah Pendapaton Ash Daerah-L0O HEX KKK xxX o
B | PENDAPATAN TRANSFER-LO
9 | PENDAPATAN TRANSFER FEMERINTAH PUSAT - DANA
10 Dana Transfer Umum-Dena Bagi Hasll [DBH)-LO AXR XK XX XX
11 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Ummom {DAU)-LO XEX KKK XXX v 4
E Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK] Fisik- XXX XK XX WL
13 | Dann Trunsfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Nen o *xx o 0
L4 Jumlah Pendapatan Trangler Pemerintah Pusat - Dana| 1o b HXR ¥
15 PENDAFPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -
16 | Dana [nsentf Deerah |DID)-LO — e xxx -
17 Dana Kestimeoramnn-L0 XK WA XXX I
18 Jumlah Pendapatan Transler Pemerintah Pusat - o o P o
19 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO
20 | Pendspatan Bagl Hawml-LO KKH XK XX X
21 Bantuan Keuangan-LO XXX XX 5. 4 X
22 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO fa's s o KKX a4
23 Total Pendapatan Transfor-Lo XK o0 X =X
24 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO
25 | Pendapatan Hibah-LOD T oex wrx e
26 Dana Damirat-LO xXX X R 3
7 Lain-lain Pendapaton Sesuai I:h'JEITI. Ketentuan Pera XXX K XX XX
28 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-L0O XX w00E AR E
29 JUMLAH PENDAPATAN-LD xxx e oo x=
30 | BEBAN DAERAH
31 | BEBAN QOFERASI
a2 Beban Pegawai HEX MK XX XX
33 | Beban Barang dan Jasa XXX o KX XK
4 Beban Bungs - REX XHX XXX XX
35 Beban Subaidi KAK ERE p & XX
) Beban Hibah HXX XM XXX X
37 Beban Bantuan Sosial XXX X XX xE
38 Beban Penyisihan Piutang EXX NN XXX X
i3] Jumiah Beban Cperasi HXE M TXH xX
4 | BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
4] Beban Penyusutan Peralatun dan Mesin A KRR HEX xx
#2 Beban Pemyusutan Gedung dan Bangunan XX b st Hx
43 Beban Pemyusutan Jalan, Jarngan don Irigasi AHR P HXH X
44 | Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya o o o xx
45 Beban Penyusutan Asct Lainnya xTHX HEX HEK KX
46 Beban Amortisasi Asct Tidak Berwujud XXX XM AR ax
&7 Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi R ¥ EEX X
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BEBAN TRANBFER

.ﬁcbanﬂaurmnﬂeunngun

Jumlah Beban Transier

H &

BEBAN TAK TERDUGA

Beban Tak Terduga

Jumlah Beban Tak Terduga

JUMLAH BEBAN

SURPFLUS/DEFISIT DARI OPERASI

HIEHE| ()

IEELE L

HIHEIE) (H)E

o (EEE

SURPLIIS/ DEFIST DARI KEGIATAN NON OGPFERASHINAT

SURPLLS NON OPERABIONAL-LO

_Burplus Penjualan /Pertularnn / Pelepasan Asct Non

Surpius Pemyelesaian E:wa;ﬂ':_nn Jangks Panjang-LO

Burpius dard Kegiatun Non Operasional Lainnya

Jumiah Surplus Non Operasional

q(HEE

DEFISIT NON OPERASIONAL-LO

Defisit Penjualan Pertukaran, Pelepasan Aset Non

Defisit Penyelesaian Kewsajiban Jeangka Pernjang-Lo

Defisit dari Kegiatan Mon Operasions] Lainnya

Jumlah Defisit Non Operasional

JUMLAH SURFLUS/DEFISIT DAR KECIATAN NON

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

IS (H ) E(E) (BB

3168 HE(E) (B|E

AL R

CREAE-AEA1 28

PG LLIAR BIASA

PENDAPATAN LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biass

Jumlah Pendapatan Luar Biasa

4|4

BEBAN LUAR BIASA

Beban Lunr Binsa

Jumlah Beban Luar Biasa

POS LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISIT Lo

A 8| B8

BIBIEE (HE

R
JEIEE
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Penvajian Transfer di LEA:

FEMERINTAH KABUPATEN BAMJAR
LAPORAN REALISAS] ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0D

(Dalam Rupish)

=

Urranian Anggaran | Realisas| % Realisasi
201 201 XD

FENDAPATAN DAERAH
PENDAFATAN ASLI DAERAH [PAD|
Pajak Dacrah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolasn Kekeayaan Daerah yang Dipisahiean
Lain-lain PAD yang Sah Sy
Jumlah Pendapatan Asl Dasrah
PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA
Dana Transfer Umum-Deans Bag Hasil ([DBH)
Dane Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
12| Dans Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAE] Fisik
13| Duna Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
14 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana
15 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
16| Dana Insentif Daerah (DID)
17' Dans Hﬂ'ﬂl‘_l':mwnm
18 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
19| PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
20( Pendapatan Bagi Hasil
21| Bantuan Keuangan
22| Jumiah Pendapatan Transfer Antar Dacrah
23 Total Pendapatan Transfer
24| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
25| Pendapatan Hibah
26| Dona Dararat
27| Lain-lain Pendspatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
25 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daernh Yang Sah
29 JUMLAH PENDAPATAN

30] BELANJA DAERAH

[

31| BELANJA OPERASI

32| HBelsnjn Pegowai

<3 Belanja Barang dan Jasa

34| Belanja Bunga

35] Belanjn Subsidi

(36| Belanja Hibah

37| Belanja Bantuan Soaial

3@1 Jumlah Belanja Operas:

39| BELANJA MODAL

40|  Belanja Modal Tanah

41] Belania Modal Peralatan dan Mesin
42| Belania Modal Gedung dan Bangunan

g Belanjn Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Brlanja Modal Aset Tetap Lalnmya

JEEEE
R
BEEE
AEEIE:

o8| =)o) en| ) a| b=

L=

=

-
.

LN
JEEBE
JEEEE

Ak
1EIE

SEIEE

AL
dIR|d(A[H| (B|#\B[E) [B|E|8) (B|6IE|EIE
SHEE I

SRR

|

RIR|E(HEEE

45 Belann Modal Aset Lainnya
46 Jumlah Belanjs Modal

BIRIEI(BIE|G| |5 348|838
BI\HIRIG|BIR| BB \RIR|H|QE

ORI

ERE MR




[47] BELANJA TIDAK TERDUGA
48| Belanja Tidak Terduga XXX omx | X%
45]  Jumlsh Belanja Tidak Terduga xxx o | X
50| BELANJA TRANSFER.
41| Belanja Bantuan Keuangan antar Dacrah Kabupaten, Kota AXX HAE wx XX
52| Belania Baniuan Keuangan Kabupaten Kota ke Dacrah XK XXX X XX
53| Belanja Bantuan Keusngan Daerah Provins atau XXX Wt | xx m
54|  Jumlah Belanja Transfer xR x| |®x x
EE JUMLAH BELAMIA XXX R 54 XXX
5 BURPLUS/DEFISIT xxx KX o HHX
57| PEMBIAYAAN DAERAH
o8| PENERIMAAN PEMBIAYAAN
55| Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun xxx xxx = o
60| Pencaitan Dana Cadangan MK HAX X AEx
61| Haazl Penjualan Kekayasn Dacreh yang Dipisahkan wEx EXE Wi XNE
62| Pinjamen Decrah dard Pemerintah Pusat xxx mE ¥ XX
B3| Pirgaman Daemmh dard Pemerintah Dacrah Lein EXH KHN M XXX
04| Pinjaman ‘Dacrah dani Lembaga Keusngan Bank [LEB) X EHX K xHX
65| Pinjaman Daerah dari Lembaga Keveangan Bukan Bank (LKBE) XX XMX |ER XXX
66| Pigjaman Daerah dard Masyarakat XXX xxx | XX
67| Penerimasn Kembali Pemberian Pinjaman Daerah XXX Xk | mx xEX
Penerimasn Pembisyvaan Lainnve Sesgal dengan Kelentuan
68| Peraturan Perundang- Undangan HER KRE XK XXX
G5 Jumlah Penerimaan Pembiayaan XXX EHX =4 XEX
_Eﬂ PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Tl Pembentukan Dana Cadangan ®XX XX MK XXX
72| Penyertean Modal Daerah xXx% oo | X
73| Pembayaran Pinjaman Daerah dar Pemesintah Pusat o xnx | ux xXK
74| Pembayaran Pinjaman dan Pemerintah Decrah Lain xxx ox | xx XXX
75| Pombavaran Pinjaman der Lembaga Kevangan Bank (LEB) XK XX | xx XXX
T6| Pembayaran Pinjaman dar Lembaga Keusngan Bukan Bank XX XX X XXX
77| Pembayaran Pinjaman Dacrah dar Masvarakat T X0k | xx o
TB| Pemberan Pinjaman Dacrah XXX AXX XH AEE
Pengehoaran Pembisyann Ladnnyna sesusi dengan Ketentian
T3 Permturan Perundang- Undangan I XX XX XXX
Jumlah Pengeluaran Pemblavasn XX oy XX i)
a1 PEMBIAYAAN MNETTO e b o b4 XX
BZ| Sisa Lebih Pembiayaan Angparan XK oo (= HH
|

F. PENGUNGEAPAN

Hal-hal yang diungkapkan dalam CalK terkait dengan transfer masuk

adalah:

1. penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhimya
tahun anggaran;

2. penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang
bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

3. penjelasan scbab-scbab tidak tercapainya target penerimaan transfer
masuk daerah; dan

4. informasi lainnya yang dianggap perlu.
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BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. DEFINISI

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah,
baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima
kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan
untuk menutup defisit dan /atau memanfaatkan surplus anggaran.
Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penetimaan REUD antara lain
berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil
privatisasi perusshaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang
diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan
pencairan dana cadangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain
pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah
Daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun
anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

B. PENGAKUAN

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

C. PENGUKURAN

Pencrimaan pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah
berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima.
Pengeluaran pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah
berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan
dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang
rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal
transaks] pembiayaan.




D. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Daerah
disajikan dalam LRA. Berikut adalah contoh penyajian penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam LRA Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BAM.JAR
LAPORAN REALISAS] ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAMJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPA]I DENGAN 31 DESEMBER 20X dan 20X0

{Dalam Rupiah]

HNo Uraia Anggaran | Realisasi{% | Realisasd
n 20x1 201 20H0

=

PEMBIAYAAN DAERAH
FENERIMAAN PEMBIAYAAN
Pengpunesn Sisa Leindh Perhitungin Angmmn Tehun

Petcairan Dena Cadangan

Hasil Pesjualan Kekayasn Dacrah yang Dipisahkan
Pinjaman Dacrah deri Pemerintah Pusat

Pinjaman Daerah dari Lembags Keuangen Bank (LKB)
Pinjaman Dacrah dari Lembags Keuangsn Bukan Bank
10| Pinjaman Daerah dari Masyarakat

11| Penerimasn Kembali Pemberian Pinjaman Dasmh

12| Penerimaon Pembiayaan Lainnya Sesual dengan
Ketentuan Peraturen Perundang- Undangan

13 Jumlah Penerimaan Pembiayaan

14 | PENGELUARAN PFEMBIAYAAN

151 Pembenbukan Deana Cadangan

18] Pergyertaan Modal Daerab

17| Pembayaran FTraanm.n Dmergh dad Pemerintah Pusat
18| Pembayaran Pinjaman dan Pemerintah Daerah Lain
19 Pﬂnhqy-rnn Pinjaman dar] Lembags Keiangan Bank I:LICEI]
a0 Pemhn;.ruan Pinjeman dari Lembags Keuangan Bukan
a1 Pembayaran P‘t-l'.'ljﬂ.l]'.'l.ﬂn Daerah cirl Masyammlmt

22! Pemberian Pinjaman Dracrah

23| Pengeluamn Pembiayaan Lainnya sesual dengan
HKetentuan Peraturan Perundang- Undangan

24 Jumiah Pengelusran Pembiayaan

a5 PEMBIAYAAN NETTO

26 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Pa] go] [ o] ] ] ol e

ME (R H|ERRIEREE

TR EREHHEE N PR
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E. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada CalLK terkait dengan pembiayaan, diungkapkan

hal-hal sebagai berilout:

1. penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal
berakhirnya tahun anggaran;

2. penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian
pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset
dacrah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah: dan

3. informasi lainnya yang dianggap perlu.
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BAB V

KEBLJIAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. DEFINISI

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang sangat likuid
yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang
signifikan.

Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk
melakukan pembayaran.

Sctara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
Kas dan setara kas pada Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai,
dikelola dan di bawah tanggung jawab BUD dan kas vang dikuasai, dikelola dan
di bawah tanggung jawab selain BUD, misalnya Bendahara Penerimaan atau
Bendahara Pengeluaran.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab Bendahara

Umum Daerah terdiri dar:

I. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan dan
pengeluaran; dan

2. setara kas, antara lain berupa SUN obligasi dan deposito sampai dengan 3
bulan, vang dikelola oleh BUD.

Kas Kas di Kas Dacrah | Kas di Kas Daerah
Potongan Pajak dan Lainnya

Kas Transitoris
Kas di Bendahara Kas Lainnya
Penerimaan Pendapatan Yang Belum Disetor

Uang Titipan
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Kas di Bendahara

Pengeluaran

Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU

Pajak di SKPD yang Belum
Disetor

Uang Titipan

Kas di BLUD

Kas Tunai BLUD

kas di Bank BLUD

Pajak yang Belum Disetor BLUD

Uang Muka Pasien RSUD/BLUD

Uang Titipan BLUD

Setara Kas

Deposito
(sampai dengan 3

Deposito (sampai dengan 3
bulan)

Surat Utang Negara (SUN)
atau obligasi (sampai dengan 3
bulan)

B. PENGAKUAN

Kas dan setara kas diakui pada saat:

1. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan

2. Penguasaan danjfatau kepemilikan kas telah beralih kepada BUD,
Bendahara Penerimaarn, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara BLUD.

C. PENGUKURAN

Kas dicatat sebesar nilai nominal atau disajikan sebesar nilai rupiahnya.
Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah

menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.




D.
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PENYA.JIAN

Saldo kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan LAK. Mutasi antar pos-
pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena
kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan
merupakan bagian darl aktivitas operasi, investasi, pendanaan,

dan transitoris pada LAK,

PEMERINTAH RABUPATEN BANJAR
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

[Dalam Rupiak)

=]

Urajan 20X 1 20E G

(ASET

ASET LANCAR

K clil Kais Dacrah

[Kaws i Bendahars Penerimasn

Has di Bendahara Pengeluaran

Has di BLLITD

Fas Dana BOS

lﬂ-m‘ﬂ'ﬂ"-l'.ﬂ-il'.lll..rﬂl—

Has Dana Kapitasi pada FETP

10

[Kas Lainnye

=]
-

Setara Kag

—
B3

SEEE IR

Investasi Jangls Pendek

=
[+

[Fintang Fajak Daesah

]
=
=

=3
B

Pictang Retribus Daemmh

=
m

nutang Hasll Pengelolaan Kekayaan Dacrah vang Dipisahkan

=
=2

[Piotang Lain-lain PAD yang Sah

=

[Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Prutang Tronsfer Antar Dacrah

e

Pintang Lainnya

| O
&

Peryisihan Piutang

-

|
=

Beban Dibayar Dimuka

b

[Persediann

=
L

$|8|818|8(9\8 812 8(88]H|8(44\3|4/5|4)4

HHEEHEEEE

L lumlah Aset Lancar

E.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan kas dan setara kas dalam CalK
paling sedikit mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan

3. Informasi lainnya vang dianggap penting.
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BAB VI
KEBLIAKAN AKUNTANSI PIUTANG

DEFINISI
Piutang adalah hak Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menerima
pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib retribusi/wajib
bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai dengan uang.
Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang
kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari
scscorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang
tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode
anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang
dibagi atas:
1. Pungutan
Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:
a. Piatang Pajak Daerah;
b. Piutang Retribusi Daerah;
c. Piutang Hasil Pengeoloaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;dan
d. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
2, Perikatan
Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas;
a. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
b. Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman kepada Badan
Usaha Milik Dacrah (BUMD) dan Lembaga Lainnya;
¢. Bagian Lancar TGR;
d. Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan;
dan
e. Bagian Lancar Tagihan Sewa.
3. Transfer antar Pemerintahan
Fiutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan,
terdiri atas:
a. Piutang Transfer Pemerintah Pusat; dan
b. Piutang Transler Antar Daerah.
4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian
daerah, terdiri atas:
a. Piatang yang timbul akibat TGR Daerah terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara/Pejabat Lain/Pihak Ketiga; dan
b. Piutang
PENGAKUAN

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau
manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
1. Piutang berdasarkan pungutan dapat diakui ketika:

a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen lain yang sah; atau

b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
atau

c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan,

2. Piutang berdasarkan perikatan yang menimbulkan hak tagih, vaitu
peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, kerjasama, sewa,
penjualan, dan kemitraan diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset
di neraca, apabila memenuhi kriteria:

a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan
kewajiban secara jelas;
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b. jumlah piutang dapat diukur;

¢. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan

dan;

d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

3. Piutang transfer antar pemerintahan dapat diakui sebagai piutang apabila
memenuhi Kriteria:

a. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam diakui sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kurang sahar.

b. Piutang Dana Alokasi Umum diakui apabila telah diterima alokasi Dana

Alokasi Umum yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

c. Piutang Dana Alokasi Khusus fisik dan non fisik diakui apabila telah
diterima alokasi Dana Alckasi Khusus fisik dan non fisik vang
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

d. Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi diakui
apabila telah diterima alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak vang
ditetapkan dalam Peraturan Gubernur,

Pemerintah Pusat mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer

yvang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapm—l

Pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan piutang, mengingat

kepastian penyalurannya tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai

peraturan perundang-undangan penyaluran alokasi tersebut. Piutang

transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai kurang
salur.

4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TGR, harus
didukung dengan bukti SK Pembebanan/SK Pembebanan Sementara/
SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa
penyelesaian atas TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).
SK Pembebanan/SKTJM /Dokumen yang dipersamakan merupakan surat
keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi
tanggung jawab seseorang/badan/lembaga dan bersedia mengganti
kerugian tersebut. Apabila penvelesaian TGR tersebut dilaksanakan melalui
jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat
ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang

C. PENGUKURAN
1. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan wang ditetapkan berdasarkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD) yang diterbitkan atau SPTPD yang telah diterima;

b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat
ketetapan kurang bayar yvang diterbitkan; atau

c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh
Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;
atau

d. Plutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat
sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum
unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah
potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang
belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor.

Oleh karena setiap tagihan oleh Pemerintah wajib ada keputusan, maka
jumlah piutang yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebesar nilai yang
tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.
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2. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang
berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Piutang yang timbul dari penjualan vang pada umumnya berasal dari
peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah.
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian
penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran,
maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

b. Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga
Lainnya
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang
dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa
harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas
barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai
kewajiban bagi hasil, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui
adanya bagi hasil pada periode berjalan yang terutang [belum
dibayar) pada akhir periode pelaporan.

c. Bagan Lancar TGR
Pengukuran TGR dinilai sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun
berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan
berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.

d. Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan vang
dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

e. Bagian Lancar Tagihan Sewa
Piutang sewa dinilai berdasarkan jumlah yang tercantum dalam
Perjanjian Sewa yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berilout:

a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai
dengan tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
mengenai kurang salur;

b. Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima
sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Presiden
mengenai kurang salur;

c. Dana Alokasi Khusus fisik dan non fisik disajikan sebesar jumlah yang
belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai kurang salur; dan

d. Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi disajikan
sebesar jumlah yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan
sesuai

4. Pengukuran piutang tuntutan ganti kerugian daerah berdasarkan
pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam
tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan
berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai vang akan dilunasi di
atas12 (dua belas) bulan berikutnya.

5. Pengukuran Berikutnyva (Subsequent Measuremend) Terhadap
Pengakuan awal
Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi
tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila
terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-
masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan,




.35 .

6.Pemberhentian Pengakuan

10.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan
dua cara yaitu: penghapusbukuan (write down) dan penghapustagihan
(write-off).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen,
mecrupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan
pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakompiabel agar nilai
piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.
Penghapustagihan piutang adalah penghapusan hak tagih atas piutang
Penghapustagihan piutang dilakukan setelah penetapan
penghapusbukuan piutang,

. Kriteria penghapusbukuan piutang sebagai berikut:

a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar dari pada
kerugian penghapusbukuan.

1} Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas
akuntansi dan entitas pelaporan.

2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.

3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal
yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

b. Perlu  kajian wyang mendalam tentang dampak hukum dar
penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlua,
scbelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan
penghapusbukuan.

c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang
berwenang menyatakan hapustagih perdata dan atau hapus buku (write
offl. Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan
reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk
dihapusbukuan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis
dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria,

prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapustagih yang

defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya

penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal
maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPENL, dan satuan kerja
yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi
catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme
penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat
keputusan dari KPENL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp 5 milyar oleh

Gubernur/Bupati / Walikota, sedangkan kewenangan di atas Rp 5 milyar oleh

Gubernur/Bupati/ Walikota dengan persetujuan DPRD.

11. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau scluruhnya adalah sebagai

berikut:

a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang
kepada Negara untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang
lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.

b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra
penagih menjadi lebih baik, mempercleh dukungan moril lebih luas
menghadapi tugas masa depan.

c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan
situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pithak tertagih.
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d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya
penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit
baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit.

e. Penghapustagihan setelah semua rancangan dan cara lain gagal atau tidak
mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi
saham/ckuitas/penyertaan, dijual (anjakpiutang), jaminan dilelang.

f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan,
hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan),
hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking
kebijakan [ peraturan write off di negara lain.

g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan,
apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
Penghapusbukuan (writedown maupun write offf masuk esktra komptabel
dengan beberapa sebab misalnva kesalahan administrasi, kondisi
misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan
misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut memungkinkan
dicatat kembali menjadi rekening aktil intrakomptabel.

12, Penerimaan Tunai atas Piutang vang Telah Dihapusbukukan

Penerimaan piutang yang telah dihapusbukukan dicatat scbagai
penerimaan kas pada periode yvang bersangkutan.

D. PENILAIAN

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable
value).
Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal
piutang dengan penyisihan piutang.
Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk
menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang
dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan
perkembangan upaya penagihan yvang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.
Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kusalitas
piutang. Kualitas piutang dikelompokkan sesuai dengan jenis piutang, yaitu;
1. Piutang dari pungutan
a. Piutang Pajak (self assessment dan official assessment)
1) Kualitas Lancar, dengan umur piutang kurang dari atau sama
dengan 1 [satu) tahun;
2] Kualitas Kurang Lancar, dengan umur piutang lebih dari 1 (satu)

tahun sampai dengan 2 {dua) tahun;

3] Kualitas Diragukan, dengan umur piutang lebih dari 2 {dua) tahun
sampai dengan 5 (lima) tahun; dan

4] Kualitas Macet, dengan umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun. b.
Piutang Retribusi:

1) Kualitas Lancar, umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan;

2) Kualitas Kurang Lancar, umur piutang lebih dari 1 (satu) bulan
sampai dengan 3 (tiga) bulan;

3) Kualitas Diragukan, umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai
dengan 12 {dua belas) bulan; dan

4) Kualitas Macet, umur piutang lebih dari 12 {dua belas) bulan.
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Piutang selain piutang pajak dan retribusi:

1) Kualitas Lancar, umur piutang sampai dengan akhir periode
pelaporan belum jatuh tempo;

2) Kualitas Kurang Lancar, umur piutangl (satu) bulan terhitung sejak
tanggal surat tagihan pertama;

3) Kualitas Diragukan, umur piutang 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal surat tagihan kedua; dan

4] Kualitas Macet, umur piutang 1 (satu) bulan terhiting sejak tanggal
surat tagihan ketiga.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir
tahun ditentukan sebagai berikut:

Taksiran Piutang
No. Kualitas Piutang Tak Tertagih
1. Lancar 0,5 %
2. Kurang Lancar 10 %
3. Diragukan 50 %
4. Macet 100 %

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode
pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai
penyisithan

Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Daerah melakukan evaluasi
terhadap perkembangan kualitas piutang.

Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal
penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang
menurun, maka dilakukan penambahan nilai penyisihan piutang tidak tertagih
sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan
saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat, dilakukan
pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih
antara angka yang scharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

. PENYAJIAN

Flutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut adalah contoh
penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah Daerah.
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FEMERINTAH EABUPATEN BANJAR
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIRE SAMPAI DENGAN 11 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiak)
Ho Urniam 20X1 20X 0
1 ASET
(2 | ABET LANCAR
3 Has dan Setarm Kas fin HEX
4 Kas di Bas Daernh X WX
5 Kas di Bendaharn Penerimaan e K
a Eas di Bendshara Pengeluarn HAK XX
T Kas di BLUD NNE HHX
g Kas Dana BOS HMX HHA
] Kas Dans Kapitas padn FEKTP 0K XXX
10 Kas Lainnya XK 00
11 Setara Hag 20 wEH
12 Investasi Jangks Pendek AN XA
13 Piutang Pajak Dacrah xEN XWH
14 Putang Retribosi Daerah 2 AEH
15 Piutang Hasll Pengelolaan Keleayasn Dacrah yang KKK EEX
Dipisphican
16 Piuteng lain-lain PAD yang ssh T XK
1T Piutang Transfer Pemerintah Pusat N MM
E8 Piutang Transfer Antor Dacrah EXK XK
[9| Piutang Lalnnya XK XXX
20|  Penyisihan Piutang ] [seaeac]
(21|  Beban Dibayar Dirmuka xxx ey
pr’s Persediaan EXX b5 .o
23 Jumlah Aset Lancar XK P
PENGUNGKAPAN

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai

akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud

berupa:

1. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan
pengukuran piutang

2. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat
kolektibilitasnya dan penyisihan piutang tak tertagih;

3. penjelasan atas penyelesaian piutang; dan

4. khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan
diungkapkan piutang yang masih dalam proses penvelesaian, baik
melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang diungkapkan secara cukup dalam CalkK.
Informasi yang diungkapkan antara lain jenis piutang, nilai piutang, nomor
dan tanggal keputusan penghapusbukuan piutang, dasar pertimbangan
penghapusbukuan dan penjelasan lain.
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BAB VII

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. DEFINISI

Persediaan adalah asct lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Banjar, dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

a. Barang atau perlengkapan (supplies) vang digunakan dalam rangka
kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis
seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan
dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas yang masih dapat
dimanfaatkan.

b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses
produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan
baku pembuatan benih, konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke
masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah lain.

¢. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau
discrahkan kepada masyarakat, misalnya alat-alat pertanian setengah jadi,
benih yang belum cukup umur, barang hasil proses produksi yang belum
selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat dan/atau Pemerintah
Dacrah lain.

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya hewan dan bibit tanaman,
untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, tanah bangunan,
peralatan dan mesin, aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada
masyarakat/Pemerintah Daerah lainnya.

e. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan
minyak dan cadangan beras.

Jenis persedisan dapat dibedakan berdasarkan sifat pemakaian dan
bentuknya yang dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan terdiri atas;
1. Barang habis pakai;
2. Barang tak habis pakai; dan
3, Barang bekas pakai
b. Berdasarkan bentuk dan jenisnya, barang persediaan terdiri atas:
1. Barang konsumsi;
2, Bahan untuk pemeliharaan;
3. Buku cadang;
4. Persediaan untuk tujuan strategis berjaga-jaga;
5. Pita cukai dan leges;
6. Bahan baku;
7. Barang dalam proses/setengah jadi;
8. Tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
9. Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat;
10. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk dijual atau diserahkan kepada
magyarakat;
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11. Aset tetap lainnya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

12. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat; dan

13. Persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang atau mati tidak dilaporkan dalam
neracd, tetapi diungkapkan dalam CalK.
Dari barang pakai habis tersebut di atas mencakup dari Belanja Barang Pakai
Habis, Belanja Barang dan .Jasa BOS, Belanja Barang dan Jasa BLUD,
Belanja Tidak Terduga.
Barang habis pakai yang tidak termasuk dalam barang persediaan antara
lain:
a. Bahan Bakar dan Pelumas wvang ada di dalam kendaraan
dinas operasional kendaraan:
b. Bahan Baku (yang sifatnya digunakan langsung);
Bahan Bangunan dan Konstruksi Yang sifatnva digunakan
langsung untuk pemeliharaan;
Suku Cadang yang langsung dipasang;
Bahan Cetak hasil belanja Fotokopi/Penggandaan /Penjilidan;
Makanan dan Minuman Rapat;
Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
Penambah Daya Tahan Tubuh (Jamuan Makanan dan Minuman);
Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Pendidikan
(vang sifatnya digunakan langsung);
k. Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
L. Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
(vang sifatnya digunakan langsung); dan
m. Persediaan Bahan Balku dan Perlengkapan yang dimiliki proyek
swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset tetap untuk
konstruksi dalam pengerjaan.
Khusus barang yang tidak termasuk dalam persediaan tidak perlu
dicatat dalam persediaan dan diakui scbagai beban.

2

Trrom o A

. PENGAKUAN

Perscdiaan

diakui:

a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperocleh Pemerintah dan
mempunyai nilai atau biaya yvang dapat diukur dengan andal;

b, pads saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya
berpindah;

c. Persediaan diakui dengan pendekatan beban, yaitu setiap pembelian
persediaan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

- PENGUKURAN

Persediaan disajikan sebesar:

l. Biaya perclehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan
persediaan meliputi harga perolehan, biaya pengangkutan, biaya
penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebanlkan pada
perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa
mengurangi biaya perolehan.

2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memprodulsi sendiri.
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Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung vang terkait
dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang
dialokasikan secara sistematis.

3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi,
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian
kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan
transaksi wajar (arm length transaction).

4. Untuk barang kuasi (contoh: meterai, perangko) dinilai sebesar harga
nominal yang tercetak dalam barang cetakan tersebut.

Persediaan hewan dan tanaman yang akan dikembangbiakkan dinilai dengan
mengegunakan harga perolehan.

. SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN

Sistem pencatatan yang digunakan Metode Perpetual. Dalam metode ini,
fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan pada akhir bulan untuk
persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk semua
jenis persediaan di SKPD,

Pengukuran pemakaian persediaan dapat dilakukan dengan dua metode
pencatatan yaitu metode masuk pertama keluar pertama atau First In First Out
(FIFO} dan harga pembelian terakhir.

Metode FIFO dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan
dengan nilai per unit, Metode pencatatan harga pembelian terakhir, metode ini
bisa digunakan untuk BLUD Rumah sakit dalam hal persediaan obat-obatan
yang sifatnya bermacam-macam jenis.

Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian
persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan
nilai per unit sesuai metode penilaian vang digunakan.

Pada akhir periode pengurus barang melakukan Penghitungan fisik
(Stock Opname) terhadap barang vang dibeli dan belum digunakan, kecuali
barang yang tidak termasuk dalam barang persediaan.
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E., PENYAJIAN

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar, Beriltut ini adalah

conich penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah.

FPEMERINTAH KABUPATEN BAMIAR

NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR BAMFAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

[Dalam Rupiah)
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F. PENGUNGKAPAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang
digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan vang
digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat, dan barang vang masih dalam proses
produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat; dan

3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.




BAB VIII

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

A. DEFINISI

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, schingga dapat
meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan
oleh Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk
memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang
belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen
kas,

Berdasarkan jangka waktunya, investasi dibagi menjadi:

1. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yvang memiliki karakteristik
dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai
dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek digunakan untuk
tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Daerah dapat menjual investasi
tersebut jika muncul kebutuhan kas.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki
jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi
menurut sifatnya, yaitu:

a. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka
panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan
atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

b. Investasi.Jangka Panjang Permanen

[nvestasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka
panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau
tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik Kembali,

Investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Investasi Jangka Pendek Investasi dalam Deposito
Investasi Jangka Pendek Lainnya
Investasi Jangka Panjang Dana Bergulir
Non Permanen
Investasi Jangka Panjang Penyertaan Modal Kepada BUMD
Hesmpacn Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha
Milik Swasta
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B. PENGAKUAN

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat
memenuhi kriteria sebagai berikut;

1. memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomi dan
manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau

2.nilai  perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai/andal (reliable|.

C. PENGUKURAN
1. Pengukuran investasi jangka pendek:
a. Investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominalnya:
b. Investasi dalam bentuk investasi jangka pendek lainnya:

1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, dicatat sebesar biaya
perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa
bank, dan biaya lainnya.

2) Apabila tidak terdapat biaya perclehannya, dicatat sebesar nilai wajar
atau harga pasarnya.

2. Pengukuran investasi jangka panjang:

a. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, nilai bersih vang
dapat direalisasikan (net realizable value).

b. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang vang dimaksudkan
untuk dimiliki secara berkelanjutan, dinilai sebesar biaya perolehannya
meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul
dalam rangka perolehan investasi.

3. Investasi non permancn dana bergulir:

Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal
piutang dengan penyisihan piutang,

Penggolongan kualitas dana bergulir merupakan salah satu dasar untuk
menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas dana
bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang
dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah, Kualitas dana bergulir didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal
pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan dana bergulir adalah
kualitas dana bergulir, sebagai berikut:

1} Kualitas Lancar, umur piutang sampai dengan akhir periode pelaporan
belum jatuh tempo;

2) Kualitas Kurang Lancar, umur piutang 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal surat tagihan pertama;




wllE
3} Kualitas Diragukan, umur piutang 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal surat tagihan kedua; dan

4) Kualitas Macet, umur piutang 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
sural tagihan ketiga.

Besarnya penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun
ditentukan sebagai berikut:

< Kualitas Taksiran Piutang
1. Lan 0,5 %
2. Kurang Lancar 10 %
3.  Diragukan ' 50 %
4 Macet 100 %

1. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai
investasi Pemerintah Daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai
wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

2. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing
dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah
bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

D. METODE PENILAIAN INVESTASI

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
1. Metode biaya

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode biava dicatat
sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian
hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan
usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas

[nvestasi Pemerintah Daerah yang dinilai menpgunakan metode ekuitas
dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi
bagian laba atau rugi scbesar persentase kepemilikan Pemerintah Daerah
setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah,
tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan
mengurangl nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan
sebagai pendapatan.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah
porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan
yvang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai
bersih yang dapat dircalisasikan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan
diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yvang dapat
direalisasikan digunakan terutamsa untuk kepemilikan yang akan
dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
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Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai
berikut:

a. Kepemilikan sampai dengan 50% menggunakan metode biaya.
b. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

c. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang
direalisasikan,

. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Investasi jangka p-:mdek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan
investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka
Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi
Permanen. Berikut adalah contoh penyajian investasi jangka pendek dan
investasi jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Dacrah.
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F. PENGUNGEKAPAN

Pengungkapan investasi dalam CalLK paling sedikit mengungkapkan hal-hal
sebagai berikut:

1.
2.
3.

Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;

Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;

Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi
jangka panjang;

Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan: dan
Perubahan pos investasi,
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BAB IX

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. DEFINISI

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
([dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan
dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat
umum.
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya
dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut;
1.Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah
Daerah dan dalam kondisi siap pakai.
2. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat
elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lE.II]H}’a yang masa manfaatnya
lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup scluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
Pemerintah Daerah dan dalam kendisi siap pakai.
4. Jalan, Irigasi, dan Ja.rmgan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.
3. Asel Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke
dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk
kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai
seluruhnya.

B. PENGAKUAN
Aset tetap diakul pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh
dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal
bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau
pada saat penguasaannya berpindah.
Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum
dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan,
seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta)
dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut
harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap
tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan
atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai
berikut:
1. berwujud;
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. biaya perolechan aset dapat diukur secara andal;
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4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
2. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk
dipelihara; dan
7. memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap
- Batasan nilai kapitalisasi dari hasil pengadaan aset tetap untuk
peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per
unit/buah. Apabila nilai pengadaan mencapai nilai kapitalisasi tetapi
tidak menambah kapasitas, kuantitas dan masa manfaat atau hanya
mengembalikan aset ke kondisi semula, maka tidak dikapitalisasikan ke
dalam aset tetap. Apabila nilai pengadaan aset tetap peralatan dan mesin
di bawah Rpl.000.000,00 {Satu Juta Rupiah) maka masuk dalam kategori
aset ekstrakomptabel.

- Batasan nilai kapitalisasi dari hasil pengadaan aset tetap untuk gedung
dan bangunan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) per
unit/buah. Apabila nilai pengadaan mencapai nilai kapitalisasi tetapi
tidak menambah bangunan (kapasitas, kuantitas dan masa manfaat) atau
hanya mengembalikan aset ke kondisi semula, maka tidak
dikapitalisasikan ke dalam aset tetap. Contoh pengecetan Gedung senilai
Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tidak dikapitalisasi ke
dalam aset tetap karena sifatnya hanya memelihara tanpa menambah
kapasitas, kuantitas dan masa manfaat Gedung tersebut,

- Batasan nilai kapitalisasi dari hasil pengadaan aset tetap untuk Jalan,

Irigasi dan Jaringan sebesar Rp20.000,000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)
per unit/buah. Apabila nilai pengadaan mencapai nilai kapitalisasi aset
tetapi tidak menambah kapasitas, kuantitas dan masa manfaat maka
tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Contoh perbaikan jalan vang
rusak berupa pelapisan atau penambalan jalan yang berlubang senilai
Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tidak dikapitalisasikan
ke dalam aset tetap karena sifatnya hanyva memelihara atau
mengembalikan asect ke kondisi semula tanpa menambah kapasitas,
kuantitas dan masa manfaat Gedung tersebut.
Contoh lain yaitu penambahan daya listrik sebesar Rpl5.000.000,00
(Lima Belas Juta Rupiah) tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap karena
nilai pengadaan tidak memenuhi batasan nilai kapitalisasi aset sehingga
untuk penganggarannya dianggarkan pada belanja pemeliharaan
jaringan, bukan pada belanja modal, sedangkan untuk penambahan daya
dengan nilai pengadaan sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta
Rupiah] dikapitalisasikan ke dalam aset tetap dan untuk
penganggarannya dianggarkan pada belanja modal jaringan.

- Batas nilai kapitalisasi aset tetap lainnya yang terdiri dari:
a. Bulu dan Perpustakaan sebesar Rpl00.000,00 (Seratus Ribu
Rupiah) per unit/buah.
b. Barang bercorak  kescnian/kebudayaan/olahraga  scbesar
Rpa00.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per unit/buah.
c. Hewan/Ternak/Tumbuhan sebesar Rp300.000,00 [Tiga Ratus Ribu
Rupiah) per unit/buah/ekor.

Barang Milik Dacrah berupa asct tetap yang memenuhi batas minimal
kapitalisasi dicatat dalam Buku Barang Intrakomptabel dan disajikan dalam
neraca laporan keuangan.

Adapun untuk pengadaan di bawah nilai kapitalisasi di catat dalam Buku
Barang Ekstrakomptabel dan disajikan dalam laporan keuangan di bagian
Calk. Untuk dapat diakui scbagai barang ekstrakomptable harus memenuhi
hal-hal sebagai berikut:




Batasan nilai minimal yang masuk dalam pencatatan barang ekstrakomptabel

vaitu;

-untuk peralatan dan mesin sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per
unit/ buah

- peralatan dan mesin dengan nilai di bawah Rp100.000,00 tidak dikategorikan
ke dalam barang ekstrakomptable karena sifatnya yang mudah rusak dan
rentan hilang sehingga sulit untuk dilakukan inventarisasi dan penghapusan
di masa yang akan datang.

Aset tetap vang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah

Dacrah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset

lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

C. PENGUKURAN
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu
pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperolch dari transaksi
pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga
kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstrulksi.
Biaya perclehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya
langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk
biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa
peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan
pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap dipercleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut
adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

1. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya,
termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung
dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat
bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen
biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara
langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
Demikian pula blaya permulaan {start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak
merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk
membawa aset ke kondisi kerjanya.

Berikut adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan pada aset tetap:




-51 -

NO

JENIS ASET

BIAYA YANG DIKAPITALISASIKAN

Tanah

harga pembelian atau biaya pembebasan tanah
biaya appraisal/penilai harga tanah

biaya yang dikeluarkan dalam rangka
memperoleh hak/biaya pembuat sertifikat,
(pengukuran, permohonan sk, pembelian tanda
batas)

biaya pelepasan

biaya pematangan (dalam rangka penyiapan
lahan)
ljin Peruntukan Lahan (IPL}

honor tim pengadaan tanah
Biaya Sosialisasi.

Peralatan
dan mesin

harga pembelian
biaya pengangkutan /distribusi
biaya instalasi/pemasangan

biaya pengadaan /lelang (dokumen,

pengumuman, perjalanan dinas,)

Gedung dan

bangunan

biaya pematangan lahan dalam rangka
pembangunan gedung

biaya pengadaan flelang (dokumen,
pengumuman, perjalanan dinas)

harga pembelian atau biava konstruksi

biaya perencanaan, pengawasan, konsultan
(AMDAL, UKL/UPL)

biaya pengurusan IMBB

pajak

Jalan, Irigasi

dan jaringan

biaya pematangan lahan dalam rangka

pembangunan Jalan, Irigasi dan jaringan
biaya pengadaan/lelang (dokumen,

pengumuman, perjalanan dinas)
biaya perolchan atau biaya konstruksi

biaya perencanaan, pengawasan, konsultan

pajak




o
harga pembelian,

biaya pengangkutan/distribusi

> Aset tj:“tap

lainva

- biaya pengadaan/lelang (dokumen,
pengumuman, perjalanan dinas, dan lain-lain)
- pajak

B Kontruksi - biaya pematangan lahan dalam rangka

pembangunan gedung

dalam

pengerjaan - biaya pengadaan/lelang ([dokumen,
pengumuman, perjalanan dinas, dan
lain-lain)

- harga pembelian atau biaya konstruksi

- maya perencanaan, pengawasan, konsultan
(AMDAL, UKL/ UPL)

-  biaya pengurusan IMBB
- pajak

Pembebanan atribusi dilakukan secara proposional berdasarkan harga
pembelian per unit barang. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan
dari harga pembelian.

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu
periode tshun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut
digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai
dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

3. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan
ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan
perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan,

4. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian
aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu
diukur berdasarkan nilai wajar aset yvang diperolehya itu nilai ekuivalen atas
nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas
atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa
yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu
asct tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang
serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang
diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai
tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

a. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai
wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai
pendapatan operasional.




6. Pengeluaran Setelah Perolehan

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan
dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
(1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

(a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau (b) bertambah masa manfaat,
dan/atau (c} bertambah volume, dan/atau (d) bertambah kapasitas produksi.

(2) Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus
sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap.
Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai asget tetap dari

hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap
aset tetap baik berupa overhaul, renovasi dan restorasi disajikan pada tabel

berikut.
y Masa
A Jenis Batas Batas
i | Kapitalisasi | Bawah Atas "&“’ah‘f““mf
PERALATAN DAN MESIN
ALAT BESAR
ALAT BESAR DARAT Overhaul 0% 25% 0
26% T a% 2
T6% 100% 4
ALAT BESAR APUNG Overhaul 0% 2 5% 0
26% 75% 2
N 76% 100% 4
ALAT BANTU Owverhaul 0% 25% 2]
26% T 5% 2
T6% 100% 4
ALAT ANGKUTAN
EEEEL%TMH DARAT Overhaul 0% 25% 0
26% 75% 2
TEY 100%; &
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK
BERMOTOR Owerhaul 0% 25% 0
26% 7 o% 1
| T6% 100% 2
ALAT ANGKUTAN APUNG
BERMOTOR Overhaul 0% 25% (4]
26% T5% #
______ ) TEM 100% 5
%&%EUTAN AFUNG TAK Renovasi 0% 25% O
26% 75% 1
TE6% 1009 <2
%Lﬁ&fRiHGKUTAN BERMOTOR | . 0% e -
2604 TR o
TEY 100% 12
ALAT BENGKEL DAN ALAT
UKLUR
ALAT BENGKEL BERMESIN Overhaul 0% 25% 0
26% 9% 2
T6% 100% 4
EEE‘I-'IEE%{*I? KEL TAK Renovasi 0% 25% 0
26% 75% 1
T6% 100% 1




- 54 -

g Masa
y Jenis Batas Batas
Uraian ST, Manfaat
Kapitalisasi | Bawah Atas (Tahun)
ALAT UKUR Overhaul | 0% - 25% 0
26% - T5% 2
76% - 100% 3
ALAT PERTANIAN
ALAT PENGOLAHAN Overhaul | 0% - 25% 0
26% - 75% 2
T6% - 100% 5
ALAT PENGOLAHAN Overhaul | 0% -  25% 0
26% - 75% 2
TEY - 1004 5
ALAT KANTOR DAN RUMAH
TANGGA
ALAT KANTOR Overhaul | 0% - 25% 0
26% - 75% 2
T6% - 100% 3
ALAT RUMAH TANGGA Overhaul | 0% -  25% 0
26% - 75% 2
76% - 100% 3
ME-JA DAN KURSI
KERJA/RAPAT PEJABAT Gverhaul % - 29% 0
26% - 75% 2
T6% - 100% 3
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI
DAN PEMANCAR
ALAT KOMUNIKASI Overhaul 0% - 25% 0
6% - 75% 2
T6% - 100% 3
PERALATAN PEMANCAR Overhaul | 0% - 25% 0
6% - 75% 3
76% - 100% g
ALAT KEDOKTERAN DAN
KESEHATAN
ALAT KEDOKTERAN Overhaul | 0% - 25% 0
26% - 75% 5
76% - 100% a
ALAT KESEHATAN UMUM Overhaul | 0% -  25% 0
26% - 75% 2
. 76% - 100% 3
ALAT LABORATORIUM —
UNIT ALAT LABORATORIUM Overhaul | 0% - 25% 0
26% - 75% p)
76% - 100% 3
U ALAT LABORATORIUM. | Overhaul | 0% - 25% | O
26% - 75% 5
76% - 100% 8
gﬁ;ﬁﬁﬂm PRAKTEK Overhaul | 0% - 25% 0
el ot - T 504 2
76% - 100% | 5
ALAT LABORATORIUM FISIKA
NUKLIR/ ELEKTRONIKA Pracaat [ Ee = EH) O
6% - 75% 5
| 76% - 100% 8
ALAT PROTEKSI
RADIASI/ PROTEKSI Overhaul | 0% - 25% 0
LINGKUNGAN
6% - 75% 3
76% - 100% 5
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Maszsa

" Jenis Batas Batas
Uraian e T Manfaat
Kapitali :

DESTRUCTIVE TESTING = = s 0

LARORATORY Overhaul 0% 25% 0
26% 75% 2
TE% 100% )

ALAT LABORATORIUM

LINGKUNGAN HIDUP Cyattizml | 0% 25% 0

[ 26% 75% 1

TE% 100% 4

PERALATAN LABORATORIUM

HYDRODINAMICA Overhaul 0% 25% 0
26% T5% o
T 100% &

ALAT PERSENJATAAN

SENJATA API Overhaul 0% 25% 0
26% Ta% 2
76% 100% 4

PERSENJATAAN NON

SENJATA API Overhaul (03 254% 0
26% Ta% 1
TE% 10055 3

PERSENJATAAN NON .

SENJATA AP Renovasi 0% 25% 0
26% To% 1
TE% 100% 1

SENJATA SINAR Overhaul 1 25% 0
26% T a% 0
TE% 1 004 2

KOMPUTER

KOMPUTER UNIT Overhaul 0% 25% 0
26% 75% 2
T6% 100% 3

RAMBU-RAMBL

EAMEBU-RAMBU LALU LINTAS .

DARAT Renovasi 0% 25% 0
26% 79% 2
T6% 100% 4

EAMBU-RAMBU LALU LINTAS :

UDARA Renovasi 0% 25% 0
26% 75% 2
T6%: 100% 4

| GEDUNG DAN BANGUNAN

BANGUNAN GEDUNG

BANG

KEEJEH&H GEDUNG TEMPAT e 0% 25% 5
26% To9% 10
TE% 10056 15

%ﬁlﬂm GEDUNG TEMPAT Renovasi 0% 25% 5
264 TE% 10
T &% 100% 15

MONUMEN

CANDI/TUGU :

PERINGATAN / PRASASTI BeRewaal | s 3% =
26% T5% 10
T6% 100% 15

BANGUNAN MENARA

BANGUNAN MENARA ;

PERAMBUAN Renovasi 046 25% 5
26% T5% 10
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; Jenis Batas Batas REATR
Uraian SENE - Manfaat
Kapitalisasi | Bawah Atas (Tahun)
76% - 100% 20
TUGU TITIK KONTROL/PASTI Renovasi 0% - 25% 5
TUGU/TANDA BATAS Renovasi 0% - 25% 5
26% - 75% 10
76% - 100% 15
JALAN, JARINGAN DAN
IRIGAS]
JALAN DAN JEMBATAN
JALAN Renovasi 0% - 25% 2
26% - 75% 5
76% - 100% 10
JEMBATAN Renovasi 0% -  25% 5
26% - 75% | 10
6% - 100% 15
BANGUNAN AIR
BANGUNAN AIR IRIGASI Renovasi 0% - 25% 0
26% - 75% 2
76% - 100% 5
m}ygggﬂpﬁmm AN Renovasi 0% - 25% 0
26% - 75% 2
76% - 100% 5
%ﬁ”ﬁ;ﬁg{’g&mm‘}m Removasi | 0% - 25% 0
26% - 75% 2
76% - 100% 5
BANGUNAN PENGAMAN
SUNGAI/PANTAI & .
FEHﬁHdFGUL&HGhH BENCANA | Removasi | 0% - 25% s
ALAM
26% - 75% 2
e 76% - 100% 5
NAN PENGEMBANGAN :
SUMBER AIR DAN AIR TANAH | Renmovasi | 0% - 25% ¢
26% - 75% 2
76% - 100% 5
Ei]r:gumm AIR BERSIH/AIR T e . e 3
26% - 75% 2
76% - 100% 5
ﬂgumm AIR BERSIH/AIR = e & mEE -
26% - 75% 2
T6% - 100% 5
COMPACTING EQUIPMENT Renovasi 0% 25% 0
26% - 75% 2
T6% - 100% 5
[NSTALASI
gﬁrl?mm AIR BERSIH / AIR T o . &
26% - 75% 10
6% - 100% 15
INSTALAS] AIR KOTOR Renovasi 0% - 25% S5
26% -  75% 10
76% - 100% 15
Eﬁﬁg' FENGOLAHAN Renovasi 0% - 25%
26% - 75% 3
6% - 100% 5
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. Jenis Batas Batas
Uraian B T Manfaat
h Kapitalisasi | Bawah Atas (Tahun)
g‘fHT ‘:‘"L‘Eiﬂpgggfﬂh L Renovasi | 0% - 25% 1
26% - T5% 3
TEY - 100% ]
ﬁgﬁﬁ#{&m PEMBANGKIT Renovasi 0% - 25% )
26% - Ta% 10
TE% = 100% 15
INSTALASI GARDU LISTRIK Renovasi 0% - 2070 a
26, - Ta% 10
T6% - 100% 15
INSTALAS]I PERTAHANAN Renovasi 0% - 25% 3
26%: - To% 10
T6% - 100% 15
INSTALASI GAS Renovasi 0% - 25% 5
26% - 7 5% 10
T6E% - 100% 15
INSTALASI PENGAMAN Renovasi 0% - 25% 1
26% - Ta% 5
TE% - 100% 10
JARINGAN
JARINGAN AIR MINUM Overhaul 0% - 258 5
26% - 75% 10
TE% - 100%; 15
JARINGAN LISTRIK Overhaul 0% - 25% 5
= 26% - 75% 10
TE%% - 100% 15
JARINGAN TELEPON Overhaul 0% - 25% 1
2EY, - T a% 5
TE% - 100% 10
JARINGAN GAS Overhaul 0% - 25% 5
26% - T5% 10
T6% - 100% 15
ASET TETAP LAINNYA
BARANG BERCORAK
KESENIAN/KEBUDAYAAN /OL
AHEAGHA
e RRRANSAN Overhaul | 0% - 25% 0
26% - Ta% 1
_ 76% - 100% 2
ASET TETAP DALAM
RENOQWVASI
fﬁgﬂ?l? DAl Renovasi 0% - 25% 5
26% - T5% 10
TE% - 1008 15
Keterangan:

- Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau
penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan
masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

- Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau
penggantian bagian asct tetap dengan maksud meningkatkan masa
manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

- Restorasi merupakan kegiatan perbaikan asct tctap dengan tetap
mempertahankan arsitekturmya.
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7. Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurang
akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan
berdasarkan ketentuan Pemerintah Pusat yvang berlaku secara nasional untuk
penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada
masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

8. Penyusutan
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap vang
dapat disusutkan (depreciable asseis) sclama masa manfaat aset yang
bersanghkutan.
Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai
tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO.
Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode Garis Lurus [straight line
method] yang dihitung secara semesteran dan tahunan tanpa nilai residu.
Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah schagai berikut:

GENERATOR

10 | EQUIPMENT/ALAT BANTU

11 | MESIN TATOO

12 | PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN

13 | PERALATAN SELAM

14 | PERALATAN SAR MOUNTENERING
15 | PERALATAN INTELEJEN
16 | ALAT BANTU LAINNYA

Masa
Kodifikasi Uraian Manfaat
(T'ahun)
1132 PERALATAN DAN MESIN
il R ALAT BESAR
11312(31] 1 ALAT BESAR DARAT
1[3[2[ 111 |TRACTOR 10
1{312[1][1]| 2 |GRADER 10
113121111 3 | EXCAVATOR 10
1131211 ]| 4 |PILE DRIVER 10
1|/3]2]|1]1]5[HAULER 10
1132 1] 1] 6 |ASPHALT EQUIPMENT 10
1{3|2[1]1] 7 |COMPACTING EQUIPMENT 10
AGGREGATE AND CONCRETE
t(8l2l1]|1]|8 EQUIPMENT 10
(1[3]2]1[1[9 [LOADER 10
113[(2]1[1]10]|ALAT PENGANGKAT 10
1[3[2]1[1[11]MESIN PROSES i 10
11327111 [12]ALAT BESAR DARAT LAINNYA 10
L 2)-1.12 ALAT BESAR APUNG
113121 ]2]1 | DREDGER 8
113121 ]2 | 2 | FLOATING EXCAVATOR B
113(211]12 (3 |AMPHIBI DREDGER 8
1131211 ]2 4 | KAPAL TARIK B
132 1| 2] 5 |MESIN PROSES APUNG 8
1/3[2]|1)] 2] 6 |ALAT BESAR APUNG LAINNYA | 8
l1i312|1)| 3 ALAT BANTU
1[3]2[ 1] 3] 1 [ALAT PENARIK
113]2(1) 3] 2 | FEEDER
1]3[2]1]3]| 3 [COMPRESSOR _
1 1131211 ] 3] 4 | ELECTRIC GENERATING SET
1{3[2]1]3|5 | POMPA
113(2]1[3]| 6 |MESINBOR
1]3[2]1 ]| 3] 7 |UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN
1 ]13[2]1]3]8 [ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR
1|3 11alag PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM
B o 1|3
1(3 1 |3
1]3 1 |3
1 (3 113
1[3 I | 3
13 1|3
113 1 {3

e e T R R i e O o D A B FER EEST B

BB BD B B2 (B3 B3 B

=
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Kodifikasi

Uraian

Manfaat
(Tahun)

ALAT ANGKUTAN

ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR

KENDARAAN DINAS BERMOTOR
PERORANGAN

KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG

o= B 1o | L s R e

B3 (b3 B B kD
b3 b B3 (B3I
S [ T T

10

KENDARAAN BERMOTOR ANGEKUTAN
BARANG

10

b
L]
[y

£

KENDARAAN BERMOTOR BERODA
DUA

KENDARAAN BERMOTOR BERODA
TIGA

KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS

10

KENDARAAN TEMPUR

10

ALAT ANGKUTAN KERETA REL

10

2 JLdjtalcal o [ o

b (b b2 B3| b
o O S e
el Ll

O |oef=1]cn]

ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR
LAINNYA

10

[
b2
B

ALAT ANGKUTAN DARAT TAK
BERMOTOR

KENDARAAN TAK BERMOTOR
ANGKUTAN BARANG

EENDARAAN TAK BERMOTOR
PENUMPANG

ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK
BERMOTOR

ALAT ANGKUTAN DARAT TAK
BEMOTOR LAINNYA

ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR

ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR
UNTUK BARANG

10

b
L | Lo jCa) B

ALAT ANGRKUTAN APUNG BERMOTOR
UNTUK PENUMPANG

10

—

ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR
KHUSUS

10

ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR
MILITER

10

b
[
Lad

ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR
LAINNYA

10

ALAT ANGKUTAN APUNG TAK
BERMOTOR

ALAT ANGKUTAN APUNG TAK
BERMOTOR UNTUK BARANG

ALAT ANGKUTAN APUNG TAK
BERMOTOR UNTUK PENUMPANG

]

b
b
-

ALAT ANGKUTAN APUNG TAK
BEEMOTOR KHUSUS

ALAT ANGKUTAN APUNG TAK
BERMOTOR LAINNYA

ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA

KAPAL TERBANG

L R

| ALAT ANGKUTAN TAK BERMOTOR

UDARA LAINNYA

ALAT BENGEEL DAN ALAT UKUR

ALAT BENGKEL BERMESIN

Ba (B3B3 BD (B3B3 B
W e B (B3R K

PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM
TERPASANG PADA PONDASI

B
i

PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG
TRANSPORTABLE (BERPINDAH)

PERKAKAS BENGKEL LISTRIK

Colta] 2a Lo [Qa[a]| Lo |La|oe| Lo

£ o

PERKAKAS BENGKEL SERVICE

~1l=a
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Kodifikasi

Uraian

Masa

Manfaat
(Tahun)

PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN

i

PEREAKAS BENGKEL KAYU
PERKAKAS BENGEEL KHUSUS

PERALATAN LAS

PERKAKAS PABRIK ES

E-.ncm-:lmm

ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA

LR R B R ) R

ALAT BENGKEL TAK BERMESIN

PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI
LOGAM

PERKAKAS BENGKEL LISTRIK

PERKAKAS BENGKEL SERVICE

PERKAKAS PENGANGEKAT

PERKAKAS STANDARD (STANDARD
TOOLS)

PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)

PERKAKAS BENGKEL KERJA

PERALATAN TUKANG BESI

PERALATAN TUKANG KAYU

PERALATAN TUKANG KULIT

PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING

bbbl | ek |t | et |t |t | | e || e | e e | e |

b fbd BB BS | BD (B2 B3 (B3 BRI B2 |BSb BB [ RD B3
G |G a0 |G |G () LO (O Ld| L) G | 00 L [ B | L |
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PERALATAN ANTENA HF/SW

[y Py P

PERALATAN ANTENA VHF /FM

PERALATAN ANTENA UHF
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PEMESINAN : MODEL SHIP
WORKSHOP

15

b3
oo
oo

e | 2 |[;|en|e| o [

PEMESINAN : PROPELLER MODEL
WORKSHOP

15

L

b
x
o

PEMESINAN : MECHANICAL
WORKSHOP

15

PEMESINAN : PRECISION
MECHANICAL WORKSHOP

15

11

PEMESINAN : PAINTING SHOP

12

15

PEMESINAN : SHIP MODEL
PREPARATION SHOP

15

13

PEMESINAN : ELECTICAL WORKSHOP

15

14

MOB

15

15

PHOTO AND FILM EQUIPMENT

T | DD G |G| T |G| e

B (B3RS (R3] B3 (B B
w0 oo lCe o0 (Do) oB
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16

15

PERALATAN LABORATORIUM
HYDRODINAMICA LAINNYA

15

ALAT LABORATORIUM
STANDARISAS] KALIBRASI DAN
INSTRUMENTASI

ALAT LABORATORIUM KALIBRASI
ELECTROMEDIK DAN BIOMEDIK

15

ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN
EALIBEATOR

15

ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK
DAN AKUSTIK

15

ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN
MEKANIK

15

]
o
Q

n

ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN
SUHU

15

ALAT LABORATORIUM STANDARISASI
KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN

15

ALAT LABORATORIUM NATIUS

15

e

= = =)

@ =3 &

ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA
DAN TELEKOMUNIKAS] PELAYARAN

15

e | o (Bl @

o

ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU
NAVIGASI PELAYARAN

15

ALAT LABORATORIUM UJI
PERANGKAT

15




Eodifikasi

Uraian

Manfaat
(Tahun)

-
i

KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI

SENJATA API

SENJATA GENGGAM

SENJATA PINGGANG

SENJATA BAHU/SENJATA LARAS
PANJANG

SENAPAN MESIN

MORTIR

ANTI LAPIS BAJA

ARTILERI MEDAN (ARMED)

ARTILERI PERTAHANAN UDARA
(ARHANUD)

KAVALERI

o2 o |Soulel o (ke

SENJATA LAIN-LAIN

PERSENJATAAN NON SEN.JATA API

ALAT KEAMANAN

NON SENJATA APl

ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK
(ALJIHANDAK)

ALAT NUELIR, BIOLOGI DAN KIMIA

R G (b e

PERSENJATAAN NON SENJATA AFI
LAINNYA

SENJATA SINAR

LASER

el | =

SENJATA SINAR LAINNYA

[ o8]

ALAT KHUSUS KEPOLISIAN

|_||-£|—|..-..|.-|.-.- e o l-ll—l-l-lll—l-l—l e Il-l-l—lll-l-llll!II-ll |I—-1I—II—-I—III—|-

ALAT KHUSUS KEPOLISIAN

ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA

ALAT WANTEROR (PERLAWANAN
TEROGR]

PERALATAN DETEKSI INTEL

ALSUS LANTAS

ALSUS RESERSE

ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN

ALSUS DAKTILOSKOPI

R el DD e abohaleho el o el O eeeaio] o olelelol O lolololo

INSTRUMEN ANALISIS
LABORATORIUM FORENSIK

R I T [ O = T Y T R N e T ST N R N S %) Y P QR Y Y [P (N S Y P e s

ol o mqmlm.n- S

ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNYA

B B2 (B3| B BB B2 (B3| bD

KOMPUTER

KOMPUTER UNIT

KOMPUTER JARINGAN

PERSONAL KOMPUTER

L (b

KOMPUTER UNIT LAINNYA

binlp

PERALATAN KOMPUTER

PERALATAN MAINFRAME

PERALATAN MINI KOMPUTER

PERALATAN PERSONAL KOMPUTER

PERALATAN JARINGAN

—
L]
o | b | B | bl | B | B = | = | = =

O | B =

PERALATAN KOMPUTER LAINNYA

|| |

ALAT EKSPLORASI

ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI

OPTIK

e | | e | e | | s | e | |t | | | e | e | | i | el | ||l | el | el | el |

B |

UKUR/INSTRUMENT

e

ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI
LAINNYA

ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA

MEKANIK

10

|t | |
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| ELEKTRONIK/ ELECTRIC

10




Masa
Kodifikasi Uraian Manfaat
(Tahun)
) o) e S e e MANUAL 10
ALAT EKSPLORASI GEQOFISIKA
L 31211112 ]| 4 LAINNYA 10
) i s ) B W ALAT PENGEBORAN
[1]af2]12]1 'ALAT PENGEBORAN MESIN
113 | 2]12] 1 1 | BOR MESIN TUMBUK 10
113212(12] 1| 2 | BOR MESIN PUTAR 10
1 13[2(12( 1 | 3 |ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA 10
1|13[2]112]| 2 ALAT PENGEBORAN NON MESIN
;I B 1 | BANGEA 10
113 ([2|12] 2 | 2 | PANTEK 10
113 ]2(12] 2| 3 | PUTAR 10
113 ([2(12] 2 | 4 | PERALATAN BANTU 10
ALAT PENGEBORAN NON MESIN
o B el W e el LAINNY A 1¢
1132l ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN, DAN
PEMURNIAN
11’313 11311 SUMUR
131211311 1 | PERALATAN SUMUR MINYAK 10
113|213 | 1| 2 | SUMUR PEMBORAN 10
1]3]2]13| 1 [ 3 [SUMUR LAINNYA 10
1 | -2]|13] 2 PRODUKSI
1|{3[2]13] 21 |RIG 10
11212113 2 | 2 | PRODUKSI LAINNYA 10
L2158 3 PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
1/3[2]13] 3 [ 1 |ALAT PENGOLAHAN MINYAK 15
1 1312113 3| 2 | ALAT PENGOLAHAN AIR 15
113 [2(13( 3| 3 | ALAT PENGOLAHAN STEAM 15
11312113 3| 4 | ALAT PENGOLAHAN WAX 15
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
1|3 |23 3] 5 LAINNYA 15
1 (31214 ALAT BANTU EKSPLORASI]
11312 |14] 1 ALAT BANTU EKSPLORASI
1 {312 14] 1 1 | MEEKANIK 10
113|214 1 | 2 | EEKTRIC 10
1 (32 (14| 1| 3 | ALAT BANTU EKPLORASI LAINNYA 10
113|214 2 ALAT BANTU PRODUKSI
1[3]2[14] 2 | | [PERAWATAN SUMUR 10
1131214 2| 2 | TEST UNIT 10
1 [{3]2([14] 2| 3 | ALAT BANTU PRODUKSI LAINNYA 10
i1 1313115 ALAT KESELAMATAN KERJA
HENFEIA N ALAT DETEKSI
o - W 1 | RADIASI 3
1|3[2[15[1]2 |SUARA 5
1|3[2]15] 1 [ 3 | ALAT DETEKSI LAINNYA 5
1 13 | 21152 ALAT PELINDUNG
1|3 [2][15] 2 [ 1 |BAJU PENGAMAN 5
113|2]115| 2| 2 | MABKER 5
1{2[(2]15] 2] 3 | TOPL KERJA 5
113 [2(15( 2 | 4 | SABUK PENGAMAN 5
1|3 ([2[15]| 2| 5 | SEPATU LAPANGAN 5
113 [2|152 1 6 | ALAT PELINDUNG LAINNYA o5
a3 || B3 ALAT SAR
I ) e R 1 | ALAT PENOLONG -
11312[15] 3| 2 | ALAT PENDUKUNG PENCARIAN 2
1 [3]2]|15] 3| 3 | ALAT EERJA BAWAH AIR 2
113|215 3| 4 | ALAT SAR LAINNYA 2
1132115 4 ALAT KERJA PENERBANGAN
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Kodifikasi

Uraian

Masa
Manfaat
(Tahun)

PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI
PENERBANGAN

10

PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN
PENGAMATAN PENERBANGAN

10

PERALATAN FASILITAS BANTU
PENDARATAN

10

PERALATAN FASILITAS BANTU
PELAYANAN DAN PENGAMANAN
BANDAR UDARA

10

i

15| 4

PERALATAN FASILITAS LISTRIK
BANDAR UDARA

10

15| 4

ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK

10

15| 4

ALAT KERJA PENERBANGAN LAINNYA

16

10

ALAT PERAGA

16

ALAT PERAGA PELATIHAN DAN
PERCONTOHAN

16

ALAT PERAGA PELATIHAN

10

16

ALAT PERAGA PERCONTOHAN

10

(TR Y I -

16

ALAT PERAGA PELATIHAN DAN
PERCONTOHAN LAINNYA

17

PERALATAN PROSES PRODUKSI

17

[

UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI

17

(=

LIQUID-LIQUID CONTRACTOR
EQUIPMENT

17

SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT

17

SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT

17

SOLID-SOLID CLASSIFIER

]
|

17

SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT

L JloCoflo|oo| Lo (ojle| W |Le|fa] o |olcaloel Ca

b |3 BI R BD| B Baika| B BRI B (B2 B3 (BI| B2

| | i | i f

17

SOLID LIQUID CRYSTALLIZATION
EQUIPMENT

0o |ooice | 0o(oe| o9

17

ION EXCHANGE ABSORTION
EQUIPMENT

17

LEACHING EQUIPMENT

17

GRAVITY SEDIMENTATION
EQUIPMENT

17

10

SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT

17

11

CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID

17

12

LIQUID FROM SOLID EXPELLING
(EXPRESSOR)-EQUIPMENT

i

13

17

GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT

14

GAS - SOLID FLUIDISED BED
EQUIPMENT

17

15

GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT

e G| W || e (afte] G2 (Lol

B k3| b2 b2 B (WA B |k b2
il Ll B i e B T I T

17

16

GAS - LIQUID DISTILLATION
EQUIPMENT

e

b2

bl I

17

GAS - LIQUID SEPARITION

I-IJI—II—I' il | e | e e |l | e | e | el i | | e |t | b e [ | e | | e | el | e | sl | i | el

i

1y X

18

EQUIPMENT
ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT

W

17| 1

19

TRANSPORT AND STORAGE
EQUIPMENT FOR LIQUID

o jof) 90 | G0 (G0 W |0 B |QojCol Qo (GO OO

=t

£

20

=S

SOLID MATERIAL HANDLING
EQUIPMENT

o

17

21

SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT
EQUIPMENT

17

22

HEAT GENERATING EQUIPMENT

17

23

17

HEAT TRANSFER EQUIPMENT

24

MECHANICAL PROCES

pa | et | et |

calee|ealeal co

o bd B2 b2l B
et | [ | i | s

17

25

CHEMICAL REAKTION EQUIPMENT

00 |00 |06 00 o
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Kodifikasi

Uraian

Masa
Manfaat
(Tahun)

17| 1

26

UNIT PERALATAN PROSES /| PRODUKSI
LAINNYA

18

RAMBU-RAMBU

18

RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT

18

P

RAMBU BERSUAR

18

RAMBU TIDAK BERSUAR

18

RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT
LATNNYA

18

RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA

18

RUNWAY /THRESHOLD LIGHT

18

VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR
(VASI)

18

APPROACH LIGHT

18

RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT
(REILS)

18

SIGNAL

18

FLOOD LIGHTS

18

=1 |Shjdn| = (L3 B2

RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA
LAINNYA

2 (==~ |~ |

18

RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT

18

—i

RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT

WL B (BB R (B B BB et f e e f e

18

RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT
LAINNYA

=]

19

PERALATAN OLAHRAGA

19

PERALATAN OLAHRAGA

19

19

PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK

PERALATAN PERMAINAN

19

PERALATAN SENAM

19

PARALATAN OLAH RAGA AIR

19

I—ll—ll—ll'l—ll—lll—ll—l

PERALATAN OLAH RAGA UDARA

19

RN || L | BS | =

PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA

B2 b B b | B B

GEDUNG DAN BANGUNAN

BANGUNAN GEDUNG

BANGUNAN GEDUNG TEMFPAT KERJA

BANGUNAN GEDUNG KANTOR

el Ll Ll

BANGUNAN GUDANG

15

i

BANGUNAN GEDUNG UNTUK
BENGREL/HANGGAR

=

BANGUNAN GEDUNG INSTALASI

20

BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM

20

BANGUNAN KESEHATAN

— [y PR -

15

BANGUNAN
OCEANARIUM OBSERVATORIUM

15

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH

15
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el el e el L el B e el e

0o =1 |hion| k) o (b

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT
PERTEMUAN

=

L

La
-
—

,_.
=

15

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT
PENDIDIKAN

15

==

w

]
fa
—

11

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH
RAGA

15

—

o

[
—

12

BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/
KOPERASI/ PASAR

20

-
M

13

BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS
JAGA

et Ll B

14

BANGUNAN GEDUNG GARASI/ POOL

15

BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG
HEWAN

[

5=

BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN

[y

Lofla ) Lo [Cof Lo

ofea| w0 [Lof o | oo

fd b | == | ==
| [ -

17

BANGUNAN GEDUNG MUSIUM




e o

Maza

TELEKOMUNIKASI

Kodifikasgi Uraian Manfaat
[Tahun)
BANGUNAN GEDUNG TERMINAL,
V13 [3] 1! |'8| PELABUHAN, BANDARA 2
1131311 |19 BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN 20
BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA
11233111120 pppiasyARAKATAN 20
1]3[3] 1|1 |21 BANGUNAN RUMAH TAHANAN 20
1133l 1] 1|22 BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM 20
BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI
a8 ]a | o s RE 10
1,33 1|1 |24 BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN 20
133 1] 1|25 BANGUNAN TERBUKA 30
1133 1|1 |26| BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM 20
BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN
1381 | |ar|pAES 20
13 3[ 1] 128 BANGUNAN INDUSTRI 20
13|31 | 1|29 BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN 20
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
1(3]8| 1|1 |a| g 20
1/3|3[ 1] 1|31 | BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA 20
133 1| 1|32 BANGUNAN FASILITAS UMUM 30
13]3 1|1 |33 BANGUNAN PARKIR 20
Ll =3 1 1 | 34 | BANGUNAN GEDUNG PABRIK 20
1]3 ]3| 1| 1|35 BANGUNAN STASIUN BUS 15
1 [3[3 [ 1] 136 TAMAN 7
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
L8 8L | 9 s 20
) X e I BANGUNAN GEDUNG TEMPAT
. : TINGGAL
113311 | 2| 1 [RUMAH NEGARA GOLONGAN I 30
1[3]3] 1|22 |RUMAH NEGARA GOLONGAN i 20
11313 1] 2] 3 | RUMAH NEGARA GOLONGAN Iii 20
: MESS, WISMA BUNGALOW /TEMPAT
LIS 13111214 | oo oTIRAHATAN 2
1131312 5 [ASRAMA 20
113|311 2| 6 |HOTEL 20
1133|1127 [MOTEL 20
1 [3]3| 1] 2|8 |FLAT/RUMAH SUSUN B 20
RUMAH NEGARA DALAM PROSES
L1331 11219 | opnaGOLONGAN 20
133 | 1| 2|10 PANTI ASUHAN 30
1|33 |1 211 APARTEMEN 20
1133|1212 | RUMAH TIDAK BERSUSUN 20
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT
L3131 112113 inGGAL LAINNYA 20
1ls(3]32 MONUMEN
1lalalz2 1 CANDI/TUGU PERINGATAN/ PRASASTI
113 |3 ]2 1 1 | CANDI 20
ilalalz2 12 TuGu 20
1]3[3|2 | 1|3 |BANGUNAN PENINGGALAN 20
CANDI/TUGU PERINGATAN/ PRASASTI
13321 [a | P00 20
13 (3|3 BANGUNAN MENARA
TEIEIERE BANGUNAN MENARA PERAMBUAN
1alalsl | |BANGUNAN MENARA PERAMBUAN =
: PENERANGAN PANTAL
BANGUNAN PERAMBUAN
113123138 | 1|2 | PENERANGAN PANTAI BRI
131303 1] s | BANGUNAN MENARA e
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Masa

Kodifikasi Uraian Manfaat
(Tahun)
1[(3[/3[3]1] 4 |BANGUNAN MENARA PENGAWAS 25
BANGUNAN MENARA PERAMBUAN
13|88 1|8 |yimmva 5
1(alala TUGU TITIK KONTROL /PASTI
1{3|3]4]1 TUGU/TANDA BATAS
1/3|/3]4]1 |1 |TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI 20
TUGU/TANDA JARING KONTROL
Lis|aa| 1|2 | aharte 20
(1]3[3]4 1|3 |PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA 20
1(3[3]4]1] 4 [PAGAR 20
1/3[3]4a] 1|5 |TUGU/TANDA BATAS LAINNYA 20
1[(3]4 JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI
1{3alal1 JALAN DAN JEMBATAN
134112 JALAN
1134 1 1 1 | JALAN NASIONAL 10
1[3]4] 1| 1] 2 JALAN PROPINSI 10
1[3]4[1]1] 3 |JALAN KABUPATEN 10
1/3]4]1]1]4 |[JALANKOTA 10
1[{3]4[1]1]5 |[JALAN DESA 10
1134 1 1 6 | JALAN TOL 10
1[3[4]1]1] 7 |JALAN KERETA APl 10
1[3[4]| 1] 1] &8 |LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG 10
1[3[4]1]1][9 [JALAN KHUSUS 10
1314 1]1/[10|JALAN LAINNYA 10
134 1]2 JEMBATAN
1(3[4]1] 2] 1 [JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL 50
1[3|4[1] 2] 2 |JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI 50
(1|34 (1] 2] 3 |JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN 20
1/3al4]1] 2] 4 | JEMBATAN PADA JALAN KOTA 50
1[{3|4[1 | 2] 5 |JEMBATAN PADA JALAN DESA 20
11341 2 | & |JEMBATAN PADA JALAN TOL S0
1(3|4]| 1| 2] 7 |JEMBATAN PADA JALAN KERETA API 50
1134 1 2 8 JEMBATAN PADA LANDASAN PACU 50
PESAWAT TERBANG
113412 |9 | JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS 50
1/3[4[1]|2]10] JEMBATAN PENYEBERANGAN 50
JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA
S R R B ) peeiiag) 50
1|34 1] 2]12] JEMBATAN PENGUKUR 50
13[4 1 2]13]JEMBATAN LAINNYA 50
1]3]4] = BANGUNAN AIR
134211 BANGUNAN AIR IRIGASI
1[3/4[2 1] 1 | BANGUNAN WADUK IRIGASI 5
1{3[4]2] 1] 2 | BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI 5
13[4 2711] 3 | BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI 5
1 (3[4 2] 1] 4 | BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI 5
1[3[4[2]1]5 [BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI 5
13421 ]| 6 | BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI 5
L] 3|4 ]2 | 7 | BANGUNAN SAWAH IRIGASI 5
1|3[4[2] 1] 8 [ BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA 5
W PN e BANGUNAN PENGAIRAN PASANG
SURUT .
113/4] 2|2 ]| 1 |BANGUNAN WADUK PASANG SURUT 5
BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG
18 (42|22 |amor 5
13|42 | 2] 3 | BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT 5
1[3]a]2 ]| 2] 4 | SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT 5




L

Maza

Kodifikasi Uraian Manfaat

BANG (Tefun)
UNAN PENGAMAN PASANG

4. 12 2 ) SURUT 5]
BANGUNAN PELENGEKAP PASANG

4 |2 12| 6 SURUT o

412 | 2| 7 | BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT

4lalalas BANGUNAN PENGAIRAN PASANG 5
SURUT LAINNYA

alals BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA
DAN POLDER

al2ls 1 BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN 5
EAWA

4lalsla2 BANGUNAN PENGAMBILAN 5
PENGEMBANGAN RAWA

4lalals BANGUNAN PEMBAWA :
PENGEMBANGAN RAWA

alalala BANGUNAN PEMBUANG -
PENGEMBANGAN RAWA

sl2l3ls BANGUNAN PENGAMAN -
PENGEMBANGAN RAWA

41alale BANGUNAN PELENGEKAP 5
PENGEMBANGAN RAWA

4|l2lalq BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN
RAWA 9

4|lalals BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA 5
DAN POLDER LAINNYA
BANGUNAN PENGAMAN

4 (21 4 SUNGAI/PANTAI DAN
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
BANGUNAN PENGAMAN

4 | 2| 4 | 1 | SUNGAI/PANTAI DAN ]
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

4|l2|a]la BANGUNAN PENGAMBILAN 5
PENGAMAN SUNGAI/PANTAI

4|2 4 3 BANGUNAN PEMBAWA FPENGAMAN 5
SUNGAI/PANTAI

o TN [ BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN 5
SUNGAI

2l2lals BANGUNAN PENGCAMAN PENGAMANAN 5
SUNGAI/PANTAI

= I BANGUNAN PELENGEAP PENGAMAN 5
SUNGAI
BANGUNAN PENGAMAN

4lalalr SUNGAIL/PANTAI DAN 5
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
LAINNYA

4|0 ls= BANGUNAN PENGEMBANGAN
SUMBER AIR DAN AIR TANAH

4lals]i BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN 5
SUMBER AIR

4| 2 " 7 BANGUNAN PENGAMBILAN 5
PENGEMBANGAN SUMBER AIR

4lals|a BANGUNAN PEMBAWA 5
FENGEMBANGAN SUMBER AIR

A | | BANGUNAN PEMBUANG -
PENGEMBANGAN SUMBER AIR

al2lsls BANGUNAN PENGAMAN 5
PENGEMBANGAN SUMBER AIR

alalsles BANGUNAN PELENGEKAP 5
PENGEMBANGAN SUMBER AIR
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Uraian

Masa
Manfaat
(Tahun)

BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR
TANAH

BANGUNAN PENGEMBANGAN

SUMBER AIR DAN AIR TANAH LAINNYA

BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU

BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR
BAKU

BANGUNAN PENGAMBILAN AIR
BERSIH/AIR BAKU

BANGUNAN PEMBAWA AIR
BERSIH/AIR BAKUJ

n

(¥}

BANGUNAN PEMBUANG AIR
BERSIH/AIR BAKU

BANGUNAN PELENGEAP AIR
BERSIH /AIR BAKU

Gl |

BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU
LAINNYA

n

BANGUNAN AIR KOTOR

BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR

BANGUNAN WADUK AIR KOTOR

BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR

b | b B2 b B B

BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR

| |
|
|

BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR

ol e e TR 1 S IESTES § s W s

LR E LR

BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA

Chicn|on jcnfon|en

INSTALASI

INSTALASI AIR BERSIH /AIR BAKU
INSTALASI AIR PERMUKAAN

30

INSTALASI AIR SUMBER /| MATA AIR

30

INSTALASI AIR TANAH DALAM

30

INSTALASI AIR TANAH DANGKAL

30

- |—-||—||—l|--tr—t|—t|-—t-|—d|—n|—l|.—-|—|-|..- -

o I N TR R

INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU
LAINNYA

30

INSTALASI AIR KOTOR

INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK

[|

INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI

INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN

B0 b |

INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA

88|88

INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH

W ww|wiw|w] W |wlielwiwiwiwlw|el|wielele w
el R e B e B B B B e e B e B e R E E o B =

L |tol|oafto|ee talta| to |to|doles|oaloe (s balba

— i |t | | e | et |

G | 0w BB B B BD | = | | | |

INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH
ORGANIEK

10

P9
Za

INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH
NON ORGANIK

10

al

BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH

10

L2 jLal Lo
s

3

INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH
LAINNYA

10

w2

INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN
BANGUNAN

INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN
BANGUNAN PERCONTOHAN

10

INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN
BANGUNAN PERINTIS

10

L

INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN
BANGUNAN TERAPAN

10

INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN
BANGUNAN LAINNYA

10

INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK

@ L) L2 | Lo | Lo | La

Lo JCa| €3

INSTALASI PEMBANGEIT LISTRIK
TENAGA AIR (PLTA)
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JARINGAN TELEPON

JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH

Masa
Kodifikasi Uraian Manfaat
| (Tahun]
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK
'121*13|°| ? | TENAGA DIESEL (PLTD) 10
' I3lalals| s |INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK i
TENAGA MIKRO HIDRO (PLTM)
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK
113]4]3]5 |4 |1ENAGA ANGIN (PLTAN) 0
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK
11314355 | TENAGA UAP (PLTU) il
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK
112141285 | ® | TENAGA NUKLIR (PLTN) 40
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK
113141357 | TENAGA GAS (PLTG) H
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK
V121413 ]9 | 8 | TENAGA PANAS BUMI (PLTP| i
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK
LI81*]3]° |2 [TENAGA SURYA (PLTS) e
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK
LIS 1%] 2] 5 |19 TENAGA BIOGAS (PLTB) o
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK
1(3|4|3| 5|11 TENAGA SAMUDERA / GELOMBANG 40
SAMUDERA
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK
A E sty 40
ilalal3 6 INSTALASI GARDU LISTRIK
13436 1 |INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK 40
INSTALASI GARDU LISTRIK
1131412 ]%] 2 | pistrRiBUSI 40
1|3 |4 | 3| 6| 3 |INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK a0
13[4 3| 6|4 |INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA 20
13437 INSTALASI PERTAHANAN
13413 7| 1 |INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT 0
13|43 |7 |2 |INSTALASI PERTAHANAN LAINNYA 40
ilalala[s INSTALASI GAS
13|43 |8 | 1 |INSTALASI GARDU GAS 30
1,34 3| 8|2 |INSTALASI JARINGAN PIPA GAS 30
1/34| 3|8 3 | INSTALASI PENGOLAHAN GAS 30
13[4 | 3| 8| 4 |INSTALASI GAS LAINNYA 30
1lala]3]9 INSTALASI PENGAMAN
134|501 |INSTALASI PENGAMAN PENANGRAL "
1|3 |4 |3 |0 |2 |INSTALASI REAKTOR NUKLIR 30
INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH
A R B b iepis 30
1|3 4|3 9| 4 | INSTALASI PENGAMAN LAINNYA 30
1314|3110 INSTALASI LAIN
13|43 |10| 1 |INSTALASI LAIN 30
1 (3144 JARINGAN
1 (3|4 [4[1 JARINGAN AIR MINUM
134 |2 [ 1|1 JARINGAN PEMBAWA 30
1 (314412 |JARINGAN INDUK DISTRIBUSI 30
1344 | 1|3 | JARINGAN CABANG DISTRIBUSI 30
1|34 ] 4| 1|4 |JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH 30
13| 4] 4| 1[5 |JARINGAN AIR MINUM LAINNYA 30
13 a]4]2 JARINGAN LISTRIK
13| 4] 42| 1 |JARINGAN TRANSMISI 40
1 |34 | 4|2 2 | JARINGAN DISTRIBUSI 40
1134 | 4 | 2 3 | JARINGAN LISTRIK LAINNYA 40
13443
1 [ala 43




10.

11.

~TT -

Masa
Kodifikasi Uraian Manfaat

..... (Tahun)

113|414 3| 2 |JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH 20

113141413 ] 3 |JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR 20

113144 ]3| 4 | JARINGAN DENGAN MEDIA UDARA 20

1/3[4]4]3] 5 |JARINGAN TELEPON LAINNYA 20

1[(3]|4)4] 4 JARINGAN GAS

113|441 4 1 | JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI 40

1 13[4 4| 4] 2 | JARINGAN PIPA DISTRIBUSI 30

1|3 | 4|4 | 4|3 JARINGAN PIPA DINAS 20

13[4 4] 4[4 [JARINGAN BBM a0

1 (3|4 4| 4|5 | JARINGAN GAS LAINNYA 20

135 ASET TETAP LAINNYA

1 13 |5 |2 BARANG BERCORAK

KESENIAN/KEBUDAYAAN /OLAHRAGA

1 |31 121 BARANG BERCORAK KESENIAN

e - e ) I 1 | ALAT MUSIK g 4
11 13 |5 |7 ASET TETAP DALAM RENOVASI

il - il I el ASET TETAP DALAM RENOVASI

Ol = e I 1 | ASET TETAP DALAM RENOVASI 5]

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan
sesuai dengan sifat dan karakteristik asct tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa
buku perpustakaan, barang bersifat kebudayaan serta hewan, ternak dan
tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan
penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau
mati, Untuk penyusutan atas Aset Tetap- Renovasi dilakukan sesuai dengan
masa manfaat mana yang lebih pendek (which ever is shorter) antara masa
manfaat aset dengan masa pinjaman/ sewa.

. Aset Bersejarah

Aset bersejarah disajikan dalam bentuk unit pada CalLK dengan tanpa nilai,
Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus
dibebankan dalam LO sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut.
Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan
aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode
berjalan.

Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dicliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara
permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa
vang akan datang.

Aset telap vang sccara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari
Neraca dan diungkapkan dalam CalLK.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak
memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai
dengan nilai tercatatnya.

Penghapusbukuan Asect Tetap

Penghapusbukuan aset tetap dilakukan setelah diterbitkan surat
keputusan dari pejabat yang berwenang,

D. PENYAJIAN

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian
asct tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah.
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PEMERINTAH KEABUPATEN BANJAR
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

=
o

Uraian 20X 1 20X0

ASET TETAP
Tanah

Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Aset Tetap Lainnyva
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap
D ANA CAD ANGAN

D
Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA

Tagiban Jangka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran

Tuntutan Ganti Kerugian Daersh
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Asct Tidak Berwujud
Asct Lain-lain
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Kas vang dibatasi penggunasannya
Juml i

JUMLAH ASET

I
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Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah
direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak
berat, usang, dan/atau aset tetap vang tidak digunakan karena sedang
menunggu  proses  pemindahtanganan  (proses  penjualan, sewa  beli,
penghibahan, penyertaan modal).

E. PENGUNGKAPAN
Laporan keuangan mengungkapkan masing-masing jenis aset tetap sebagai
berikut:
l. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
(carrying amount);

2, Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode vang
menunjukkan:
a. Penambahan;

b. Pelepasan;
c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai; dan
d. Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
Nilai penyusutan;
Metode penyusutan yang digunakan;
Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan

. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir
periode.

apop




4. Laporan keuangan mengungkapkan:
a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset
tetap;

c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

9. Asct bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis,
kondisi, dan lokasi aset dimaksud.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

A. DEFINISI

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap vang sedang dalam proses
pembangunan,

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses
perolehannya dan/atau pembangunannya belum selesai pada saat akhir tahun
anggaran.

B. PENGAKUAN
Suatu aset berwujud diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

a. besar kemungkinan bahwa manfaat ckonomi masa vang akan datang
berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh:

b. hiaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan

jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan

b. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

C. PENGUKURAN

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perclehan. Apabila biaya
perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka
nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat
dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang
bersangkutan.
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Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi
antara lain meliputi:
a. biava pckerja lapangan termasuk penyedia;

b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi
pelaksanaan konstruksi;

d. biaya penyewaan sarana dan peralatan; dan

c. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan
dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya
dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

A, Asuransi;

b. biaya rancangan dan bantuan teknis vang tidak secara langsung
berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan

c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi
yang bersangkutan seperti biava inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang

atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi

meliputi:

a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan
tingkat penyelesaian pekerjaan;

b. kewsjiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung
dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal
pclaporan; dan

c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan
dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran
atas kontrak konstruksi yang dilakukan secara bertahap (termin)
berdasarkan tingkat penyelesaian vang ditetapkan dalam kontrak konstruksi
dicatat sebagai penambah nilai konstruksi dalam pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yvang timbul
selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi,
scpanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara
andal.
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Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul
schubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruks
Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya
bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang
bersanghkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset vang
diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang
bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode
rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan  sementara
dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak vang
berwenang, maka biaya pinjaman selama pemberhentian sementara
dikapitalisasi.

Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeur, biaya
pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode
yvang bersanglutan,

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan/aset vang
penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis
pekerjaan/aset yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman,
Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan/aset yang masih
dalam proses pengerjaan.

. PENYAJIAN

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap.
Berikut adalah contoh penyajian konstruksi dalam pengerjaan dalam Neraca
Pemerintah Daerah.
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FEMERINTAH KABUPATEN BAMNJAR
NERACA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

[Dalam Rupiah

g

Uraian 20

200

ASET TETAP
Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangpunan
Jalan, Jarngan, dan Ieigas
Aset Tetap Lainnmya
Konstruka Dalem Pengeriaan
Alumulasl Penyusutan

Jumlah Aﬂnt'f-atap
CFANA CAD ANGAN

Dana Cadangan
Jumlah Dana Endmn
1 ASET LAINNYA
14  Tagihsan Jangka Panjang
15 Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Kerugian Daorah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aser Tidak Berwyjud
Agel Ladn-lain
Akurnulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Kas yvang dibatasi penggunaaansya
Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET

ammﬁqmuamuﬂ

(=

e

BIRIEGIE BIR|BIAIHR] (A\B) [B|E|B] B B & E &

A HE R R R R R

NREREEER

E. PENGUNGEAPAN

Pengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir

periode akuntansi:

a. rincian kontrak kenstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian
dan jangka waktu penyelesaiannya;

b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;

c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
d. uang muka kerja yang diberikan; dan

e. retensi.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

A. DEFINISI

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi
dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana
cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas
tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus
ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang di dalamnya mencakup:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

¢. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan
ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;

d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

B. PENGAKUAN

Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan,
sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiavean. Untuk
penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum
di dalam Peraturan Daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah
ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan melalui proses
penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Pencairan dana cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindahbukuan
atau yang sejenisnya atas dana cadangan yang dikeluarkan oleh BUD atau
kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

C. PENGUKURAN
Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menvetujui SP2D-LS,
terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga
diperlakukan scbagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana
cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam
pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana
Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur scbesar nilai
nominal.




Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran, maka BUD akan
membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke
RKUD untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur
sebesar nilai nominal.

D. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

FEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
NERACA
NTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X)] dan 20X0

[Dalsm Fupiah]
o Uraian 201 20X0
1 | DANACADANGAN
2 Dana Cadangan XXX X
a Jumlah Dana Cadangan XXX MR
4 | ABET LAINNYA
5 Tagihan Jangla Panjang XX K
& Tagithan Penjualan Angsuran XX XX
7T Tuntutan CGantl Kerugian Dacrah XXX B
2] Kemitraan dengan Pihek Ketiga XK MK
E Aset Tidak Berwugud XXX M
(10]  Aset Lain-lain o xxx
11 Alumulas Amortisasi Aset Tidak Berengjud {rexx) {aomx)
13 Ahrrnuhpiﬁn}nmt:m Aszet Lalamya o) {acae)
13 Kas yang dibatasi PR T A BT KX XXXE
14 Jumlah Aset I.EU.I.EE}& XX XN
15 JUMLAH ASET 10K KK

E. PENGUNGEAPAN
Pengungkapan dana cadangan dalam CalK antara lain sebagai berikut:
a. dasar hukum (Peraturan Daerah) pembentukaan dana cadangan;
b. ftujuan pembentukan dana cadangan;
¢, program dan kegiatan yang akan dibiavai dari dana cadangan;

d. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan
ditransfer ke rekening dana cadangan;

e. sumber dana cadangan; dan

f. tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.




BAB XII

KEBLJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

A. DEFINISI

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Dacrah vyang tidak dapat
diklasifikasikan scbagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan
dana cadangan.

Aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah
karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential
service] di masa depan.

Aset lainnya diklasifikasikan scbagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga Sewa

Kerjasama Pemanfaatan

| Bangun Guna Serah

| Bangun Serah Guna

Aset Tidak Berwujud Lisensi

Hak Cipta

Hak Paten

Aset Tidak Berwujud Lainnyva
Aset Lain-lain Aset Lain-Lain

B. PENGAKUAN

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat berikut:

a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah
dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan

b. aset lainnya diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya
berpindah.

Aszet lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa

pengeluaran kas dan aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas

maupun tanpa penerimaan kas diakui pada saat terjadinya transaksi

berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan.
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Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan
pengukuran yang khas sebagai berikut:
1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan
tuntutan ganti kerugian daerah.

.,

Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat
diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran
kepada pegawai/ kepala daerah Pemerintah Daerah,

Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai
dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang
atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai.

TGR ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa
Surat Ketetapan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM)/ Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan ini dapat berupa:

a.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi
perjanjian kerjasama/kemitraan, vaitu dengan perubahan klasifikasi
asct dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama /kemitraan-sewa.
Kerja Sama Pemanfaatan (KSF)

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian
kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari
aset tetap menjadi aset lainnyva kerjasama-pemanfaatan (KSP).

Bangun Guna Serah-BGS (Build, Operate, Transfer—-BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa
pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor,
dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan
dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya
dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali
bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah
Daerah setelah berakhirnya jangka waktu vang disepakati (masa
konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh
masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah
kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.




d. Bangun Serah Guna- BSG (Build, Transfer, Operate-BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah
oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut
mendirikan  bangunan dan/atsu sarana lain berikut fasilitasnya
kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada
Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan
asct tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau
sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan wuntuk
digunakan /dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor
kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah
Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor.
Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara
bagi hasil.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

ATB adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik,
dan merupakan salah satu jenis asct yang dimiliki oleh Pemerintah
Daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam
menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta scbagian
diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas, Aset tak berwujud terdiri
atas:

a. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang
diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak
untuk menikmati manfaat ckonomi dari suatu Hak Kekayaan
Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat
tertentu,

b. Hak Cipta

Hak ini pada dasarnya diperolch karena adanya kepemilikan kekayaan
intelektual berupa suatu karya seni yang dapat menghasilkan manfaat
bagi Pemerintah Daerah.

Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karva tulis
lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya),
komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto,
perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam
yurisdiksi tertentu) desain industri.
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¢. Hak Paten

Hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanva kepemilikan kekayaan
intelektual atau atas suatu  pengetahuan teknis yang dapat
menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Daerah. Selain itu dengan
adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan
membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

d. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud vang
tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang
ada, antara lain:

1) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan
hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan
dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud
adalah soffware yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan
dari hardware komputer tertentu, Jadi software ini adalah yang
dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB
memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/cksklusif atas
software berkenaan.

3) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
Hagil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka
panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang
memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan
datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

4) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara
internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun
anggaran atau pelaksanaan pengembangannys melewati tanggal
pelaporan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika:

&) Remungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa
datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan
dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah
Daecrah atau dinikmati oleh entitas; dan

b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan
andal.




4. Aset Lain-lain

Aset tetap yvang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah
direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan
karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap vang tidak digunakan
karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan,
sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada
saat dihentikan dan penggunaan aktif Pemerintah Daerah. Untuk
penghentian penggunaan aset tetap berdasarkan Keputusan Bupati tentang
penghapusan aset tetap.

C. PENGUKURAN
I. Tagihan Jangka Panjang
a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari
kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan,
b, Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

TGR dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen
pendukung berupa SKTJM.
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
a. Perlakuan saat perolehan
1) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak.
2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat
pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih
yang paling objektif atau paling berdaya uji.

3) Bangun Guna Serah - BGS (Build, Operate, Transfer - BOT)

BGS dicatat sebesar nilai buku asct tetap yang diserahkan oleh
Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun
aset BGS tersebut,

4) Bangun Serah Guna - BSG (Build, Transfer, Operate — BTO)

BSG dicatat sebesar nilal perolehan aset tetap yang dibangun vaitu
sebesar nilai aset tetap yang disecrahkan Pemerintah Daerah ditambah
dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak
ketiga /investor untuk membangun aset tersebut.
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b. Perlakuan setelah perolehan

1) Pada akhir masa konsensi, aset kemitraan direklasifikasikan ke dalam
jenis aset tetap atau aset tak berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud
diukur menggunakan nilai tercatat asetnva.

2) Selisih antara nilai pengakuan awal aset konsensi pada awal mula
perjanjian dan perubahannya dengan nilai tercatat asetnya di tahun
korcksiannya, dicatat dalam akun ckuitas.

. Aset Tidak Berwujud

Asct tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga vang harus
dibayar entitas Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud
hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang
diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut
akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi
dengan potongan harga dan rabat;

b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam
membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja
untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung adalah:

1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat
digunakan;

2) hiaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut
dapat digunakan; dan

3] biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi
secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat
pengakuan, dialtui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya vang
dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh
entitas sebagai beban tidak beleh diakui sebagai bagian dari harga
perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software
komputer, maka pengeluaran vyang cdapat dikapitalisasi adalah
pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun
biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
Penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud (ATE)

Penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi
memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya.
Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah lazim juga disebut sebagai pemindah
tanganan. Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan zaman,
tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat,
atau masga kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak
lagi memiliki manfaat ckonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus
dihentikan.
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Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena
dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat atau tidak lagi
memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan ATB yang bersangkutan harus
dikoreksi.

Penghapusan Aset Tak Berwujud dilakukan jika memiliki indikasi adanya
penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset
(manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak diperoleh, perubahan
teknologi yang menyebabkan temuan yvang dihasilkan menjadi tidak dapat
dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistemn dan lain-lain).

. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah aset tetap yang
dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah, direklasifikasi ke dalam
aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

AMORTISASI

Terhadap aset tidak berwujud dilakuksn amortisasi, kecuali atas aset tidak
berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah
penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis
dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dan dilakukan setiap akhir
periode pelaporan serta dihitung secara tahunan tanpa nilai residu

_ ‘Masa Manfaat
Kodifikasi Uraian :
(Tahun)
1 | ASET TIDAK BERWUJUD (ATB)
1 | Lisensi Sesuai perjanjian
1 ] | Hak Cipta Selama masih berlaku
1 | Hak Paten Sclama masih berlaku
1 ' Aset Tak Berwujud Lainnya:
1) Rovalti Selama masih berlaku
2) Software selama masih dipakai
3) Hasil  kajian/penelitian ~ yang 2
memberikan manfaat jangka
panjang
4] Aset Tak Berwujud dalam
Pengerjaan -
5] Aset Lain-lain

Dalam hal aset tak berwujud lainnya sudah habis masa manfaatnya, maka
tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan dan selanjutnya dapat dilakukan proses penghapusan.




D. PENYAJIAN

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah
contoh penyajian aset lainnya dalam neraca Pemerintah Daerah,

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

MERACA
UNTUE TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2031 dan 20X0
{Dalam Rupiah)
My Uraian 20X1 20X
1 [ ASET LAINNYA
2 Tagihan Jangha Panjang EXR Hx®
3 Tagihan Penjualan Angsunan K KK
4 Tuntutan Ganti Keroglan Daerah XXX HXX
5 Kemitragn dengan Pihak Ketiga b a' nxx
a Aset Tidak Bermngpud TER X
T Aszet Lain-lrin HEE KX
B Alumulazl Amortisssi Aset Tidak Bersnjud [xxx) {Hxx)
9 Alumulasi Penyusutan Aset Lainnya [x=x) |
10|  Kas yang dibatasi penggunasanmya f XHX
11 Jumlah Aset Lainnya 5. 5 4 e

E. PENGUNGEAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, antara lain sebagai berikut:

1.

2.

3.

besaran dan rincian aset lainnya;

kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;

kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT
dan BTO); dan

informasi lainnya yang penting.
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BAB XIII

KEBLJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. DEFINISI

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu vyang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
Pemerintah Daerah. Kewsajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat
melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai vang
bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakal, alokasi/realokasi
pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban
bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi
atas kontrak atau peraturan perundang- undangan.

Kewajiban  dikategorisasikan  berdasarkan waktu jatuh tempo
penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka
panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yvang diharapkan dibayar
dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer Pemerintah Daerah,
utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak
ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang
jangka panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban vang diharapkan dibayar

dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan

dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas)
bulan;

b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance] kewajiban
tersebut atas dasar jangka panjang; dan

c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian
pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali
terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan
disetujui.
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Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Bunga
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja

Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban Jangka f‘;n_]ang Utang Dalam Hcgen

Utang Jangka Panjang Lainnya

B. PENGAKUAN

Kewajiban diakui pada saat timbul kewajiban untuk mengeluarkan sumber
daya ekonomi di masa depan. Kewajiban tersebut dapat timbul dari;

£

2.,

Transaksi dengan Pertukaran (exchange transactions)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah
Daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan
uang atau sumberdaya lain di masa depan.

Transaksi tanpa Pertukaran (non-exchange transactions)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah
Daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada
pihak lain di masa depan secara cuma-cuma.

Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah Daerah (government- related
events)

Kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban mengeluarkan
sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah
Daerah dan lingkungannya.

kejadian yang Diakui Pemerintah Daerah (government- acknowledge events)

Kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon
suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Pemerintah
Daerah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi
Pemerintah Daerah.




C. PENGUEKURAN

Kewajiban Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilal nominalnya. Apabila
kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral
pada tangeal neraca.

Pengukuran  kewajiban atau utang jangka pendek  Pemerintah
Kabupaten Banjar berbeda-beda berdasarkan jenis kewajibannya:

1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Daerah menerima hak
atas barang atau jasa, maka Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas
jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa
tersebut.

2. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk
melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan
peraturan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

3. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum
dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian
dari kewajiban yang berkaitan.

4. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum
disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

2. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh
tempo dalam waktu 12 {dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik
masing-masing pos terscbut.

D. PENYAJIAN

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Daerah
disajikan dalam neraca disisi pasiva. Berikut adalah contoch penyajian
kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam Neraca
Pemerintah Daerah.




.

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
NERACA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

[Dalam Fupiah

Mo Uraia 20X 20%

0 1 [N}
1 | KEWAJIBAN
2 | KEWAJIBAN JANG KA PEND EK
3 Utang Perhitungan Pihak Ketige, (PFK] xX xx
4 Utang Bunga XX XX
5 Utang Pinjaman Jangka Pendek 3 o
6 Bagian Lancar Utang Jangks Penjang % o
7 Pendapatan Diterima Dinmiba o .
[] Utang Belanja o x|
9 Utang Jangka Pendek Lainnya x= XX
1 Jumliah Kewsjiban Jangka Pendek xX XX
11| KEWAJIBAN JANG KA PANJANG B
12 Utang lepads Pemerintah Pusat W X
13]  Utang kepads Lembegs Keuangan Bank (LKH) XX o
14 Utang kepada Lembaga Eeuangan Buksn Bandk s 4 =3
15 Utang leepada Masyarakat P X
16 Jumbah Kewajiban Janghka Panfang 0 X
17 JUMLAH KEWAJIBAN X xx

E. PENGUNGEAPAN
Dalam pengungkapan pada CalK terkait dengan kewajiban, diungkapkan
sebagal berikut:
l. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang
diklagifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Daerah berdasarkan jenis
sckuritas utang Pemerintah Daerah dan jatuh temponys;

3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga
yang berlaku;

4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;

5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:

a.

b.

I

PENEUrangan pinjamarn;

maodifikasi persyaratan utang;

pengurangan tingkat bunga pinjaran;
pengunduran jatuh tempo pinjaman;
pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan

pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode
pelaporan,
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. Jumlah tunggakan pinjaman vang disajikan dalam bentuk daftar umur
utang berdasarkan kreditur;

Biaya pinjaman:
a. perlakuan biaya pinjaman;

b. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang
bersangkutan; dan

c. tingkat kapitalisasi vang dipergunakan.




BAB XIV

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

A. DEFINISI

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos
yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yvang
seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara
signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan
keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Schingga koreksi
kesalahan merupakan tindakan wuntuk membetulkan kesalahan penyajian
dalam suatu akun/pos.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan
karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh Pengguna Anggaran,
kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar akuntansi, kelalaian, dan lain-
lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan
itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah
sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan
tersebut.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua)

jenis:

1. Kesalahan tidak berulang
Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak
akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

8. HKesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

2. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan vang disebabkan sifat alamiah
(normal) dar jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi
secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang
memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan
pembayaran dari wajib pajalk.

B. PERLAKUAN
1. Kesalahan tidak berulang
a. Hesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan
Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang
tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersanghkutan

dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja,
pendapatan LO, maupun beban.
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b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya
Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, vakni yang
terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode
tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya
dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya
memiliki perlakuan yang berbeda.

Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan
pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-
LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja [sehingga mengakibatkan
penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang vang terjadi pada periode-
periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan
periode  tersebut  sudah diterbitkan (Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD), dilakukan dengan pembetulan
pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan
pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada alun Saldo
Angpgaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang
terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun
mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun
ekuitas.

Contoh: pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan
transfer oleh Pemerintah Pusat.

Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat
alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan
akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari
wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi
atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada
saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan
dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO vyang
bersangkutan. '




- 101 -

BAB XV

PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA

A. DEFINISI

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada LPE dan diungkapkan
dalam CALK.

Penyajian kembali (restatement] adalah perlakuan akuntansi vang dilakukan
atas pos-pos dalam Neraca vang perlu dilakukan penyajian kembali pada
awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan
mengimplementasikan kebijakan akuntansi vang baru dari semula basis Kas
Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh.

Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya
belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca
ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode
sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (cash toward
accrual). Berdasarkan identifikasi ini, maka perlu disajikan kembali antara
lain untuk akun sebagai berikout:

l. piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan

piutang;

2. beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja,
apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai
akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di
tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;

3. persediaan, di Pemerintah Kabupaten Banjar esensinya adalah beban
dibayar di muka. Schingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada
saat perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka dalam
persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih belum
dikonsumsi diakui sebagai aset persediaan. Akun persediaan ini perlu
dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian persediaan pada periode
sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah basis
akrual penuh;

4. investasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode pencatatan
sebelumnya berbeda dengan metode vyang digunakan setelah
menggunakan basis akrual. Misalnya ada investasi yang pada periode
sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan
metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu
disajikan kembali;
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5. aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi
penyusutan,

6. aset tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah
dikurangi akumulasi amortisasi;

7. utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga
akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;

8. pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode
sebelumnya belum disajikan; dan

9. ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam
pengklasifikasian ekuitas berbeda.

. TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI

Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan
penvajian kembali Neraca adalah:

menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait
seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan
plutang dan cadangan penyisihan piutang, beban penyusutan dan akumulasi
penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi; dst

menyajikan  kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan
kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yvang berlaku vaitu basis
akrual, sesuai dengan Peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi berbasis
akrual.

JURNAL STANDAR

Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah sebagai
berikut:

T AKUN DEBIT [KREDIT
Penyajian EKUITAS XX

kembali CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH

nilai wajar KN
piutang

(untuk mencatat koreksi penyajian
kembali menambah akun akumulasi
penyisihan piutang tak tertagih sebesar
jumlah cadangan piutang yang
scharusnya dicadangkan s/d tahun
terakhir sebelum pelaksanaan basis
akrual)
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Penyajian kembali

Beban Dibayar Dimuka

nilai beban
dibayar Dimuka
EEKUITAS

(untuk mencatat koreksi penyajian
kembali menambah nilai beban
dibayar dimuka)

Penyajian kembali | Persediaan

nilai persediaan EKUITAS

(untuk mencatat koreksi penyajian
kembali menambah nilai
persediaan, bila berkurang maka
jurnal akan sebaliknya)

Penyajian kembali | Investasi Jangka Pendek

nilai investasi

jangka Pendek

EKUITAS

(untuk mencatat koreksi penvyajian
kembali menambah nilai investasi
Jjangka pendek]

Penyajian kembali | Investasi Jangka Panjang

milai investasi
Jjangka Panjang

ERKUITAS

(untuk mencatat koreksi penyajian
kembali menambah nilai investasi
jangka panjeng, dan sebaliknya
bila nilai investasi jangka panjang
berkurang akibat investasi
mengalami kerugian)
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Penyajian kembali

nilai bulu aset
tetap

EEKUITAS
Akumulasi Penyusutan
(untuk mencatat koreksi penyajian

kembali menambah nilai
Akumulasi penyusutan)

Penyajian kembali

nilai buku aktiva
tidak berwujud

EKUITAS

Akumulasi Amortisasi

(untuk mencatat koreksi penyajian
kembali menambah nilai
akumulasi penyusutan)

Penvajian kembali
nilai utang jangka

Pendek

EKUITAS

Utang Bunga Jangka Pendek

(untuk mencatat koreksi penyajian
kembali menambah nilai utang

bunga jangka pendek)

Penyajian kembali
nilai utang jangka
Panjang

EKUITAS

Utang Bunga Jangka Panjang
(untuk mencatat koreksi penyajian
kembali menambah nilai utang
bunga jangka panjang)

Penyajian kembali
nilai Ekuitas

EKUITAS DANA

EKUITAS

luntuk mencatat koreksi penyajian

kembali reklasifikasi ekuitas)
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BAB XVI
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

A. DEFINISI

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah
instansi di lingkungan pemerintah daerah dan vang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas,

Laporan Keuangan BLU adalah bentuk pertanggungjawaban BLU
yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Arus Ras, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan

BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja
pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang
mengelola kekayvaan daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik
sebagai bernilout:

1. pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
cntitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;

2. pimpinan entitas terscbut adalah pejabat yang diangkat atau
ditunjuk;

3. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung
kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan vang membawahinya
dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang
menyelujui anggaran;

4. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain
penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman
sesuai dengan ketentuan;

5. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;

6. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas
pelaporan yang membawahinya;

7. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program
pemerintah; dan

8. laporan keuangan BLU diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal

B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Komponen laporan keuangan BLU terdiri atas:

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

LR o
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C.STRUKTUR DAN I3l
1. LRA

d.

=T
i

Laporan Realisasi Anggaran BLU menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan
sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode

. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLU paling kurang mencakup

pos pos sebagai berikut:

1) Pendapatan-LRA;

2) Belanjs;

J) Burplus/defisit-LRA;

4) Penerimaan pembiayaan;

3] Pengeluaran pembiayaan;

6) Pembiayaan neto; dan

7) 8Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
Pendapatan BLU yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas
Negara/Daerah merupakan pendapatan negara/daerah
Pendapatan-LRA pada BLU diakui pada saat pendapatan kas yang
diterima BLU diakui sebagai pendapatan oleh unit yang
mempunyai flungsi perbendaharaan umum.

Pendapatan-LRA pada BLU diakui pada saat pendapatan kas yang
diterima BLU diakui sebagai pendapatan oleh unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto
(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak
dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum
selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KS0), diakui
berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan
bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLU tahun

berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLU penambah

S1LPA pada pemerintah pusat/daerah

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLU tahun

sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih

pada BLU dan penambah SAL pada pemerintah pusat/pemerintah

dacrah

Pendapatan-LRA pada BLU diklasifikasikan menurut jenis

pendapatan

Pendapatan-LRA pada BLU merupakan pendapatan bukan pajak

Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLU adalah:

1) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;

2) Pendapatan layanan vang bersumber dari entitas
akuntansi,/entitas pelaporan;

3) Pendapatan hasil kerja sama;

4} Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan

3) Pendapatan BLU lainnya

Belanja pada BLU diakui pada saat pengeluaran kas vang

dilakukan oleh BLU disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi

perbendaharaan umum
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Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLU selama satu
periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA
Penerimaan pembiayaan pada BLU diakui pada saat kas yang
diterima BLU disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan umum

Pengeluaran pembiayaan pada BLU diakui pada saat pengeluaran
pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan umum

Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLU
diakui sebagai pengeluaran pembiayaan

Selisih  lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam
Pembiayaan Neto

Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja,
serta penerimaan dan pengeluaran pembiayvaan selama satu
periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SiKPA

Apabila BLU menerima alokasi anggaran selain dari entitas
akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLU
menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan
yvang mengalokasikan anggaran tersebut.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

a.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi
kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLU menyajikan secara
komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1} Saldo Anggaran Lebih awal;

2) Penggunaan Baldo Anggaran Lebih;

3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;

5] Lain-lain; dan

6] Saldo Anggaran Lebih Akhir

Di samping itu, BLU menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-
unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan

J. NERACA

H.

b.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
Neraca BLU menyajikan secara komparatif dengan periode
sebelumnya pos-pos berikut:

1) Kas dan setara kas;

2] Investasi jangka pendek;

3) piutang dari kegiatan BLU,;

4] persediaan;

3) Investasi jangka panjang,

6] aset tetap;

7) aset lainnya;

8) kewajiban jangka pendelk;

9) kewajiban jangka panjang; dan

10) ekuitas,
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Kas pada BLU yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit
yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan
bagian dari Saldo Anggaran Lebih.

Dana kas BLU yang bukan milik BLU diakui scbagai kas dan setara
kas.

Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBN/APBD diakui
sebagai aset lainnva.,

Penyetoran kas vang berasal dari pendapatan BLU pada tahun
berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai
pengurang ckuitas pada BLU penambah ekuitas pada Pemerintah
Pusat/Daerah

Walaupun kepemilikan investasi pada BLU ada pada BUN/BUD,
tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan
BLU. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLU
sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi
vang digunakan BLU dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam
laporan keuangan BLU,

4. LAPORAN OPERASIONAL

i

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya

ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang

dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan

Struktur Laporan Operasional BLU mencakup pos-pos sebagai

berikut:

1} Pendapatan-LO,

2] Beban;

3) Surplus/Defisit dar kegiatan operasional,

4] Kegiatan nonoperasional;

5) SBurplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;

6) Pos Luar Biasa; dan

7] Surplus,/Defisit-LO

BLU menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut

sumber pendapatan, yang terdiri atas:

1) Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;

2] Pendapatan layanan vang bersumber dari masyarakat;

3] Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas
akuntansi/entitas pelaporan;

4] Pendapatan hasil kerja sama;

5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk
kas/barang/jasa; dan

6) Pendapatan BLU lainnya,

Pendapatan-LO pada BLU diakui pada saat:

1) Timbulnya hak atas pendapatan;

2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber
daya ekonomi.

Pendapatan-LO pada BLU merupakan pendapatan bukan pajak

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto,

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat

jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
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g- Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto
(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak
dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum
selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

h. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui
berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan
bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KS0.

i. Beban pada BLU diakui pada saat:

1} ummbulnya kewajiban;

2) terjadinya konsumsi aset; dan/atau

3) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

J. Beban pada BLU diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi

5. LAPORAN ARUS KAS

a. Laporan Arus Kas pada BLU menyajikan informasi mengenai
sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu
periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan pada BLU.

b. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas
operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

a. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya

b. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLU menyajikan paling kurang
pos pos sebagai berikut:

1) Ekuitas awal,

2} Burplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas,
yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang
disebabkan oleh perubahan kebijakan akuniansi dan koreksi
kesalahan mendasar, misalnya:

a) koreksi kesalahan mendasar dari persedisan yang terjadi
pada periode periode scbelumnya; dan
b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
4) Ekuitas alkhir.
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BAB XVII
KEBLJAKAN AKUNTANSI
PERJANJIAN KONSESI JASA - PEMBERI KONSESI

A. DEFINISI

1. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi
konsesi dan mitra dimana:

4. mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa
publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu;
dan

b. mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik
selama masa perjanjian konsesi jasa.

2. Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan
kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian,
seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak
dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban
hukum lainnya.

3. Pemberi konsesi adalah entitas akuntansifpelaporan pemerintah
pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset
konsesi jasa kepada mitra,

4. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam
perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam
menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh
pemberi konsesi.

5. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa
publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa,
dan aset dimaksud merupakan aset yang:

a, disediakan oleh mitra, vang:

1) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
2) merupakan aset yvang dimiliki oleh mitra; atau
b. disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
1) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
2) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.
B. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan

peningkatan aset pemberi konsesi vang dipartisipasikan sebagai aset

konsesi jasa apabila;

1. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang
harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut
diberikan, serta penetapan tarifnya; dan

2. Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak
manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset
di akhir masa konsesi.

Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama

dengan nilai aset konsesi jasa disesuaikan dengan nilai imbalan yang

dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra
kepada pemberi konsesi.
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Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat

untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan

pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi
jasa maka pemberi konsesi mengakui kewajiban scbagai kewajiban
keuangan.

Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan

mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran

scbhaga:

1. pengurang nilai pengakuan kewajiban

2. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan

3. bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelavanan publik oleh mitra

Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan dan bagian tagihan atas

ketersediaan jasa pelayanan public oleh mitra sesuai maksud perjanjian
konsesi jasa, diakui sebagai beban.
Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik
yvang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara
terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran
dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada
nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan
publik. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan
publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan
jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada
mitra ditentukan dengan estimasi.

Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban
tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra
sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau
peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk
memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi
jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi
mencatat pengakuan kewajiban sebagai bagian tangpuhan dari
pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan
mitra.

Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban
(pendapatan tangguhan) berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian
konsesi jasa.

.PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Seluruh  aspek perjanjian konsensi jasa dipertimbangkan dalam

menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan

keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait
dengan perjanjian konsensi jasa pada sctiap periode pelaporan:

. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan
sehubungan perjanjian konsesi jasa;

2. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yvang dapat
memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran
kas di masa depan [misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang
harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarifl atau negosiasi
ulang).
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3. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:

A,
b.

Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang
ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;

. Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan

keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi
sebagai aset konsesi jasa;

. Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian

konsesi jasa;

. Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi

konsesi jasa;
Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan
besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);

. Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset

konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh
pendapatan; dan

. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode

laporan keuangan tahun berjalan.
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BAB XVIII
KEBLJAKAN AKUNTANSI
PROPERTI INVESTASI

A. DEFINISI

Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung
dari biaya perolechan suatu aset setelah dikurangi akumulasi
penyusutan,

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang

masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan

yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat
perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi
dan tempat yang siap untuk dipergunakan

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yvang mencatat nilai

investasi berdasarkan biaya perolehan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar

pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi

wajar.

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan

sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak

untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh
masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau
jasa atau untuk tujuan administratif; atau

2.dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang
dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan)
untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum,
dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan
administratif.

B.PENGAKUAN
Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
1. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke

entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan

2. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan

andal.

C. PENGUKURAN

Propert investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya
transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).

Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran,
properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar
pada tanggal perolehan

Biava perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa
dan diklasifikasikan scbagai properti investasi yang dicatat sebagai
sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yvang
lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa
minimum. Jumlah yang sctara diakui scbagai liabilitas

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu scbesar nilai
perolehan dikurangi akumulasi penyusutan

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode
penyusutan sesuai dengan PSAP yvang mengatur Aset Tetap.
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Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya
tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan
menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolchan atau harga
pertukaran

Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan
ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi
atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan
periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi
telah direvaluasi seluruhnya

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar
berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai
tercatat properti investasi diakui pada akun eckuitas pada periode
dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai
scbesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat
menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi
berdasarkan kondisi figik properti investasi tersebut

D. ALIH GUNA
Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika,
terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

1

2,

3.

4

- dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan

dari properti investasi menjadi aset tetap;

dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual,
dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;

berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas
pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;

.dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan

menjadi properti investasi.

E. PELEPASAN

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau
ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen
dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat
diharapkan pada saat pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau
pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto
dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam
Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan
tersebut.

Kompensasi dari pihak ketiga yvang diberikan sehubungan dengan
penurunan nilai, kchilangan atau pengembalian properti investasi
diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui
scbagai piutang

F. PENYAJIAN

Propert investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset
lainnya.
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- sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh
pendapatan sewa atau kenailkan nilai, entitas dapat saja memiliki niat
untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi
menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti
tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak
mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara
berkelanjutan atau tidak berkelanjutan

G.PENGUNGEAPAN

Entitas mengungkapkan:

1. dasar penilaian yang digunekan untuk menentukan nilai tercatat
(carrying amount)

2. metode penyusutan yang digunakan;

3. masa manfaat atau tarif penyusutan yvang digunakan;

4. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan
akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;

2. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir
periode, yang menunjukkan:

a. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang
dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah
perolehan vang diakui sebagai aset;

n A O

- penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;

. pelepasan;

. penyusutan;

. alih guna ke dan dari perscdiaan dan properti yang digunakan

sendiri; dan
perubahan lain

1}

2)

3)

4)

5)

6}

apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai
wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai
berikut:
apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu
mengungkapkan hasil revaluasi propert investasi;
apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan,
kriteria yang digunakan uniuk membedakan properti investasi
dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti
yvang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
metode dan  asumsi  signifikan  yang diterapkan dalam
menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari
properti investasi, yang mencakup pemyataan apakah
penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau
lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan
oleh entitas tersebut] karena sifat properti tersebut dan
keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan:
apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan
penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang
relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
a) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
b) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan
pemeliharaan) vang timbul dari properti investasi yang
menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
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c) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan)
yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan
pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

d) kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau
mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan,
pemeliharaan atau peningkatan;

€] properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

—

# © —BUPATI BANJAR,
I-':.' .._.-' Ill - .-\ ’ ..I-I
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LAMPIEAN IV

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANJAR NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

BAB |
SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

A. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPD
1. Pihak-pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD
antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dibantu

oleh pelaksana akuntansi selaku fungsi akuntansi SKPD, Bendahara
Penerimaan SKPD dan PA/KPA, BUD, dan Pihak Ketiga.

a. Fungsi akuntansi SKPD.

Dalam sistem akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA,
fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA
berdasarkan bukti transaksi yang sah dan valid ke Bulku Jurnal LRA,
Buku Jurnal LO dan Neraca;

2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian penldapatﬂn LD
dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing rekening
(rincian objek);

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari:

1. LRA;
2. LO;
3. LPE;

4, Neraca; dan

5. CalLK.

4) menandatangani jurnal dan buku besar serta memaraf Laporan
Keuangan.

b. Bendahara Penerimaan SKPD

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam
buku kas penerimaan;
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2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari
pendapatan; dan

3] melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari.
c. PA/KPA

1) menandatangani/ mengesahkan dokumen surat ketetapan
pajak/retribusi daerah; dan

2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi
akuntansi SKPD,

d. PPKD sclaku BUD

Menerima realisasi pendapatan yang dibayarkan baik oleh pihak ketiga dan
atau melaluil bendahara penerimaan.

e, Pihak Ketiga

Pihak ketiga disini adalah Wajib Pajak, Wajib Retribusi, dan atau pihak
lainnya yang terkait dengan penerimaan pendapatan.

. Dokumen vang Digunakan

lompok Pendapatan Jenis Pendapatan ‘Dokumen
Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah SKP Daerah/SKR |
= Daerah/STS/TBP/
- s sy Dokumen Lain yang
dipersamakan
Lain-lain PAD yang Sah

.Jurnal Standar
Pendapatan LO diakui pada saat:

a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned,
atau

b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber
daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA
dialkui pada saat:
a. diterima di RKUD; atau

b. diterima oleh SKPD; atau

c. diterima entitas lain di luar Pemerintah Daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan
pendapatan, maka pengakuan pendapatan di SKPD dapat diklasifkasikan
ke dalamn beberapa alternatif jurnal standar sebagai berikut:

a.Jurnal Standar untuk Pencatatan Pajak

1) Pengakuan pendapatan yang didahului dengan adanya
penetapan terlebih dahulu (eamed).
Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPD telah berhak
mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya dari
wajib pajak. Oleh karena itu, fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal;
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Jurnal LO atau Neraca

Tm Bukti [Reker Uraian Debit | Kredit
XXX | XXX | XXX | Piutang Pajak ... XXX
XX Pendapatan Pajak ...-LO XX

Pada saat wajib pajak membayar pajak yang terdapat dalam SKP
tersebut, wajib pajak akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP)
sebagai bukti telah membayar pajak. TBP juga menjadi dasar bagi fungsi
akuntansi SKPD membuat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

| Nomor | Kode _ _
Bukti | Rekening
XX XXX HXX Kas di Bendahara X
Penerimaan
XX Piutang Pajak ... 0O
Jurnal LRA

X 2 AKX Perubahan SAL L 0.0 4

XX Pendapatan XXX
Pajak ...-LRA

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan tersebut
ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS
(Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Bulkti | Rekening .
o o KX XXX RK PPKD XXX
MK Kas di Bendahara MK
Penerimaan

Bila Wajib Pajak membayar langsung ke rekening Kas Daerah, maka
berdasarkan Nota Kredit dari Bank, fungsi akuntansi SKPD membuat
jurnal;
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Jurnal LO atau Neraca

XXX XXX XK EK PPKD XX
K Piutang Pajak ... 200
Jurnal LRA
R Nomor Kode ey .
Bukti | Rekening .
XX XXX XX Perubahan SAL XXX
XX Pendapatan XXX
Pajak ...-LRA

2) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan
sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan
pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut,
Ketika Bendahara Penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari
wajib pajak atas pajak yang sudah dilakukan perhitungan sendiri oleh
wajib pajak (self assessmenf), fungsi akuntansi SKPD mengakui
adanya pendapatan pajak LO dan pendapatan pajak LRA dengan

menjurnal:
Jurnal LO atau Neraca
Nemor | Kode .
Tanggal Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekering :
XXX XX XXX Kas di Bendahara XXX
Penerimaan
XM Pendapatan Pajak XX
o= LO
Jurnal LEA
Tanggal _ Uraian Debit | Kredit
Bukil | Relsnis
IO XXX 20X Perubahan SAL XX
XX Pendapatan Pajak XX
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Saat Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas
Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat
Tanda Setoran), fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal:
Jurnal LO atau Neraca

G Uraian Debit | Kredit

XXX | RK PPKD XXX

XX Kas di Bendahara WK
Penerimaan

Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak,
apabila ditemukan adanya kurang bayar maka akan diterbitkan Surat
Keterangan Kurang Bayar, SKPD mengakui adanya penambahan
pendapatan LO. Berdasarkan Surat Keterangan terscbut fungsi
akuntansi SKPD membuat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

WX HHX XXX Piutang Pajak ... XXX
XX Pendapatan WX
Pajak ...-LO

Apabila ditemukan adanya lebih bayar, maka akan diterbitlcan Surat
Keterangan Lebih Bayar, SKPD mengakui adanya pengurangan
pendapatan LO. Berdasarkan BSurat Keterangan tersebut fungsi
akuntansi SKPD membuat jurnal:

Jurnal LD atau Neraca

_ Nomor Kode - T
Tanggal | Eom— ‘Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
XXX KX XXX |Pendapatan Pajak | XXX
e
XXX Utang Kelebihan A
Pembayaran
Pajak
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3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di
muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa
periode ke depan.

Ketika Bendahara Penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari
wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, fungsi
akuntansi 3KPD mengakui adanya Pendapatan Diterima Dimuka dan
Pendapatan Pajak LRA dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal | Uraian Debit | Kredit
KX KAX X Kas di Bendahara KX
Penerimaan
XXX Pendapatan XXX
Diterima Dimuka
Jurnal LRA
MNomor Kode — S ;
Tma] Uraian Debit | Kredit
Bikti | Rekani
K 2K 2O Perubahan SAL 2O
WX Pendapatan KK
Pajak ...-LRA

Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ke RKUD dengan
menggunakan dokumen penyetoran atau STS (Surat Tanda Setoran),
fungsi akuntansi SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Nomaor Kode =
Bukti | Rekening
MK, X0 XX RK PPKD KX
XXX Kas di b .9, 4
Bendahara

Diakhir tahun atau akhir periode diterbitkan bukti memorial untuk

mengakui pendapatan LO, fungsi akuntansi SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening|
XXX KX XXX Pendapatan XK
Diterima Dimuka
XX Pendapatan XXX
Pajak ...-LO
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4] Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan
sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima
di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.
Ketika Bendahara Penerimaan SKPD menerima pembayvaran pajak dari
wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, fungsi
aluntansi SKPD mengakui adanya pendapatan diterima dimuka dan
pendapatan pajak LRA dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

_ Bukti | Rekenin
XX XXX b4 0.4 Kas di Bendahara AXX
Penerimaan
XN Pendapatan XXX
Diterima
Jurnal LRA
- o Nomor | Kode . '
Bukti | Rel _ iyt i
XXX XXX XK Perubahan SAL b 6.4 ¢
MK Pendapatan XX
Pajak ...-LRA

Bendahara Pencrimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke RKUD
dengan menggunakan dokumen penyvetoran atau Surat Tanda Setoran
[3TS), fungsi akuntansi SKPD mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Nomor Kode _ :
Tanggal Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
KX XK XXX RK PPKD b8 8.4
XIH Kas di X
Bendahara
Penerimaan

Pada akhir periode SKPD melakukan pemeriksaan. Apabila ditemukan
adanya pajak kurang bayar, SKPD akan mengeluarkan surat
ketetapan kurang bayar. Berdasarkan surat ketetapan tersebui,
dicatat dengan jurnal:




- 124:-

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal : Uraieis Debit | Kredit

el paiiad
Pengalkuan Pendapatan -LO pada saat pemeriksaan
XX XXX 8.4 4 Pendapatan XK
Diterima Dimuka
AXX Pendapatan 200X
Pajak ...-LO

Pengakuan Piutang atas Pajak Kurang Bayar

XXX XXX XXX | Piutang Pajak ... | XXX
XK Pendapatan XX
Pajak ...-LO

Apabila ditemukan adanya pajak lebih  bayar, SKPD akan
mengeluarkan surat ketetapan lebih bayar atas pajak. Berdasarkan
hal tersebut dicatat pengakuan dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal | " Uraian Debit | Kredit
Pengakuan Pendapatan-L0O pada saat pemeriksaan
O XX XXX Pendapatan XXX
Diterima Dimuka
XXX Pendapatan XK
Pajak ...-LO

Pengakuan Piutang atas Pajak Lebih Bayar

XXX HXX XAX Pendapatan Pajak XXX
XXX Utang Kelebihan XXX
Pembayaran
Pajak

b. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Retribusi
1) Jurnal Standar - Eamed

Ketilea diterbitkan Surat Hetetapan Retribusi Dacrah, SKPD telah berhak
mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya dari
wajib retribusi (eamed). Oleh karena itu, fungsi akuntansi SKPD
mengakui adanya pendapatan retribusi LO dengan menjurnal:
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Jurnal LO atau Neraca

| Nomor | Kode =
XXX | XX XXX | Piutang Retribusi ... | XXX
2 Pendapatan KXX
Retribusi ...-LO

Pada saat wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat dalam SKRD
tersebut, wajib retribusi akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TEBP)
sebagai bukti telah membayar retribusi. TBP juga menjadi dasar bagi
fungsi akuntansi SKPD untuk mencatal pendapatan retribusi-LRA

dengan jurnal:
Jurnal LO atau Neraca
Tanggal ; Uraian Debit | Kredit
XXX X XXX Kas di Bendahara XX
Penerimaan
XXX Piutang Retribusi XXX
Jurnal LRA
_ | Nomor | Kode
Tanggal = Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
K K XXX Perubahan SAL XXX
XX Pendapatan HHK
Retribusi ...-LRA

Bendahara Penerimean aken menyetorkan pendapatan ke RKUD
dengan menggunakan dokumen penyetoran Surat Tanda Setoran (STS),
fungsi akuntansi SKPFD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

. Nomor Kode = )
XXX XL X RK PPKD XXX
XX Kas di 9. 8.4
Bendahara
Penerimaan
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2) Jurnal Standar - Realized

Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian akan
menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBF). TBP juga menjadi dasar
bagi fungsi akuntansi SKPD untuk mengakui pendapatan dengan
mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

' Bukti | Rekening
PO 20 XXX Kas di Bendahara KXX
Penerimaan
XX Pendapatan XX
Retribusi ...-LO
Jurnal LEA
Tanggal Uraian Debit | Kredit
HX O 20 Perubahan SAL WK
XXX Pendapatan 9.8 4
Retribusi ...-LEA

Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ke REKUD
dengan menggunakan dokumen penyetoran Surat Tanda Sctoran (STS),
fungsi akuntansi SKPD mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal | —— Uraian Debit | Kredit
: B !i' Rekeni : i
XXX XXX XX RK PPKD XXX
. 9.9, 4 Kas di XXX
Bendahara
Penerimaan
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c. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Lain-lain PAD yang Sah.

Pada saat Bendahara Penerimaan menerima pendapatan lain-lain yang
sah maka fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal:
Jurnal LO atau Neraca

:Lr Nomor | Kode ._
|m'tsga1 . | Uraian Debit | Kredit
XXX XXX XXX Kas di Bendahara XXX
Penerimaan
XXX Pendapatan Lain-lain XXX
PAD yang sah —LO
Jurnal LRA
Tanggal Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekeni i
XX XXX XXX | Perubahan SAL XXX
XXX Pendapatan Lain-lain XXX
PAD vang sah-LRA

Pada saat Bendahara Penerimaan menyetorkan ke Relkening Kas Umum
Daerah, maka fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Nomaor Kode
Tanggal Uraian Dntd‘tl. Kredit
' Bukti | Rekening
2O HAH oK RK PPED XXX
KK Kas di XX
Bendahara
Penerimaan

SISTEM AKUNTANS] PENDAPATAN DI SKPKD

1. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistern akuntansi pendapatan pada SKFKD
antara lain Bendahara Penerimaan di SKPKD, Fungsi akuntansi di SKPKD,

PA SKPKD dan Pihak Ketiga.
a. Fungsi akuntansi di SKPKD

Dalam sistern akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi di SKPKD,

memiliki tugas sebagai berikut:
1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA
berdasarkan bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA,

Buku Jurnal LO dan Neraca;
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2} melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO
dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing rekening
(rincian objek);

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari LRA, LPSAL, LO,
LPE, Neraca, LAK dan CaLK .

b. Bendahara Penerimaan di SKPKD

1) Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam
buku kas penerimaan.

2) Membuat Reckap Penerimaan Harian yang bersumber dari
Pendapatan.

3] Melakukan penyetoran uang yang diterima ke Rekening Kas Umum
Daerah setiap hari.

c. PA SKPKD
1) Menandatangani/ mensahkan dokumen surat ketetapan
pajak/ retribusi daerah.

‘2] Menandatangani laporan keuangan vang telah disusun oleh Fungsi
akuntansi di SKPKD.

d. Pihak Ketiga
Pihak ketiga disini adalah Wajib Pajak, Wajib Retribusi, atau pihak
lainnya yang terkait dengan penerimaan pendapatan.

2. Dokumen yang Digunakan

Pendapatan | Pajak Daerah dan | Surat Tanda Setoran (STS) |

Asli Daerah | Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan | Hasil RUPS/Dokumen yang
Kekayaan Daerah yang | Dipersamakan
Dipisahkan

Lain-lain PAD yang Sah:
1 Penjualan Aset yang T

Dipisahkan Penjualan/ Perjanjian
Penjualan /Dokumen yang
Dipersamalkan |
[ Jasa Giro/Bunga Nota Kredit/ sertifikat
deposito/ Dokumen vang
Deposito Dipersamakan
[ Tuntutan Ganti Rugi SK Pembebanan /SKP2K/
| SKTJM/Dokumen yang
| Dipcrsam
| I Pendapatan Lain-lain Surat Tanda Setoran [STS)
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peraturan perundang-
undangan .

Pendapatan | Pendapatan Transfer
Transfer Pemerintah Pusat:
| Bagi Hasil PMK/Dokumen vang
Dipersamalkan
I DAU ' Perpres/Dokumen yang
| Dipersamakan
I DAK Fisik dan Non | PMK/Dokumen yang
Dipersamakan
Fisik
' Pendapatan Transfer
- Pemerintah Pusat
feiinys:
I Dana Insentif Daerah | PMK/Dokumen yang
Dipersamakan
1 Dana Keistimewaan PMEK/Dokumen yang
Dipersamakan
Pendapatan Transfer
Antar Daerah:
|7 Pendapatan Bagi Hasil | Keputusan Bupati/
Dokumen yvang
Pajak Dipersamakan
| Bantuan Keuangan Keputusan Bupati/
Dokumen yvang
Dipersamalkan
Lain-lain Pendapatan Hibah Keputusan Bupati/
Pendapatan Dokumen yang
Daerah yang Dipersamakan
Sah
Dana Darurat Keputusan Bupati
/PMK/Dokumen yang
Dipersamakan
Lain-lain Pendapatan | Dokumen yang
sesuai dengan ketentuan Dipersamakan
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3. Jurnal Standar

Pendapatan LO diakui pada saat:
a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan eamed;

atau

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi
vang sudah diterima pembayarannya secara tunai (realized).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui
pada saat:

a. diterima di RKUD; atau b. diterima oleh SKPKD; atau
¢. diterima entitas lain di luar Pemerintah Daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan,
maka pengakuan pendapatan di SKPD dapat diklasifikasikan ke dalam
beberapa alternatif jurnal standar sebagai berikut:

&. Prosedur Pencatatan PAD

1) PAD melalui Penetapan

Ketika PPKD menerbitkan Dokumen Ketetapan yang mengindikasikan
adanya hak Pemerintah Kabupaten Banjar atas suatu pendapatan,
fungsi akuntansi di SKPKD mencatat jurnal,

Jurnal LO atau Neraca

— Bukti - .,
Piutang
AXX | Pendapatan ... XXX
Pendapatan
XXX XXX XX Pajak/RK SKPD XXX

Piutang Pendapatan atas Surat Ketetapan itu alkan dibayar oleh Wajib
Pajak wyang selanjutnya akan menerima Tanda Bukti Pembavaran
(TBP) sebagai bukti telah menyetor PAD melalui Penetapan. Berdasarkan
Dokumen  tersebut, Fungsi akuntansi di SKPKD kemudian akan
mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Nomor | Kode
" i o W
Bukti | Rekening

XXX |KasdiKas Daerah | XXX
XXX Piutang Pajak ... XXX
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|w- - " ‘Uraian Debit | Kredit
| Bulti | Rekening
XXX Perubahan SAL XX
Pendapatan
XXX | XXX | wwx | Pajak/RK SKPD XXX

2] PAD Tanpa Penetapan

Ketika Pihak ketiga melakukan pembayaran PAD Tanpa Penetapan
kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Berdasarkan
Dokumen tersebut, Fungsi akuntansi di SKPKD kemudian akan

mencatat jurnal.
Jurnal LO atau Neraca
| Bukti |Rekeni
XX Kas di Kas Daerah XX
: S 3OO Pendapatan .- LO 20X
Jurnal LRA
Nomor Kode _ _
Tanggal = N ‘Uraian Debit | Kredit
Bukti |Rekening
X Perubahan SAL &84
R 2 Pendapatan. .-LRA XXX

3} PAD dar Hasil Eksekusi Jaminan

Pihak ketiga melakukan pembayaran uang jaminan bersamaan dengan
pembayaran perizinan, misal perizinan pemasangan iklan, kemudian
akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP), Berdasarkan
Dokumen tersebut, Fungsi akuntansi di SKPKD kemudian akan
mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Nomor | Kode

PO Kas di kas daerah XX
KX Utang Jaminan ... XXX
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Pada saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, SKPKD akan
mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan.
Fungsi akuntansi di SKPKD akan membuat bukti memorial terkait
eksekusi jaminan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi akuntansi
di SKPKD kemudian akan mencatat jurnal.
Jurnal LO atau Neraca

: | Nomor Kode 1)
‘Tanggal Uraian Debit | Kredit
| Bukti | Bakening
XXX | Utang Jaminan K
XXX Pendapatan ...-LO XXX
Jurnal LEA
2K Perubahan SAL XXX
Pendapatan ...-
XXX 2000 KK
LRA

Prosedur Pencatatan Transfer/Dana Perimbangan

Ketika Pemerintah Daerah menerima dana transfer dari Pemerintah
Pusat maka berdasarkan bukti transfer tersebut, Fungsi akuntansi di
SKPKD mencatat jurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Nomor Kode
Tanggal _ Uraian Debit | Kredit
Piutang Pendapatan
XX XXX Pendapatan
b & 44 Transfer ...-LO WX

Ketika Pemerintah Daerah telah

Pemerintah Pusat,
mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi

akuntansi di SKPKD kemudian akan mencatat jurnal.

maka

Jurnal LO atau Neraca

menerima dana transfer
bank selaku pemegang RKUD akan

dari

Nomor Kode
Tanggal . _ Uraian Debit | Kredit
: Buldti | Rekening
XX Kas di Kas Daerah X0
WK UK Piutang
4.8 4 Pendapatan ... K
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Jurnal LRA

KXK WK Pendapatan
XXX Transfer.....LRA 200

Prosedur Pencatatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Contoh: Pendapatan Hibah

Berdasarkan NPHD yang ditandatangani, Fungsi akuntansi di SKPKD
mencatat jurnal: '
Jurnal LO atau Neraca

XXX | Hibah XXX
Pendapatan
XKXX XX b4 8.4 Transfer Hibah- KHX
LO

Selanjutnya, ketika hibah diterima oleh Pemerintah Daerah, Fungsi
akuntansi di SKPKD kemudian akan mencatat jurnal:
Jurnal LO atau Neraca
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BAB I

SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI SKPD/SKPKD

1. Pihak Pihak Terkait

Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja antara
lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/SKPKD (PPK-SKPD/SKPKD)
dibantu oleh pelaksana akuntansi selaku fungsi akuntansi SKPD/SKPKD,
Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD, PPTK, Pengguna Anggaran dan
Pihak Ketiga /Pihak Terkait.

&. Fungsi abuntansi SKPD /SKPKD

Dalam sistem alkuntansi Beban dan Belanja, fungsi akuntansi

SKPD/SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:

1} mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan
bukti- bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA, Buku
Jurnal LO dan Neraca;

2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian beban dan
belanja ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
dan

3) menyusun Laporan Keuangan, vang terdiri dari LRA, LO, Neraca,
LPE, dan CaLK.

b. Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD
) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja
ke dalam buku kas umum SKPD/SKPKD; dan

2) membuat SPJ atas beban dan belanja.

c. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran
Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas
pegeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari setiap
transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnyva melalui
dokumen SPM dan Pengesahan SPJ,

d. PPTK
Dalam kegiatan ini mempunyai tugas :
1} Melaksanakan program dan kegiatan;

2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
3] Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

4] Dalam melaksanakan kegiatan dapat mengajukan permohonan uang
muka (panjar) kegiatan dengan menggunakan Nota Pencairan Dana
(NPD) dan Surat Penvediaan Dana (SPD) sebagai lampiran kepada PA
dan/atau KPA;

3] Menyiapkan bukti-bukti pengeluaran atas belanja untuk kegiatan yang
dilaksanakan serta bertanggungjawab atas kecbenaran formil dan
material seluruh bukti-bukti pengeluaran melalui ganti uang (GU), TU,
dan LS untuk diajukan kepada Bendahara Pengeluaran/ Eendaham
Pengeluaran Pembantu;
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6) Menyetorkan sisa uang panjar yang tidak digunakan kepada bendahara
pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu; dan

7) Membuat LRA setiap kegiatan yang dikendalikannya.

¢, Pihak Ketiga/Pihak Terkait Lainnya
Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan barang/jasa
berdasarkan BAST, melakukan penagihan, menerima pembayaran dari
Bendahara Pengeluaran atau BUD menggunakan  dokumen bukt
pembayaran SP2D.

2. Dokumen yang Digunakan

Klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 sebagai berikut:

Uraian Dokumen
Beban Operasi - LO
Beban Pegawai Daftar Gaji/SP2D / Dokumen yang
dipersamakan

Beban Barang dan Jasa BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan

Beban Hibah NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan

Beban Penyusutan dan Bukti memeorial / dokumen yang

Amortisasi dipersamakan

Beban Penyisihan Piutang | Bukti memorial/dokumen yang
dipersamakan

Beban Bantuan Sosial SP2D/Dokumen yang dipersamakan

(Beban Lain-Lain)

Beban Lain-Lain 5P2D/Dokumen yang dipersamakan
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Belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor

71 Tahun 2010 sebagai berikut:

Uraian

Dokumen

Belanja Operasi

Belanja Pegawai

Daftar Gaji/SP2D/Dokumen yvang
dipersamakan

Belanja Barang dan Jasa

BAST/SP2D/Dokumen yvang dipersamakan

Hibah (Uang, barang dan

NPHD/SP2D /Dokumen yang dipersamakan

Jasa)*)
Bantuan Sosial (uang dan | Surat Keputusan Kepala Daerah
/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
__ bareng)’)
Belanja Modal
Belanja Tanah Sertifikat/BAST /SP2D/Dolumen yang

Belanja Peralatan dan

Mesin

BAST/SP2D/ Dokumen yang dipersamakan

Belanja Gedung dan

Bangunan

BAST Pekerjaan/SP2D/Dolumen yang
dipersamakan

Belanja Jalan, [rigasi, dan

Jaringan

BAST Pekerjaan/SP2D/Dokumen yang
dipersamakan

Belanja Asct tetap lainnya

BAST/SP2D / Dokumen yvang dipersamakan

Belanja Aset Lainnya

BAST/S5P2D/ Dokumen yang dipersamakan

3. Jurnal Standar

a. Beban dan Belanja Pegawai

—

Beban dan Belanja pegawal yang pembayarannya melalul mekanisme LS
dimana pembayaran terscbut langsung ditransfer ke rekening masing-

masing PNSD. Berdasarlkan
standar;
Jurnal LO dan Neraca

SP2D LS Gaji dan Tunjangan, maka jurnal

| Nomor | Kode " |
‘Bulkti Rekening N
XX Beban Gaji Pokok A
XX RK PFKD XX
Jurnal LRA
Bukti A _
648 Belanja Gaji Pokok KK
XX Perubahan SAL XK
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Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme
UP/GU/TU dimana pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran melakukan
pembayaran ke masing masing pegawai, maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Teins Uraian Debit | Kredit
Beban Operasional
XXX | Kepala Daerah XX
XXX KX XXX Kas Bendahara
Pengeluaran 2K

Jurnal LRA

Nomor | Kode . e

Belanja Operasional
XXX | Kepala Daerah XX
XXX XXX
KX Perubahan SAL XXX

b. Beban dan Belanja Barang dan Jasa

Pembelian barang dan jasa yang pembayarannya melalui mekanisme
LS mengpunakan Pendekatan Beban.

Pendekatan Beban akan diakui jika pembelian Barang dan Jasa
dimana Barang dan jasa tersebut akan digunakan/dikonsumsi segera.
Pembelhian Barang dan jasa berupa Alat Tulis Kantor (ATK) yang mana ATK
tersebut akan langsung digunakan segera pada kegiatan. Serta Pembelian
tersebut belum dilakukan Pembayaran dan Barang dan jasa yang dibeli
telah diterima dengan surat Berita Acara Serah Terima Barang dari
Rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut maka jurnal standar;

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode
Tanggal Uraian Debit | Kredit
Beban Persediaan
XXX 20K
2R XX ATK
XX Utang Belanja ATK XXX
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Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D LS maka

jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

TETEHI & |Rewsiis
XXX Utang Belanja ATK | XXX
Jurnal LRA
. — Uraian Debit | Kredit
Tanggal et
XXX Belanja ATK XXX
XA A HHX Perubahan SAL ARK

Atau kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D

UP/GU/TU maka jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

XXX

Utang Belanja ATK 20K

Kas di Bendahara

AR HKX 0L XXX
Peneeluaran

Jurnal LREA
Nomor Kode
Tangeal _ Uraian Debit | Kredit
Bukt Rekening
XEX Belanja ATK 2
XX XXX 5.0 4 Perubahan SAL 2o

Pada akhir periode pengurus barang melakukan Penghitungan fisik (Stock
Opname) terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan dan

berdasarkan hasil stock opname maka jurnal standar;
Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode
Tanggal _ Uraian Debit | Kredit
EI ] i I i E ] -, LS
X Persediaan ATK XX
XAX XX XX Beban ATK XXX

. Hibah dan Bantuan Sosial

Beban hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang, pengakuannya

pada saat

penandatanganan NPHD/ Surat Perjanjian Bantuan

Sosial/dokumen yang dipersamakan atau dapat juga pada saat
penyerahan kepada penerima hibah/bantuan sosial. Beban hibah dan

bantuan sosial menggunakan dua metode pendekatan yaitu;




1) Pendekatan Beban
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SKPD/SKPKD melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan
dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga, Barang dan jasa tersebut
telah diterima dari rekanan dengan Berita Acara Serah Terima dari
Rekanan ke SKPD/SKPKD tetapi belum dilakukan pembayaran,
kemudian barang tersebut langsung diserahkan ke penerima hibah
bersamaan dengan NPHD atau dokumen yang sah ditanda tangani maka

jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca
| Nomoar | Kode i ([
‘Tanggal Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
Beban Barang ...
vang akan
XXX | diserahkan kpd XXX
Masyarakat
Utang Belanja
XXX XXX Barang ... yang
30 akan diserahkan XX
pada pihak ketiga

KEemudian PPK SKPD/SKPKD melakukan pembayaran kepada rekanan
dengan mekanisme LS, maka pencatatan atas pembayaran tersebut
dengan jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode .
Tanggal i . Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
Utang Belanja
Barang ... yang akan
XX diserahkan pada
pihak ketiga XXX
AN e 20K, RE PPKD 844
Jurnal LRA
E Kod
Tanggal Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
Belanja barang ...
dihibahkan kepada
XXX Masyarakat XK
X XK
KK Perubahan SAL MK
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Pada akhir periode pengurus barang melakukan Penghitungan fisik
(Stock Opname] terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum
digunakan, berdasarkan hasil stock opname maka jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

I | Nomor | Kode
| Bukti |Rekening |

Persediaan Barang...
yvang akan
diserahkan kepada
XXX | pihak ketiga XXX

Beban Barang...
yvang akan
diserahkan
XXX XXX XXX kepada pihak XK
ketiga

2) Pendekatan Aset

SKPD/SKPKD melakukan pembelian barang dan jasa yang akan
dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga, barang dan jasa tersebut
telah diterima dari rekanan dengan Berita Acara Serah Terima dari
Rekanan ke SKPD/SKPKD tetapi belum dilakukan pembayaran,
NPHD/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/Dokumen yang dipersamakan
telah ditanda tangani akan tetapi barang tersebut belum diserahkan
ke penerima hibah. Berdasarkan kejadian tersebut, maka jurnal
standar;

Jurnal LO dan Neraca

Nomor | Kode
Tanggal | e Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
Persediaan Barang
yvang akan diberikan
XXX | kepada Pihak ketiga | XXX
i s Utang Belanja
AKX KK
Barang ...

Kemudian PPK SKPD/SKPKD melakukan pembayaran kepada rekanan
dengan mekanisme LS, maka pencatatan atas pembayaran tersebut
dengan jurnal standar:
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Jurnal LO dan Neraca

! Nomor | Kode
Tanggal | Uraian Debit | Kredit
| Bukti | Rekering
Utang Belanja
XXX | Barang ... XK
XK XK
XXX REK PPEKD WK
Jurnal LRA
Nomor Kode
Tanggal [ o Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
Belanja Hibah
kepada kelompok
XXX | Masyarakat ... X
XX WK
KX Perubahan SAL 00X

Kepala SKPD/SKPKD melakukan penyerahan barang kepada penerima
hibah/bantuan sosial berdasarkan NPHD/Surat Perjanjian/Deokumen

yang dipersamakan dan telah ditandatangani maka jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal

Nomor

Bukti

Hode
Rekening

Uraia

Debit

Kredit

Beban Barang yang
akan diserahkan

kpd Masyarakat

Persediaan
barang ... yang
akan diserahlkan
kepada
Masyarakat

d. Beban Hibah

Pemerintah

Daerah menerbitkan SK tentang

NAIMA-TAama ]_:IIE'I:'!.'E!':LI'I"IE

hibah daerah dan telah menandatangani NPHD/Dokumen- dokumen
vang dipersyaratkan tentang pemberian hibah kepada kelompok
masyarakat berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi SKPD
melalukan pencatatan dalam jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Uraian Debit | Kredit
Beban Hibah
200 kepada Masyarakat | XXX
XXX XXX KXXK Utang Belanja Hibah KR
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Pemeritah Kabupaten Banjar melakukan pencairan bantuan hibah
dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan kepada yang
berhak menerima hibah dalam bentuk uang berdasarkan kejadian

tersebut fungsi akuntansi di SKPD melakukan pencatatan dalam
jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

| Nomor Kode :
Tanggal — Uraian - Debit | Kredit
| Bukti | Rekening
Utang Belanja
X 20
Hibah
RK PPED (LS
KR XK
XXX langsung keluar ke XXX
pihak ketiga)
Jurnal LRA

Belanja Hibah
2 kepada Masyarakat KX

XK Perubahan SAL XXX

e. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas
nilai aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama
masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban penyusutan SKPD/SKPKD dengan jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Nomor | Kode - _
Beban Penyusutan
XO0 XXX Alumulasi
X Penvusutan ... 2K

Beban amortisasi SKPD/SKPKD dengan jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Bukti | Rekening Uraian Debit | Kredit
XXX Beban Amortisasi .... | XX
XX 08 Akumulasi
9. 0.4 Amortisasi... X
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i. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang tidak dapat
diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang
dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Jurnal standar beban
penyisihan piutang:

Jurnal LO dan Neraca

- [ Nemor | Kode |
Beban Penyisihan
XXX Piutang ..... KX
XXX KKK Penyisihan Piutang

B. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI SKPKD

Selain transaksi yang diatur dalam huruf A, khusus SKPKD berlaku
pengaturan sebagai berikut;
1. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja antara
lain Pcjabat Penatausahaan Keuangan di SKPKD dibantu oleh pelaksana

akuntansi yang melaksanakan fungsi akuntansi dan Bendahara Pengeluaran
di SKPKD

a. Fungsi akuntansi di SKPKD
Dalam sistem alkuntansi Beban dan Belanja, fungsi akuntansi di SKPKD,
memiliki tugas sebagai berikut;
1) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti-

bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA, Buku Jurnal
LO dan Neraca;

2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO
dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing rekening
{rincian objek); dan

3} menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LP SAL,
LAK, LPE, Neraca dan CaLK.

b. Bendahara Pengeluaran di SKPKD

1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja
kedalam buku kas umum SKPKD; dan

2) membuat SPJ atas beban dan belanja.
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2. Dokumen yang digunakan

Dokumen berdasarkan klasifikasi beban dalam LO menurat PSAP Nomor

12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

Uraian Ddokumen
Beban Operasi — LO

Beban Bunga Nota Debet/SP2D/Dokumen yang
dipersamakan

Beban Subsidi Surat Keputusan Kepala
Daerah/SP2D/Dokumen yang
dipersamakan

Beban Hibah Surat Keputusan Kepala

Draerah /NPHD/S5P2D/ Dokumen2 lainnya
yang dipersyaratkan

Beban Bantuan Sos=ial

surat Keputusan Kepala
Daerah /SP2D/Dokumen?2 lainnya yang
dipersyaratkan

Beban Penyisihan Piutang

Beban Transfer
' Beban Transfer Bagi Hasil | Surat Keputusan Kepala
Daerah/SP2D/Dokumen yvang
Pajak Dacrah dipersamakan
Beban Transfer Bagi Hasil | Surat Keputusan Kepala
Daerah/8P2D/Dokumen yang
Pendapatan Lainnya dipersamakan
Beban Transfer Bantuan Surat Keputusan Kepala
Daerah /3P2D/Dokumen vang
Keuangan ke Pemerintah | dipersamakan
Beban Transfer Bantuan Surat Keputusan Kepala
Daerah /SP2D/Dokumen vang
Keuangan ke Desa dipersamakan
Beban Transfer Bantuan Surat Keputusan Kepala
Daerah/SP2D/Dokumen yvang
Keuangan Lainnya dipersamakan
Beban Transfer Dana Surat Keputusan Kepala
Daerah/8P2D/Dokumen yvang
Otonomi Khusus dipersamakan

~ Defisit Non Operasional

Bukti Memorial / Dokumen yang
dipersamakan

Beban Luar Biasa

Bukti Memorial/ Dokumen yang
dipersamakan
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Dokumen berdasarkan klasifikasi belanja dalam format APBD menurut
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020:

Uraian Dokumen

Belanja Operasi

Belanja Bunga Nota Debet/SP2D /Dokumen yang
dipersamakan

Belanja Subsidi Surat Keputusan Kepala
Daerah/SP2D/ Dokumen yang
dipersamakan

Belanja Hibah Surat Keputusan Kepala Daerah/
NPHD/8P2D/Dokumen? lain yang
dipersyaratkan

Belanja Bantuan Sosial Surat Keputusan Kepala Dacrah/SP2D/
Dokumen?2 lain yang dipersyaratkan

Belanja Tidak Terduga

Belanja Bantuan Keuangan
antar daerah
Kabupaten /Kota

Surat Keputusan Kepala
Daerah/SP2D/Dokumen yang
dipersamakan

Belanja Bantuan Keu
Kabupaten /Kota ke Daerah
Provinsi

Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/J
Dokumen2 lain vang dipersyaratkan

Belanja Bantuan Keuangan
Daerah Provinsi atau
Kabupaten /Kota kepada
Desa

Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/
Dokumen?2 lain yang dipersyaratkan

Dokumen berdasarkan klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP
Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010:

Uraian Dokumen
Belanja Operasi
Bunga Nota Debet/SP2D / Dokumen vang
dipersamakan
Subsidi Surat Keputusan Kepala Daerah

/8P2D/Dokumen yang dipersamakan

Hibah (Uang, barang dan

Jasa)*)

Surat Keputusan Kepala Daerah
NPHD/SP2D/Dokumen?2 lain vang
dipersyaratkan
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Barang)")

Bantuan Sosial (Uang dan

Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/
Dokumen2 lain yang dipersyaratkan

Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga

Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/
Dokumen2 lain yang dipersyaratkan

3. Jurnal Standar

8. Beban Bunga

Pemerintah Daerah menandatangani

Perjanjian Utang dengan

Pemerintah/pihak ketiga, dimana konsekuensi dari utang tersebut akan
timbul adanya kewajiban bunga, berdasarkan kejadian tersebut maka
jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Uraian Debit | Kredit
Beban Bunga Utang
X Pinjaman XXX
Utang Bunga
kepada
KK K Pemerintah, pihak
20X ketiga XX

Pemerintah Daerah melakukan pembayaran bunga dengan mekanisme
SP2D LS, berdasarkan pembayaran SP2D LS fungsi akuntansi di SKPKD
melakukan pencatatan dalam jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal _ T— Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
Utang Bunga
kepada
Pemerintah/ pihak
XXX XXX b 8.4 ketiga KR
XX RK PPKD KX
Jurnal LRA
Nomor | Kode :
Tangeal Uraian Debit | Kredit
Belanja Bunga
X Utang Pinjaman XEX
2K KX
XX Perubahan SAL WX
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Beban Subsidi

Pemerintah  Daerah  menerbitkan Surat Keputusan Kepala
Daerah/Perjanjian/ Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian
subsidi kepada BUMD/entitas lain. Berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan fungsi
akuntansi di SKPKD melakukan pencatatan dalam jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Bukti | Rekening E
Beban Subsidi
kepada
BUMD /entitas XXX

XXX | lainnya

Utang Belanjal

XXX XXX Subsidi
XXX BUMD /entitas XXX

lainnya

Pemeritah Kabupaten Banjar melakukan pencairan subsidi dengan
diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan kepada yang berhak
menerima subsidi berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi
melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

_ Nomor Kode
‘Tanggal o Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
Utang Belanja
subsidi
BUMD/ entitas XXX
XXX lainnya
X XX
O Ek PPRD bbb
Jurnal LRA
; Nomor | Kode . '
Tanggal Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
Belanja Subsidi
kepada
BUMD /entitas
XXX | lainnya X0
HAHX 6.8 4
XXX | Perubahan SAL XX
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c. Beban Bantuan Sosial

Pemerintah Daerah mengeluarkan Keputusan Bupati tentang penerima
bantuan sosial berupa uang serta menandatangani Surat Perjanjian
pemberian bantuan sosial dengan penerima. Berdasarkan Keputusan
Bupati dan surat perjanjian pemberian bantuan sosial, fungsi akuntansi
di SKPKD melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

1 g C - .. ...-:
——— Nomor Fiin Uraiar Debit | Kredit
IHW_ _ , : Uraian it Kredi
Beban Bantuan
Sosial kepada
Organisasi Sosial
AR Remasyarakatan WX
HEX KRX
Utang Belanja
KRR Bantuan Sosial XK

Pemerintah Daerah melakukan pencairan bantuan sosial dengan
diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak
menerima bantuan sosial dalam bentuk uang berdasarkan kejadian
tersebut fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal
standar:

Jurnal LO dan Neraca

™ Nomor Kode
Tanggal Uraian Debit | Kredit
Utang Belanja
XX XXX
KK 2K Bantuan Sosial
MK RK PPKD MK
Jurnal LEA
Nomor Kode
Tanggal Uraian Debit | Kredit
® E -I EI _.R. i L : .
Belanja Sosial
kepada Organisasi
AKX Kemasyarakatan XXX
XK 20X
XXX Perubahan SAL 20X
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Beban Transfer Bagi hasil Pajak Daerah

Pemerintah Daerah mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Bagi Hasil
Pajak ke Kabupaten [ Kota. Berdasarkan Keputusan Bupati tentang bagi
hasil pajak kabupaten/kota maka fungsi akuntansi melakukan
pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

! Nomor Kode
Beban Transfer Bagi
XXX Hasil Pajak XXX
MO XX Utang Transfer Bagi
MK Hasil Pajak XXX

Kemudian Pemeritah Daerah melakukan pencairan dana bagi hasil
pajak ke kabupaten/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan
pembayaran kepada kabupaten/kota berdasarkan kejadian tersebut
maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal
standar:

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode
Tanggal . ' Uraian Debit | Kredit
. Bul
Utang Transfer Bagi
XX Hasil Pajak K
XK K
AXK REK-PPED KK
Jurnal LRA
Tanggal : _ Uraian Debit | Kredit
Bukii | Rekeni
Transfer Bagi Hasil
Pajak kepada
XK Pemerintah Daerah MO0
XX K

Beban transfer Bantuan Keuangan

Pemerintah Daerah mengeluarkan Keputusan Bupati tentang bantuan
keuangan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang bantuan
keuangan, maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam
jurnal standar:




- 150 -

Jurnmal LO dan Neraca

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan
keuangan dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran
fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

XXX Bantuan Keuangan | XXX

XX RK PPKD X
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BAB III

SISTEM AKUNTANSI TRANSFER

A. SISTEM AKUNTANSI TRANSFER DI SKPED
1. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak wyang terkait dalam sistem akuntansi transfer masuk dan
transfer keluar antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan di SKPKD
dibantu oleh pelaksana akuntansi selaku fungsi akuntansi di SKPKD dan
Bendahara Pengeluaran di SKPKD.

a. Fungsi Akuntansi SKPKD.

Dalam sistemn akuntansi transfer, fungsi akuntansi SKPKD memiliki
tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian  transfer  berdasarkan  bukti-bukt
transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA, Bulu Jurnal LO, dan
Neraca;

2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO
dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing-masing rekening
(rincian objek); dan

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LPE,
Neraca, dan CaLK,

b. Bendahara Pengeluaran SKPKD.

1) mencatat dan membukukan semua transfer ke dalam buku
Pengeluaran SKPKD; dan

2) membuat SPJ pengeluaran.

2. Dokumen vang digunakan

Pendapatan Transfer

Transler Pemenintah Pusat-Dana | PMK/Perpres/Keputusan Kepala

Perimbangan Daerah/Dokumen yang dipersamakan

Dana Bagl Hasil Pajak PME/ Keputusan Kepala Daerah/
Dokumen yang dipersamakan

Dana Bagi hasil Sumber daya PMEK/ Dolkumen yvang dipersamalkan

Alam
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‘Dana Alokasi Umum PMEK/ Perpres/Dokumen yang
Dipersamakan

Dana Alokasi Khusus Fisik dan PMEK/ Perpres/Dokumen vang

Non Fisik Dipersamakan

Transfer Pemerintah Pusat PMK/Keputusan Kepala Daerah /

Lainnya Dokumen yang dipersamakan

Dana Insentif Daerah

PMEK/Keputusan Kepala Daerah/
Dokumen yang dipersamakan

Dana Keigtemewaan

PMEK/Keputusan Kepala Daerah/
Dokumen vang dipersamakan

Transfer Antar Daersh

PMEK/Keputusan Kepala Daerah /
Dokumen yang dipersamakan

Pendapatan Bagi Hasil

PMK/Keputusan Kepala Daerah /
Dokumen vang dipersamakan

Bantuan Keuangan

PME/Keputusan Kepala Daerah /
Dokumen yang dipersamakan

Beban Transfer

Keputusan Kepala Daecrah /Dokumen
yvang dipersamakan

Beban Bantuan Keuangan

Keputusan Kepala Daerah /Dokumen
yvang dipersamakan

Beban Tak Terduga Keputusan Kepala Daerah /Dokumen
yvang dipersamakan

Beban Transfer Bantuan Keputusan Kepala Dacrah/Dokumen

Keuangan ke yvang dipersamalkan

Pemerintah lainnya

Beban Transfer Bantuan
Keuangan ke Desa

Keputusan Kepala Daerah /Dokumen
yvang dipersamakan
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Beban Transfer Keuangan Lainnya| Keputusan Kepala Daerah/Dokumen
yvang dipersamakan

Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota [Keputusan Kepala Daerah/Dokumen
atau ke Desa yang dipersamakan
Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Retribusi Keputusan Kepala Dacrah/Dokumen
yang dipersamakan

Bagi Hasil Pendapatan Lainnva Keputusan Kepala Daerah/Dokumen
yang dipersamakan

Transfer Bantuan Keuangan Keputusan Kepala Daerah/Dokumen

yvang dipersamakan

Bantuan Keuangan Ke Pemerintah| Keputusan Kepala Daerah/Dokumen

yvang dipersamalkan

Lainnya

Bantuan Keuangan Lainnya Keputusan Kepala Daerah/Dokumen
yvang dipersamalean,

3. Jurnal Standar
a. Transfer Masulk
1} Dana Darurat

Jika Pemerintah Daerah menerima PME,/Perpres/Surat Keputusan
Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan tentang dana transfer
dana darurat maka fungsi akuntansi di SKPKD akan melakukan
pencatatan dalam jurnal standar:

Jumnal LO dan Neraca

Nomor Kode
[a:[gga.l_ . Bukti | Rekeni Uraian Eredit
Piutang
Transfer/Dana
XK Darurat XK
Pendapatan
Transfer/ Dana
K Darurat LO o
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Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa dana
darurat dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas
pencairan  dari  Pemerintah/Pemerintah  Daerah lainnya atas
PMEK/Perpres/Surat Keputusan Kepala Daerah/Dokumen vyang
dipersamakan maka fungsi akuntansi di SKPKD akan melakukan
pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

; Nomor Kode _ :
Tanggal _ Uraian Debit | Kredit
: Bukti | Rekening
XXX Kas di Kas Daerah M
XXX NXK Piutang Transfer/
200 Dana Darurat K
Jumal LRA
| Bukti | Rekening :
X Perubahan SAL KX
Pendapatan
e 81 W Transler/ Dana
ARK Darurat LRA b

2) Dana Bagi hasil Pajak dari Pemerintah

Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Dokumen yang
dipersamakan untuk Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah, maka fungsi
aluntansi di SKPKD akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode i -
Tanggal . o Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
Piutang Bagi Hasil
XXX | Pajak XXX
6,04 XXX Penilapatan Bagi
XXX HAsil Pajak LO XXX

Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa dana
bagi hasil pajak dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank
atas pencairan dari Pemerintah sesuai PMK/Perpres/Dokumen yang
dipersamakan, maka fungsi akuntansi di SKPKD akan melakukan
pencatatan dalam jumal standar:
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Jurnal LO dan Neraca

| Nomor |  Kode _ _
Bukti | Reken
2K Kas di Kas Daerah XK
Piutang Bagi Hasil
b X
XX XK
Pajak
Jurnal LRA
, Nomor | Kode : ;
Tanggal ) — Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
8.8 4 Perubahan SAL XXX
RN WX PEﬂdeﬂ.tﬂn Eﬂgi.
XXX KoK
Hasil Pajak LRA

3) Dana Alokasi Umum (DAL)

Jika Pemerintah

maka

Daerah menerima PMEK/Perpres/Dokumen yang
dipersamakan untuk Dana Alckasi Umum [DAU),

fungsi

alkuntansi di SKPKD akan melakukan pencatatan dalam jurnal

standar:

Jurnal LO dan Neraca

MNomor Kode :
Tanggal Uraian Debit | Kredit
XX Piutang DAU X
Pendapatan Dana
=t s XXX WK
Alokasi Umum LO

Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa dana
alokasi umum dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank
atas pencairan dari Pemerintah sesuai PMK/Perpres/Dokumen yang
dipersamakan, maka fungsi akuntansi di SKPKD akan melakukan
pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Bukti | Rekening
XX Kas di Kas Daerah 00K
KK NHK Piutang Dana
XXX XX
Alokasi Umum
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Jurnal LRA
| Nomor Kode -
K Perubahan SAL XX
WK WRK Pendapatan Dana
X0 XX
Alokasi Umum LRA

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jika Pemerintah

Daerah menerima PMEK/Perpres/Dokumen vyang

dipersamakan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), maka fungsi
aluntansi di SKPKD akan melakukan pencatatan dalam jurnal
atandar:

Jurnal LO dan Neraca

T a j - . . il . Jr i :
X Piutang DAK XX
Pendapatan Dana
S 22 X o
Alokasi Khusus LD

Pemerintah Kabupaten Banjar menerima pencairan dana transfer
berupa dana alokasi khusus dengan bukti pemindahbukuan/nota

kredit

dari Bank

atas pencairan

dari Pemerintah sesuai

PMEK /Perpres/Dokumen yang dipersamakan, maka fungsi akuntansi
di SKPKD akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Momor Kode
Tanggal : Uraian ‘Debit | Kredit
Bukti | Reke ! |
X Kas di Kas Daerah XXX
WHK NN Piutang Dana
X Alokasi Khusus LO X
Jurnal LRA
| Nomor |  Kode _ _
Tanggal Uraian Dehit | Kredit
Bukti | Rekening
X Perubahan SAL XX
Pendapatan Dana
XHX XXX pa
K Alokasi Khusus LRA XXX
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b. Transfer keluar
1) Beban transfer bagi hasil pajak daerah ke kabupaten /kota

Pemerintah Daerah menerbitkan Keputusan Bupati/Surat Persetujuan
Kepala Daerah/Dokumen vang dipersamakan tentang beban transfer
bagi hasil pajak ke kabupaten /kota. Berdasarkan
Keputusan / Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen vang dipersamakan
maka fungsi akuntansi di SKPKD akan melakukan pencatatan dalam
jurnal standar:

Jurnal LO

Bukti | Rekening | T

Beban Transfer

Bagi Hasil Pajak
XXX Daerah ke XXX
Kabupaten/Kota

Utang Transfer

Bagi Hasil Pajak
AKX XXX XXX Daerah ke XXX
Kabupaten /Kota

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan bagi hasil pajak
daerah ke kabupaten/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan
penyerahan bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota,
berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi di SKPKD akan
melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode |
Tanggal Uraian Debit | Kredit
Utang Transfer Bagn
Hasil Pajak Daerah
XXX | ke Kabupaten/Kota | XXX
XXX XX
XK Kas di Kas Daerah A
Jurnal LRA
Nomor Kode _—
Tamgeel| o Hrsian Rebit; | frestic
g
Belanja Transfer
Bagi Hasil Pajak
Daerah ke
300K Kabupaten / Kota WX

0. Perubahan SAL KK
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2] Beban transfer bantuan keuangan

Pemerintah  Daerah  mengeluarkan EKeputusan  Bupati/Surat
persetujuan  pemberian  bantuan  keuangan/dokumen  yang
dipersamakan tentang bantuan keuangan. Berdasarkan Keputusan
Bupati tentang bantuan keuangan, maka fungsi akuntansi di SKPKD
akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

i | Nomeor Kode __
Beban Transfer
XXX XXX
Bantuan Keuangan
XXX HHX Utang Transfer
XXX XXX
Bantuan Keuangan

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan
kevangan dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran
kepada yvang berhak menerima, fungsi akuntansi di SKPKD melakukan
pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Nom Kode
Tanggel | . Uraian Debit | Kredit
Utang Transfer
KHX XXX
XXX XXX Bantuan Keuangan 108
AKX RK PPED XXX
Jurnal LRA
Bukti | Rekening
Belanja Transfer
KEX XX
KX b8 4.4 Bantuan Keuangan
KX Perubahan SAL HKHXK
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BAB IV

SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi pembiayaan antara lain
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang dibantu oleh Pelaksana
Akuntansi di SKPKD selaku Fungsi Akuntansi SKPKD dan BUD.

k.

Fungsi Akuntansi di SKPKD

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, fungsi akuntansi di SKPKD memiliki

tugas sebagai berikut:

a. mencatat transaksifkejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukt
transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;

b. memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buk
Besar masing-masing rekening (rincian objek); dan

c. menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca,
dan CaLK.

. BUD

Dalam sistem akuntansi pembiayasn, BUD melakukan fungsi administrasi
transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, schingga
BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan
aluntansi oleh Fungsi Akuntansi di SKPKD yang sebelumnya disahkan
oleh Kepala di SKPKD.

B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistern akuntansi pembiayaan antara lain:

ks

.

Peraturan Daerah terkait transaksi pembiayaan;

Naskah Perjanjian Kredit;

3. SP2D LS sebagai dokumen pencairan dari RKUD;

4.

Nota Kredit; dan

5. Dokumen lainnya,
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C. JURNAL STANDAR

Pada dasarnya transaksi pembiayaan dilaksanakan oleh SKPKD. Jurnal standar

pengakuan penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan yang
bersumber dari transaksi kewajiban, sebagai berilkut:

No. Transaksi = =
| | Y B
: Kas i Kas Daerah xix
Sast penerimaan Eewajiban Jangka Panjang XX
pembizyaan Perubahan SAL XX
Penerimaan Pembivaan K
2 Beban Bunga XX
Sant pembayaran bunga | RE PPED o
hewnghan Bunga Utang xix
Perubahan SAL At
3 Kewafiban Jangha Panjang xxx
Saat pelunasan RE FFED KAX
kewajiban | Pengeluaran Pembiayaan Xy
Perubuhan SAL KXX
4 Kewaiiban Jangks Panjsng XX
St ekl Bagian Lanear Kewajban Jk. Parjang -
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BAB V

AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. PIHAK-PIHAK TERKAIT
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/SKPKD

Pihak-pithak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada
SKPD/SKPKD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/SKPKD
[FPE-SKPD/SKPKD) dibantu oleh pelaksana akuntansi selaku fungsi
akuntansi SKPD/SKPKD, Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD,
Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD dan Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengpuna Anggaran (PA/KPA).

a. Fungsi akuntansi SKPD /SKPKD.

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, memiliki tugas sebagai

berikut;

1) mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan bukti-
bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Penerimaan
Kas/Pengeluaran Kas;

2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian kas dan setara kas ke
dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); dan

3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LPE,
Neraca, dan CalLK.

b. Bendahara Penerimaan SKPD /SKPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Penerimaan
SKPD/SKPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dolumen-
dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem
akuntansi kas dan setara kas ke Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD.

¢. Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Pengeluaran
SKPD/SKPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-
dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem
akuntansi Kas dan Setara Kas ke Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD.

d. Pengguna Anggaran (PA)

Dalam sistem akuntansi Kas dan Setara Kas, Pengguna Anggaran memiliki

fugas:

1} menandatangani laporan keuangan SKPD/SKPKD sebelum diserahkan
dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi
Akuntansi SKPD,/SKPKD.
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Z) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab Pengguna
Anggaran.

B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen vang digunakan dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada
SKFD maupun SKPED mengikuti dokumen terkait penerimaan kas dan
pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun-akun, Pendapatan-LO, Beban,
Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

C. JURNAL STANDAR
Jurnal standar terkait kas dan setara kas pada SKPD maupun SKPKD
mengikuti transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem
akuntansi akun-akun Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.
.I.flka kas dan setara kas bertambah, maka akan dicatat disisi “debit” sedangkan
Jika kas dan setara kas berkurang akan dicatat disisi “kredit”.
Jurnal Standar — Kas dan Setara Kas Saat Bertambah

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode

Tanggal e e, e Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
XXX Kas dan Sctara Kas XX
Pendapatan-LO/ -
XXX X
KN Aset/Kewajiban, - XX
Ekuitas

Jurnal Standar — Kas dan Setara Kas Saat Berkurang

Jurnal LO dan Neraca

Tapgeel® | (5 & Uraian Debit | Kredit
E ] | 5 : s e X
Beban /Aset/-
X Kewajiban / Ekuitas XXX
XX XXX
XX Kas dan Setara Kas XXX
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Pada saat terjadi perubahan kas di Kas daerah karena transaksi BUD
dengan SKPD [misal: pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD
setor penamnaan pajak atau retribusi daerah ke kas daerah atau pada
saat pencairan 8P2D ocleh BUD), Fungsi akuntansi SKPKD mencatat
jurnal standar sebagai berikut:

Jurnal Standar - Kas di Kas Dacrah Saat Bertambah

Jurnal LO dan Neraca

T e Ll
XXX | Kas di Kas Daerah KK
KK RK SKPD X

Jurnal Standar - Kas di Kas Daerah Saat Berkurang
Jurnal LO dan Neraca

Tenggal | | Uraian ‘Debit | Kredit
XXX RK SKPD XXX
B s MO0 Kas di Kas Daerah 30X
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BAB VI

SISTEM AKUNTANSI PIUTANG

A. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI SKPD [SKPKD

1. Pihak-pihak Terkait

Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang antara lain
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/SKPKD (PPK-SKPD/SKPKD)
dibantu oleh pelaksana akuntansi selaku fungsi akuntansi SKPD/SKFKD
dan Bendahara Pencrimaan SKPD/SKPKD.

a. Fungsi Akuntansi SKPD / SKPKD

Dalam sistern akuntansi piutang, fungsi akuntansi SKPD/SKPKD
mempunyail tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-bulti
transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA, Buku Jurnal LO, dan
Meraca:

2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO

dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing-masing rekening;
dan

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LPE,
Neraca, dan CaLK.

b. Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD.

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan ke dalam buku kas
penerimaan SKPD/SKPKD.

2) membuat SP.J atas pendapatan,

. Dokumen yang digunakan
Uraian Dokumen
Piutang wvang  berasal dari | SKPD/SKRD/Dokumen yang
pungutan dipersamakan
.Jurnal Standar

Pada saat diterbitkan dokumen sebagaimana tersebut di atas oleh
SKPD/SKPED, maka jurnal standar:

Jumal 11O dan Neraca

Nomor |  Kode
| Bukti | Rekening =
X Piutang ... AKX
XX Pendapatan ... LO XK
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Jika wajib bayar melakukan pembayaran, maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Uraian Debit | Kredit
: Bukti Rekéning
Kas di Bendahara
XX XXX
2N b8 4 Penerimaan
XX Piutang .... L84 4
Jurnal LRA
o -IE_:__I_':'
Tanggal = e Uraian Debit | Kredit
XX Perubahan SAL KXK
XX b
MK Pendapatan... LRA 2o

Apabila wajib bayar menyetor langsung ke kas dacrah pada bank vang
ditunjuk, maka pada saat diterima Nota Kredit dari bank, jurnal standar-

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode .
Tanggal _ Uraian Debit | Kredit
Bukti Rekening
XX RK PPKD HEN
XN 2O
X Pendapatan....LO XHX
Jurnal LRA
Nomor Kode
Tangzal . Uraian Debit | Kredit
Bukt Rekening
XXX Perubahan SAL XK
XXX 2K
HAXK Pendapatan....LRA XXX

Pada saat diterima Nota Kredit dari bank untuk pembayaran yang
bersumber dari piutang, maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode , :
Bukt Rekening . — :
KX REK PPKD KX
A s XXX Piutang ... LO XK
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Jurnal LRA
Tanggal| e ‘Uraian Debit | Kredit
XX Perubahan SAL MK
00X XX
bt Pendapatan... LRA XXX

B. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI SKPKD
1, Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang antara lain Pejabat

Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK-SKPKD) dibantu oleh pelaksana

akuntansi SKPKD selaku fungsi alkuntansi SKPKD.

Dalam sistem akuntansi piutang, fungsi akuntansi SKPKD mempunvai

tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti bukti transaksi
yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA, Buku Jurnal LO, dan Neraca:

2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO
dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing-masing rekening;
dan

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LP SAL,
LPE, LAK, Neraca, dan CaLK.

2. Dokumen yang digunakan

. Uraian Dokumen

Piutang yang berasal dari| Perjanjian permberian

perikatan pinjaman / perjanjian sewa/ perjanjian
kerjasama/ perjanjian

pernjualan /pernjualan

kemitraan /dokumen lain yang
dipersamakan

Piutang yang berasal dari | PMK/Perpres/Surat Keputusan
transfer dari pemerintahan Kepala Daerah /dokumen lain yang
dipersamakan

Fiutang yang berasal dari| SK Pembebanan/SKP2K/
Tuntutan Ganti  Kerugian | SKT.JM/ Dokumen yang
Daerah dipersamakan
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3. Jurnal Standar

Telah diterima dokumen berupa PMEK/Perpres/Surat Keputusan Kepala
Daerah/Surat Perjanjian/Dokumen vyang dipersamakan dan belum
diterima pembayaran, maka fungsi akuntansi akan melakukan jurnal
standar:

Jurnal LO dan Neraca

i | Helning _
XX Piutang ... X

Setelah  diterima Nota Kredit dari  bank/bukti tanda terima
pembayaran/bukti penerimaan kas/dokumen yang dipersamakan dimana
terjadi pemindahbukuan ke kas daerah, Bendahara Penerimaan
mencatat sebagai penerimaan kas untuk pelunasan piutang, maka fungsi
akuntansi melakukan jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

MO Kas di Kas Daerah XXX
XXX XXX :
AEX Piutang... XXX
Jurnal LRA
.y Nomor Kode ...
Tanggal _ Uraian Debit | Kredit
_Bukti | Rekening
XXX Perubahan SAL XXX
XXX XXX
XX Pendapatan... LRA AX
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BAB VII

SISTEM AKUNTANS] PERSEDIAAN

A. PIHAK-FIHAK YANG TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait antara lain:
1. Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna.

Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna
bertugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas
pengelolaan persediaan pada Pengguna Barang.

2.Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran bertugas menyiapkan dan menyampaikan
dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan.

3.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertugas menyiapkan dokumen atas
beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan persediaan.

4 Fungsi Akuntansi SKPD (SKPKD

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/SKPKD dibantu oleh pelaksana
akuntansi SKPD/SKPKD sclaku fungsi akuntansi SKPD/SKPKD bertugas
melakukan proses akuntansi persediaan yvang dimulai dari jurnal hingga
penyajian laporan keuangan SKPD [SKPKD.

B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen-dokumen yvang digunakan antara lain:

1. Bukti Belanja Persediaan
Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal
pengakuan beban persediaan dan belanja persediaan dengan cara
pembayaran UP,

2. Berita Acara Serah Terima Barang
Dolkumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas

pengakuan beban persediaan dengan cara pembayaran LS.
3. Berita Acara Pemerikkzaan Persediaan

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal
penyesuaian untuk pengakuan beban persediaan setelah dilakukannya stock
opname,

4. 3P2D L3

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja
persediaan dengan cara pembayaran LS.
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C. JURNAL STANDAR

Pencatatan Persediaan dengan Metode Perpetual

Pembelian  persedinan dapat dilakukan dengan menggunakan UP
maupun LS. Ketika SKPD/SKPKD melakukan pembelian persediaan dengan
menggunakan UP, bendahara pengeluaran SKPD/SKPKD menyerahkan bulti
belanja persediaan kepada Fungsi Akuntansi SKPD/ SKPKD. Bukti transaksi ini
menjadi dasar bagi fungsi akuntansi SKPD/SKPKD untuk melakukan
pengakuan persediaan. Fungsi akuntansi SKPD /SKPKD mencatat jurnal:
Jurnal LO atau Neraca

XX Beban Persediaan XXX
NHK UK Kas di Bendahara
XXX 2O
Pengeluaran
Jurnal LRA
Buikti Rekening
X0 Belanja Persediaan HEX
XXX Perubahan SAL XXX

Jika SKPD/SKPKD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan LS,
pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima
Barang. Berita Acara Serah Terima Barang tersebut menjadi dasar bagi
Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD untuk menjurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal : . Uraian Debit | Kredit
XXX Beban Persediaan XX
Utang Belanja
XXX XXX

Barang dan Jasa
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Ketika SP2D LS untuk pembayaran persediaan telah terbit, Fungsi Akuntansi
SKPD/SKPKD akan menghapus utang belanja dengan menjurnal;
Jurnal LO atau Neraca

| Nomor Kode e o
Utang Belanja
XK Barang dan Jasa XXX
203 WX
XX RK PPKD 20X
Jurnal LRA
XXX Belanja Persediaan XXX
XXX Perubahan SAL XXX

Pada akhir periode sebelum menyusun laporan keuangan, Pengurus Barang
Pengguna melakukan perhitungan persediaan (stock opname} untuk
mengetahui sisa persediaan. Berdasarkan berita acara hasil stock opname,
Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD menjurnal sebagai berikut:

Jumal LO atau Neraca

Tanggal 5 Uraian Debit | Kredit
Bukti Rekening
XX Persediaan ... XL
OO X
KK Beban Persediaan .. XA
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BAB VI

SISTEM AKUNTANSI INVESTASI

A. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara lain Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPKD) dibantu oleh pelaksana akuntansi

SKPKD sclaku fungsi akuntansi SKPKD, Pengguna Anggaran dan BUD/Kuasa
BUD.

1, Fungsi Akuntansi SKPKD

Dalam sistern akuntansi investasi, Fungsi Akuntansi SKPKD mempunyai

tugas sebagai berikut:

a. mencatat transaksi/kejadian investasi berdasarkan bukti-bukti transaksi
yvang sah ke Buku Jurnal Umum;

b. memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Bulu
Besar masing-masing rekening (sub rincian objek); dan

c. membuat laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LPSAL, LPE,
LAK), Neraca dan CaLK.

4. Pengpuna Anggaran (PA)

Dalam sistem akuntansi investasi, Pengguna Angegaran SKPKD memiliki
tugas:
a. menandatangani laporan keuangan SKPKD sebelum diserahkan dalam

proses penggabungan/konsolidasi vang dilakukan olch fungsi akuntansi
PPED; dan

b. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab SKPKD,

4. BUD / Kuasa BUD

BUD/Kuasa BUD bertugas mengeluarkan Kas dari Kas Daerah dan menerima

kas/menatausahakan dari hasil penyertaan modal serta memberikan
tembusan dokumen.

B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Berikut disajikan dokumen utama terkait dengan sistem akuntansi Investasi
pada SKPKD:

e, T N T o

| — - — -

Investasi Jangka Investasi dalam Sﬂit Sf Nota
Pendele Saharn I{ll‘ﬂdlt,n" Dokumen yvang
Dipersamakan
Investasi dalam | Sertifikat Deposito/Nota
: Kredit/ Dokumen yang
s Dipersamakan
Investasi Jangka | -
Pendek Lainnya
Investasi Jangka
Panjang Non
| Mﬂ ___1
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SP2D-L8 (jika tunai)/ BAST (jika
berupa aset)/Nota

Kredit/ Dokumen yang
Dipersamakan

Penyvertaan Modal

Kepada BUMD

tentang Penyertaan Modal,
eputusan Bupati tentang
nyertaan Modal, SP2D-LS (jika
nai)/ BAST (jika berupa
set]/Nota Kredit/Dokumen yang|
ipersamakan

Kepada Badan

Penyertaan Modal

Usaha Milik Swasta

tentang Penyertaan Modal,
utusan Bupati tentang
Modal, SP2D-LS (jika
ai) / BAST (jika berupa
sct)/Nota Kredit/ Dokumen yang
ipersamakan

C. JURNAL STANDAR

1. Perolehan Investasi

a. Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek)

Ketika Pemerintah Daerah melakukan pembentukan/pembelian investasi
jangka pendek dalam rangka manajemen kas, fungsi akuntansi SKPKD

mencatat jurnal:
Jurnal LO dan Neraca
L : 3 i e g 1 . . . =
Investasi Jangka
XXX KX
1604 XXX Pendek
KEK Kas di Kas Daerah XX
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b. Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang)

Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam Peraturan
Dacrah direalisasikan. Pencatatan dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPKD
berdasarkan SP2D-LS yang menjadi dasar pencairan pengeluaran
pembiayaan untuk investasi tersebut. Fungsi akuntansi SKPKD mencatat

perolehan investasi jangka panjang dengan jurnal:
1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Jurnal LO dan Neraca

Bukti | Rekening
[nvestasi Jangka
Panjang Non
XX Permanen XX
XXX XX
K Kas di Kas Daerah XXX
Jurnal LERA
Nomor Kode
Tanggal . . Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
Pengeluaran
Pembiayaan - Dana
XXX Bergulir XXX
XXX XX
XK Perubahan SAL KX
2) Investasi Jangka Panjang Permanen
Jurnal LO dan Neraca
Tanggal i, Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
Investasi Jangka
XX Panjang Permanen XXX
XXX 2K
X Kas di Kas Dacrah XXX
Jurnal LRA
Nomor Kode
Tanggal | Uraian Debit | Kredit
Pengeluaran
Pembiayaan —
Penyertaan
Modal /Investasi
XXX Pemerintah Daerah HHE
BRX. | X% XXX | Perubahan SAL XXX
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2. Hasil Investasi
a. Hasil Investasi Jangka Pendek

Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga. Pendapatan
bunga ini diperoleh pada saat jatuh tempo investasi jangka pendek
tersebut,

Jurnal LO dan Neraca

Nomor |  Kode
X Kas di Kas Daerah XX
NHK WRK Pendapatan
00X X
Bunga...- LO
Jurnal LRA
| Nomor Kode '
Tanggal ey e Uraian Debit | Kredit
.4 4 Perubahan SAL X
Pendapatan
HIK A
bt b 4 0K
Bungea. . - LEA

b. Hasil Investasi Jangka Panjang
1) Metode Biaya

Dalam metode biaya, keuntungan/kerugian perusahaan tidak
mempengaruhi  investasi yang dimililkd Pemerintah Daerah.
Pemerintah Daerah hanva meneérima dividen yang dibagikan oleh
perusahaan. Berdasarkan pengumuman pembagian dividen yang
dilakukan oleh perusahaan investee, SKFKD dapat mengetahui jumlah
dividen yang akan diterima pada periode berjalan. Selanjutnya fungsi
akuntansi SKPKD menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

: Nomor | Kode .
Tanggal Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening

Piutang Hasil
Pengelolaan
Kekayaaan Daerah
XXX yang Dipisahkan XXX

Pendapatan Hasil

Kekayaaan Daerah
XXX yvang Dipisahkan- XXX
LO
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Pada saat perusahaan investee membagikan dividen tunai kepada
Pemerintah Daerah, fungsi akuntansi SKPKD mencatat jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Bukti | Rekening :
X Kas di Kas Daerah HHHK
Piutang Hasil
Pengelolaan
XXX XXX B
30O Kekayvaan Dacrah R
yvang Dipisahkan
Jurnal LRA
Tanggal Uraian Debit | Kredit
Bukti B rir )
K Perubahan SAL 30
Pendapatan Hasil
Pengelolaan
KWK WRK Kekayvaan Daerah
XXX vang Dipisahkan- XXX
LRA

2) Metode Ekuitas

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tempat Pemerintah
Dacrah berinvestasi, SKPKD dapat mengetahui jumlah
keuntungan perusahaan pada periode berjalan. Dalam metode ekuitas,
keuntungan yang diperolch perusahaan akan mempengaruhi jumlah
investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banjar. Pada saat
perusahaan mengumumkan laba, fungsi akuntansi SKPKD mencatat
kejadian tersebut dengan melakukan penjurnalan sebagai berikut:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal ' ' Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening ;
Investasi Jangka
XX Panjang.., KX
Pendapatan Hasil
Pengelolaan
Kekayaaan Daerah X0
XXX XX X yvang Dipisahkan-

LG




- 176 -

Pada saat perusahasn membagikan dividen, fungsi akuntansi SKPKD
akan mencatat penerimaan dividen (tunai) tersebut dengan jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

: Sukti fenie ] = e
XXX Kas di Kas Daerah 9.9,
WHY YN Investasi Jangka
KXX Panjang KX
Jurnal LRA
XXX Perubahan SAL XXX
Pendapatan Hasil
Pengeloaan
Kekayvaan Daerah o
KKK WK XX ]l.r‘?anﬂg Dipisahkan-

3) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang non permanen
(misalnya pendapatan bunga dari dana bergulir) telah diterima, Fungsi

Akuntansi SKPKD mencatat penerimaan bunga dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

| Nomor | Kode . | -
Bukti | Rekening
HXXK Kas di Kas Daerah XK
Pendapatan Bun
X 2K pa g
XX NRK
Dana Bergulir - LO
Jurnal LRA
‘Nomor Kode
Tanggal | Uraian Debit | Kredit
b 4 Perubahan SAL b8 0 4
Pendapatan Bunga
XXX XXX Dana Bergulir —
o LRA HAEX
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1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek

Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka pendek, berdasarkan
dokumen transaksi yang dimiliki SKPKD, Fungsi Akuntansi SKPKD
melakukan pencatatan dengan menjurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode
'Imﬁﬂf : : Uraian Debit | Kredit
XX Kas di Kas Daerah XXX
Pendapatan .... -
XN LO 2K
Investasi Jangka
8.8 4 Pendek XXX
Jurnal LRA
Nomor Kode _
Tanggal - Uraian Debit | Kredit
200K Perubahan SAL XXX
Pendapatan ... -
XXX XXX P&
20K LRA X

2) Pclepasan Investasi Jangka Panjang

Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka panjang, berdasarkan
dokumen transaksi vang dimiliki SKPKD, fungsi akuntansi SKPKD
melakukan pencatatan dengan menjurnal:
Jurnal LO dan Neraca

- | Nomor | Kode |
Tanggal Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
XXX Kas di Kas Dacrah XXX
KX KHK Investasi Jangka
HXX Panjang XXX
Jurnal LRA
: Nomor Kode
Tanggal - : _ Uraian Debit | Kredit
_Bukti | Relening
XHX Perubahan SAL XXX
Penerimaan
Pembiavaan — Hasil
Penjualan
WK WYY 3o Kekﬂ_}ra_ﬂr_l Daerah
yvang Dipisahkan XX
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Berikut akan disajikan jurnal standar untuk mencatat transaksi-
transalksi terkait investasi Pemerintah Daerah:

Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan -

LEA

No | Transaksi Pencatatan SKPKD
Uraian Debit | Kredit
1 | Perolehan
Investasi
Investasi Investasi Jangka Pendek ... X0
it Kas di Kas Daerah ok
Investasi Investasi Jangka Panjang ... XXX
;ﬂ;ﬁg Kas di Kas Dacrah X
Pengeluaran Pembiayaan — XXX
Penyertaan Modal/Investasi
Pernda
Perubahan SAL Xxx
| 2 | Hasil Investasi
Investasi Kas di Kas Daerah XXX
ﬂﬁ Pendapatan...- LO X
Perubahan SAL XKX il
Pendapatan...- LRA Hxx
Investasi
Jangka
Panjang
Melode Biaya
Saat Piutang Lainnya XXN
PENgUmMUMmAan Pendapatan Hasil Hox
hasil Pengelolaan Kekayaan
Investasi/pen Daerah yang Dipisahkan - LO
gumuman laba
Saat hasil Kas di Kas Daerah X%
investasi Piutang Lainnya XEx
diterima
Perubahan SAL XXX
Pendapatan Hasil Xxx
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No Transaksi Pencatatan SKPKD
Uraian Debit | Kredit
Metode
Ekuitas
Saat Investasi Jangka Panjang XXX
haF :uﬂlgﬂmnuma_n Pendapatan Hasil Hxex
mg“?: i:.taﬂnu El"rnpén Pengelolaan Kekayaan
laha ]_I.'lﬂ.erah yvang Dipisahkan
Saat dividen Kas di Kas Daerah XAK
diteri Investasi Jangka Panjang Xnx
Perubahan SAL XX
Pendapatan Hasil Rocx
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
Metode Nilai Kas di Kas Daerah XXX
P yang Pendapatan .... - LO Mo
Direalisasikan
Perubahan SAL XX
Pendapatan ..... - LRA X
3 | Pelepasan
Investasi
[nvestasi Jangka Kas di Kas Daerah XHX
Eendes Pendapatan...- LO Mok
Investasi Jangka Pendek Koo
Perubahan SAL s
Pendapatan...- LEA Kxx
[nvestasi Jangka

Panjang
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Mo Transaksi Pencatatan SKPKD
Uraian Debit
Kas di Kas Daerah XXX
Investasi Jangka Panjang
Perubahan SAL wWW

Penerimaan Pembiayaan —

Hasil Penjualan
Kekakayaan Daerah
yang Dipisahkan
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BAB IX

SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

A. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi asct tetap antara lain:

1. Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna
Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna
bertugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas
pengelolaan aset tetap SKPD /SKPKD.

2. Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran bertugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-
dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan asct tetap.
3. Pgjabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertugas menyiapkan dokumen atas
beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap.
4. Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD

Fungs: Akuntansi SKPD/SKPKD bertugas melakukan proses akuntansi
aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan
SKPD /SKPKD.

5. Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran bertugas memberikan otorisasi/ menandatangani
dokumen atas pengadaan Aset Tetap, pengusulan penghapusan, penggunaan,
maupun pelepasan Aset Tetap.

6. BUD
Tugas BUD dalam hal ini adalah meleakukan pembayaran atas pengadaan
Aset Tetap dan menerbitkan dokumen pembayaran yaitu SP2D.

B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
Dokumen-dokumen yang digunakan antara lain:
1. Bukti Belanja / Pembayaran Aktiva Tetap

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal
pengakuan aktiva tetap dan belanja modal dengan cara pembayaran UP,
2. Berita Acara Serah Terima Barang/Peckerjaan

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas
pengakuan aktiva tetap dengan cara pembayaran LS.
3.8P2D L3

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja
modal dengan cara pembayaran LS.

4. Surat Permohonan Kepala SKPD/SKPKD tentang Penghapusan Aset Tetap
Dokumen ini merupakan dekumen sumber untuk pengakuan reklasifikasi
aset tetap menjadi aset lainnya.

3. keputusan Bupati tentang Penghapusan Aset Tetap

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan penghapusan
aset tetap.
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6. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan aset tetap
konstruksi dalam pengerjaan.

JURNAL STANDAR

Dalam transaksi pembelian aset tetap yang menggunakan mekanisme LS,
aset tetap diakui ketika telah terjadi serah terima barang dari pihak ketiga
dengan SKPD terkait dan SKPKD,

Berdasarkan bukti transaksi berupa Berita Acara Penerimaan Barang atau
Berita Acara Serah Terima, Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD mengakui
adanya penambahan aset tetap dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Bukt RM!'E. g
.04 Aset Tetap XXX
Utang Belanja
XXX HOK XK XXX
Modal ...

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran perolechan
aset tetap terscbut hingga SP2ZD LS terbit. Berdasarkan SP2D-LS tersebut
Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

— Kode
Tanggal __ _ Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
XX Utang Belanja Modal | XXX
MK RK PPKD b4
Jurnal LRA
Nomeor Kode
Tanggal . Uraian Debit | Kredit
Bukti Rekening
XX Belanja Modal ... XX
20K Perubahan SAL XX

Apabila pembelian aset tetap dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU,
pengakuannya dilakukan berdasarkan bukti pembayaran (bukti belanjanya).
Berdasarkan bukti tersebut, Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD menjurnal;
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Jurnal LO atau Neraca

il Nomor Kode

Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit | Kredit

XXX Aset Tetap XXX
YRK WYY Kas di Bendahara
XX 2K
Pengeluaran
Jurnal LRA

e Nomor Kode o Wi
XXX Belanja Modal ... b .64
b4 4 Perubahan SAL X

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian menggunakan
biaya perolehan tidak memungkinkan, maka digunakan nilai wajar pada saat
perolehan. Untuk aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya
perolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan
biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,
perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang
terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yvang memperpanjang
masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di
masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau
peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang
bersangkutan.

Peningkatan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesar atau mengubah
struktur atau menambah estetika akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada
harga perolchan aset tetap yang bersangkutan. Kapitalisasi yang
ditambahkan pada harga perclehan aset tetap adalah pengeluaran selama
gatu tahun anggaran. Pengeluaran untuk aset tetap vang tidak memenuhi
kriteria tersebut di atas, tidak menambah harga perolechan aset tetap dan
dicatat sebagai biaya pemeliharaan,

Sebagai contoh, SKPD ABC melakukan renovasi asct tetapnya schingga masa
manfaat aset tetap tersebut bertambah, misalnya masa manfaat bertambah dari
10 tahun menjadi 15 tahun. Atas transaksi ini, Fungsi Akuntansi SKPD
menjurnal kapitalisasi sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Nomor Kode
Tanggal Bukti Reken Uraian Debit | Kredit
XX Aset Tetap ... XX
XX Kas di Bendahara
= AR KX Pengeluaran AR
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Jurnal LRA
Tanggal = [ : Uraian Debit | Kredit
XXX | Belanja Modal ... XK
200 KX
K Perubahan SAL XXX

. PELEPASAN ASET TETAP

Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset tetap yang
dapat diikuti dengan proses pemindahtanganan, seperti penjualan, maupun
pemusnahan aset tetap.

Untuk penghapusan asct tetap dengan pemusnahan, berdasarkan Keputusan
Bupati tentang penghapusan aset tetap, Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD
membuat jurnal:

Jurnal Neraca

Nomor Kode =
Tanggal Uraian Debit | Kredit
Bulkti Rekening
Akumulasi
XXX X
Penyvusutan ...
6.4 KX AKX Aset Lainnya XX
XX Aset Tetap .... XXX
Jurnal LO dan Neraca
Nomor Kode
3 Bukti Rekening
XX Elkuitas Mutasi p 5.0 4
i s XX Aset Lainnya b

Sedangkan untuk penghapusan aset tetap yang diikuti dengan proses
penjualan, SKPD/SKPKD harus menyerahkan aset tetap terscbut kepada

Pengurus Barang Pengelola, sebab kewenangan untuk menjual aset tetap ada
di Pengurus Barang Pengelola. Namun demikian, Fungsi Akuntansi SKPD
tetap mencatat penghapusan aset tetap tersebut. Jurnal penghapusan aset
tetap untuk asct yang akan diserahkan ke Pengurus Barang Pengelola untuk
kemudian dijual, yaitu:
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Jurnal LO atau Neraca

Buiki Relieni
Akumulasi
XX X0
Penyusutan ...
KX XXX 200 Aset Lainnya XX
XX Azet Tetap XAX

Jurnal LO dan Neraca

XXX Ekuitas Mutasi X
XXX XXX :
XX Aset Lainnya XXX

Setelah menerima pelimpahan aset dari SKPD, Fungsi Akuntansi SKPKD
menjurnal:

' Bukti Rekening
XEX Aset Lainnya XXX
b0 9.4 XK
XXX Ekuitas Mutasi XNX

Pada saat asct tersebut telah dijual oleh Pengurus Barang Pengelola,
berdasarkan bukti transaksi penjualan, apabila nilai jual lebih tinggi dari nilai
buku, Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Nomor | Kode
Bt P :
O Kas di Kas Daerah KKK
= Aset Lainnya KX
KXX XXX Surplus Penjualan
XXX XXX
Aset Non Lancar
Jurnal LRA
) Nomor Kode _
Bukti Rekening |
XXX Perubahan SAL XXX
Hasil Penjualan
KK RN Aset Daerah yang
XXX Tidak Dipisahkan XXX
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Atau apabila nilai jual lebih rendah dari nilai buku, Fungsi Akuntansi
SKPKD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Defisit penjualan
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BAB X

SISTEM AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP
DAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

A. PIHAK - PIHAK YANG TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistern akuntansi penyusutan dan amortisasi
aset tetap/aset tidak berwujud antara lain:
1. Pengurus Barang Pengguna

Dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi, Pengurus Barang
Penggpuna bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-
dokumen atas penyusutan dan amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud.

2. Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD

Dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi, Fungsi Akuntansi
SKPD/SKPKD bertugas untuk melakukan proses akuntansi penyusutan
vang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD /SKPKD,

B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penyusutan adalah Bukti
Memorial. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan
penyusutan dan amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud.

C. JURNAL STANDAR
Beban penyusutan dan amortisasi dijurnal setiap akhir periode. Setiap
penyusutan akan dijurnal sebagai berikut:

|Nomor| Kode
Tanggal _ Uraian Debit Kredit
Bukti | Rekening
XXX HEX | KXX Beban Penyusutan dan XX
Amortisasi ....
200X Alumulasi 0K
Penyusutan /Amortisasi

Beban penyusutan /beban amortisasi merupakan alokasi penyusutan yang akan
dilaporkan dalam LO entitas. Seperti layaknya beban lainnya, beban
penyusutan/beban amortisasi merupakan akun nominal yang pada akhir
periode harus ditutup sehinggas saldonya nol di setiap awal periode.
Sedangkan akumulasi penyusutan dan amortisasi akan dilaporkan dalam neraca.
Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan akun riil sehingga angkanya
tidak akan pernah ditutup di akhir tahun.

Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan total dari penyusutan
suatu aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dibebankan. Akumulasi
penyusutan dan amortisasi menjadi  pengurang aset tetap/aset tidak
berwujud dalam neraca dimana harga perolechan aset tetap/aset tidak berwujud
yvang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya dan amortisasinya
menjadi nilai buku (book value) aset tetap/aset tidak berwujudnya tersebut.
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BAB XI

SISTEM AKUNTANSI DANA CADANGAN

A. PIHAK-PIHAK TEREAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi dana cadangan antara lain
Pejabat Penatausahaan Keuangan di SKPKED (PPK-SKPKD) dibantu oleh
pelaksana akuntansi selaku fungsi akuntansi di SKPKD

1. Fungsi Akuntansi di SKPKD

Dalam sistem akuntansi dana cadangan, Fungsi Akuntansi di SKPKD
merniliki tugas sebagai berikut:

a. mencatat transaksi/kejadian dana cadangan berdasarkan bukti-buldti
transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;

b. memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian Dana Cadangan ke dalam
Buku Besar masing-masing rekening (sub rincian objek); dan
c. membuat laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca

dan CaLK.
2. Pengpuna Anggaran SKPKD

Dalam sistern akuntansi dana cadangan, Penpgpuna Anggaran SKPKD
memiliki tugas:

&. menandatangani laporan keuangan SKPKD sebelum diserahkan dalam

proscs penggabungan | konsolidasi vang dilakukan oleh fungsi akuntansi
di PPKD; dan

b. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab SKPKD.
B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen vang digunakan dalam sistem akuntansi dana cadangan antara
lainnya:
1. Peraturan Dacrah tentang Dana Cadangan;

2. 8P2D-L8 sebagai dokumen pencairan/transfer pemindahan dari RKUD
ke rekening dana cadangan;

3. Dokumen perintah pencairan dari dana cadangan ke RKUD;
4. Nota kredit, dokumen hasil pengelolaan dana cadangan; dan
5. Dokumen lainnya.
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C. JURNAL STANDAR
I. Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan dana cadangan diakui ketika SKPKD telah menerbitkan
SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan.
Jurnal Standar - Pembentukan Dana Cadangan

Jurnal LO dan Neraca

.94 Dana Cadangan - ... | XXX
XXX KX
b 884 Kas di Kas Daerah X

Jurnal LEA

- Noror Kode . e,
Tanggal Bl | P KPR Kredi

Pengeluaran

Pembiayaan -
Pembentukan Dana
KX Cadangan ... XXX
O b
XX Perubahan SAL X

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa
giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau
dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai
Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain PAD yang Sah- Jasa Giro/Bunga Dana
Cadangan. Rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio
dicantumkan dalam daftar dana cadangan pada lampiran Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD.

Jurnal Btandar — Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode: _ . ;
Tanggal Uraian Debit | Kredit
Bk Rekeni
XXX Dana Cadangan 6.8 4
Lain-lain PAD yvang
Sah —Jasa
Giro/Bunga Dana
XXX XXX
XXX Cadangan - LO XXX
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Jumal LRA
N Kode
Tanggal | . Uraian Debit | Kredit
= M -Eﬂ- ’ "'-""." D

XA Perubahan SAL XXX
Lain-lain PAD yang
Sah —Jasa

YRY XK Giro/Bunga Dana
6.6 4 Cadangan - LRA K

3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan

vang dituju, maka BUD akan membuat surat perintah pemindahbukuan dari

Rekening Dana Cadangan ke RKUD untuk pencairan Dana Cadangan.
Jurnal Standar - Pencairan Dana Cadangan

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal : Uraian Debit | Kredit
XXX Kas di Kas Daerah 200
WK XK Lain-lain PAD yang
XXX XK
Dana Cadangan
Jurnal LRA
XXX Perubahan SAL X
Penerimaan
KWK XXX Pembia}raan =
XX Pencairan Dana HX
Cadangan
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BAB XII

SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA

A, PIHAK-PIHAK TERKAIT
L. Pihak-Pihak Terkait SKPD/SKPKD

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi Aset Lainnya pada
SKPD/SKPKD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan di
SKPD/SKPKD (PPK-SKPD/SKPKD) dibantu oleh pelaksana akuntansi di
SKFD/SKPKD selalu fungsi akuntansi di SKPD/SKPKD Fungsi Akuntansi
di SKPD/SKPKD.

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Fungsi Akuntansi di SKPD/SKPKD
memiliki tugas sebagai berikout:

a. mencatal (ransaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti-bukt
transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;

b. memposting jurnal-jurnal transalsi/kejadian aset lainnya ke dalam
Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); dan

¢. membuat laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca
dan CalLK.
2. Bendahara Penerimaan SKPD /SKPKD

Dalam sisterm akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan
SKPD/SKPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-
dokumen atas transaksi vang terkait dengan proses pelaksanaan sistem
akuntansi aset lainnya ke Fungsi Akuntansi SKPD.

3. Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran
SKFPD/SKPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-
dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem
akuntansi aset lainnya ke Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD.

4. Pengpuna Anggaran (PA]

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PA memiliki magas:

a. menandatangani laporan keuangan SKPD/SKPKD sebelum diserahkan
dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi
Akuntansi PPKD; dan

b. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PA.

<. Pengurus Barang/Bendahara Barang
Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Pengurus Barang SKPD memiliki tugas
menyiapkan dan menyampaikan dolkumen-deolumen atas transalosi
inventarisasi barng milik dacrah vang rusak dan belum dihapuskan dan
disampaikan ke PPK-SKPD.
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B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. Dokumen pada SKPD/SKPKD

Berikut disajikan dokumen terkait dengan sistem akuntansi aset lainnya
bada SKPD/SKPKD:

Tagihan
Janghka
Panjang

| Tagihan Penjualan

Angsuran

Kontrak / Perjanjian
Penjualan secara
Angsuran/Berita Acara
Penjualan /yang
Dipersamakan

Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah

Keputusan Pembebanan
dan/fatau Dokumen yang

Dipersamakan

Kemitraan
dengan Pihak

Sewa

Kontrak/Perjanjian
Sewa/yvang Dipersamakan

Kerjasama Pemanfaatan

Kontrak/ Perjanjian
Kerjasama -
Pemanfaatan/Dokumen
vang Dipersamakan

Bangun Guna Serah (BGS)

Kontrak,/Perjanjian
Kerjasama - BGS/
Dokumen vang
Dipersamalian

Bangun Serah Guna (BSG)

Kontrak/Perjanjian
Kerjasama - BSG &
BAST/Dokumen yang
Dipersamakan

Aset Lain-lain

Restricted Cash

Per-KDH/ SP2Dy/Dokumen
yvang Dipersamakan

Asct Tidak

Lisensi dan Frenchise

Surat/lzin dari pemegang
Haki/Dokumen yang
Dipersamakan

Hak Cipta

Haki/Dokumen yang
Dipersamakan

Haki/Dokumen yang

Dipersamakan
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Aset Tidak Berwujud Dokumen menyesuaikan
Lainnya (Rovalti, Aplikasi,

Kajian/Penelitian dan

lain-lain)

Aset Lain-lain | Barang yang sudah Berita Acara Opname
dihentikan dari berdasar usulan
penggunaan aktif. penghapusan / Dokumen

vang Dipersamakan.

C. JURNAL STANDAR
1. Jurnal Standar pada SKPD/SKPKD
a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan
tuntutan ganti kerugian daerah.
1JTagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat
diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran
kepada pegawai/kepala daerah Pemerintah Daerah. Contoh tagihan
penjualan  angsuran antara lain adalah  penjualan kendaraan
perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan
[l kepada pegawai.

Barang milik daerah yang dipindahtangankan/dijual adalah aset tetap
yang dikuasai oleh SKPD/SKPKD., Scbelum proses dipindah
tangankan/dijual, SKPD/SKPKD “menghapus” dari pembukuannya
dengan mekanisme SKPD/SKPKD akan menyerahkan aset tersebut
kepada SKPD yang membidangi aset. SKPD yang membidangi asect
menerima pelimpahan aset yang hendak dijual dengan mencatatnya
sebagai aset lainnya (Aset lain-lain).

SKPD yang membidangi aset selaku Pejabat Penatausahaan Pengelola
Barang Milik Daerah melakukan penjualan aset secara angsuran,
maka berdasarkan dokumen penjualan, fungsi alluntansi SKPD yang
membidangi aset membuat jurnal pengurangan aset lainnyva dengan
mencatal “RK Pemda (RK PPKD)", "Akumulasi Penyusutan® di debit
dan “Surplus penjualan Aset....”, "Aset Lainnya" di kredit [asumsi
harga jual lebih besar daripada nilai buku barang yang dijual).
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Standar-Penyerahan/Pengembalian

SKPD /SKPKD ke SKPD yang membidangi aset.

Aset

Tetap

Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD - Jurnal LO dan Neraca:

dari

2O Aset Lain-lain - ... 0
Akumulasi
WNK WY XXX Penyusutan AT ... 2N
K Asect Tetap - ... XX
Bukti | Rekening
X0 Ekuitas XK
XXX X
2K Aset Lain-lain - ... M0

Fungsi Alcuntansi SKPD yang membidangi aset-Jurnal LO dan Neraca:

Tanggal - _ Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening o
b 69 4 Aset Lain-lain - ... XXX
XXX Ekuitas XX
Alkumulasi
XXX XXX Penyusutan Aset
XXX Lain-lain XXX

Jumnal Standar — Tagihan Penjualan Angsuran/Penjualan Aset Tetap

Jurnal LO dan Neraca didahului dengan reklasifikasi ke aset Lain-lain

Tanggal Uraian Debit | Kredit
XX Ekuitas XXX
Surplus penjualan
m m m IHILSE-'t ........ "I_rﬂ KKK
XX Aset Lain-lain XEX
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Jurnal LO dan Neraca tanpa didahului dengan reklasifikasi ke aset
Lain-lain

Tanggal _ _ Uraian Debit | Kredit
-B - ] |-|| R EI o ..

b 404 Ekuitas b4 8 4
Akumulasi
Penyvusutan Aset

XK Tetap KK

XXX XXX Surplus penjualan
XXX Aset ........-LO X
MK Aset Tetap XX

Berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan angsuran, fungsi
akuntansi di SKPKD membuat jurnal dengan mencatat “Tagihan
Penjualan Angsuran” di debit dan “Ekuitas” di kredit. Besaran tagihan
penjualan angsuran yang dicatat adalah sesuai yvang ditetapkan dalam
naskah/dokumen perjanjian penjualan.

Jurnal Standar - Tagihan Penjualan Angsuran

Jurnal LO dan Neraca

- Nomor | Kode - :
Bukti | Rekening
Tagihan Penjualan
XK 2L
XXX X Angsuran
O Ekuitas b8 8 4
Tanggal | Nomor | Kode Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
XXX XXX XXX  [Tagihan Penjualan | 30X
ngsuran
HX Ekuitas wHX

Apabila tagihan penjualan tersebut bersifat jangka panjang maka
sctiap akhir tehun Fungsi Akuntansi di SKPKD melakukan
reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu
tahun ke depan. Berdasarkan bukti memorial, fungsi akuntansi di
SKPKD melakukan reklasifikasi dengan jurnal:
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Jurnal Standar - Reklasifikasi Tagihan Angsuran Penjualan ke Bagian
Lancar Angsuran

Jurnal LO dan Neraca

| Nomor | Kode d el
Bagian Lancar
Tagihan Penjualan
XXX Angsuran — ... XXX
XXX AR Tagihan Angsuran
XX Penjualan XXX

Jika pembeli tersebut melakukan pembayaran angsuran, maka fungsi
aluntansi di SKPKD melakukan penjurnalan sebagai berikut:
Jurnal LO dan Neraca

XXX Kas di Kas Daerah KX
Bagian Lancar
Tagihan Angsuran
XXX XXX
XXX Penjualan - ... XXX
Jurnal LRA
Tanggal e Uraian Debit | Kredit
= e 4y TR L e e ;
6 4 Perubahan SAL XXX
Pendapatan -
Angsuran/ Cicilan
X XXX g
XXX Penjualan ... - LRA XX

2] Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

TGR diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat

Ketetapan Tanggungjawab Mutlak

Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

(SKTJM)/Surat

Keputusan
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Jurnal Standar — Pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian

Jurnal LO dan Neraca

‘Nomor | Kode

Tuntutan Ganti

Kerugian Daerah
terhadap Pegawai
XX Bukan Bendahara b 0.4

Pendapatan
Tuntutan Gant
Kerugian Daerah
terhadap Pegawai
XXX XXX Bukan Bendahara-
MWK LO XXX

Tuntutan Ganti Kerugian Dacrah merupakan aset nonlancar, atau
piutang yang sifatnya jangka panjang. Untuk mengakui piutang yang
akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan, fungsi akuntansi di
SKPKD akan melakukan reklasifikasi di setiap akhir tahun dengan
jurnal:

Jurnal Standar-Rekiasifikasi Tuntutan Ganti Kerugian Daecrah ke
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Jurnal LO dan Neraca

| Nomor Kode -l vy :
Bukti | ,

Bagian Lancar
Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah

terhadap Pegawai
XXX Bukan Bendahar KRX

Tuntutan Ganti

Kerugian Daerah
AR | B | e | erhadap Pegwwa XXX
Bukan Bendahara
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Ketika diterima pembayaran dari pegawai vang terkena kasus TGR ini,
fungsi akuntansi di SKPKD akan menjurnal:

Jurnal Standar-Penerimaan Pembayaran Bagian Lancar Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah

Jurnal LO dan Neraca

| Nemor | Kode | e B

X Kas di Kas Daecrah | XXX
Bagian Lancar
Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah
terhadap Pegawai

XX XX
X Bukan Bendahara 894

*] Jurnal mi dibuat setiap bulan saat ada transaksi pembayaran

cicilan TGR
Jurnal LRA
| Nomor | Kode - _ .
XK Perubahan SAL XX
Pendapatan
Tuntutan Ganti
Kerugian Dacrah
terhadap Pegawai
2O Bukan Bendahara-
p X
LRA HHX

b. Kemitraan dengan Pihalk Ketiga

Kemitraan ini bisa berupa:
l|Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, wyaitu
dengan perubahan klasifikasi asct darl asct tetap menjadi aset
kerjasama/kemitraan-sewa. Pada saat  perjanjian  kemitraan
ditandatangani oleh kedua pihak, fungsi akuntansi di SKPKD
mereklasifikasi dari Asct Tetap ke “Asct Lain-lain-Kemitraan dengan
Pihak Ketiga®,
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Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga — Sewa

Jurnal LO dan Neraca

| Bu Reken
Kemitraan dengan
XXX Pihak Ketiga - Sewa | XXX
XXX 50,06
M0 Aset Tetap - ., XX

Hasil dari kerjasama berupa uang scwa diakui sebagai pendapatan
“Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO". Berdasarkan Nota

Kredit yang diterima dari Bank, fungsi akuntansi di SKPKD
menjurnal:
Jurnal LO dan Neraca
Bukti | Rekening :
MK Kas di Kas Daerah XX
Hasil dari
KK 1004 Pemanfaatan
HXX Kekayaan Daerah - XXX
Sewa — LO
Jurnal LRA
Tanggal Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
XXX Perubahan SAL X
Hasil dari
NKK NXX Pemanfaatan
XXX Kekayaan Daerah - XX
Sewa — LRA

Pada masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan
harus dikembalikan kepads Pemerintah Daerah. Berdasarkan Berita
Acara Serah Terima, fungsi akuntansi di SKPKD menjurnal:




- 302 -

Jurnal LO dan Neraca

| I - i 3 -
XXX | Aset Tetap - XX
Kemitraan dengan

2)Kemitraan Pemanfaatan (KSP)

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu
dengan perubahan klasifikasi aset darli aset tetap menjadi aset
kerjasama/kemitraan pemanfaatan (KSP). Berdasarkan Perjanjian
Kerjasama,/ Kemitraan, fungsi akuntansi di SKPKD menjurnal:

Jurnal Neraca

Tanggal |~ i Uraian Debit | Kredit
Kemitraan dengan
Pihak Ketiga -
Kerjasama
KX Pemanfaatan XXX
XXX XXX
XK Aset Tetap -.., XXX

3)Bangun Guna Serah — BGS (Build, Operate, Transfer— BOT)

BGS dicatat sebesar nilai aset vang diserahkan oleh Pemerintah Daerah
kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga — Bangun
Guna Serah - BGS/BOT

Jumal LO dan Neraca

Nomor Kode

Tanggal Uraian Debit | Kredit
Kemitraan dengan
Pihak Ketiga -
BangunGunaSerah (
XXX BGS (BOT) atas ... KX

HHX KX

Kemitraan dengan
XXX Aset Tetap — ... XXX




4)Bangun Serah Guna — BSG (Build, Transfer, Operate - BTO)

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau
sarana berikut fasilitasnva selesai dan siap digunakan. Penyverahan
asct oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai
dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran
kepada pihak ketiga/investor, Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini
dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga — Bangun
Serah Guna - BSG/BTO

Jurnal LO dan Neraca

| Nomor | Kode | e
Tanggal | Uraian Debit | Kredit
Kemitraan dengan
Pihak Ketiga -
Bangun Serah
Guna/BSG (BTO)
XX atas ... K0
X Aset Tetap - ... XXX
Utang Jangka
Panjang Lainnya-
Utang kepada
XK 30K Pihak Ketiga
o 0.4 BGS/BTO XXX

c. Aset Tidak Berwujud
Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Lisensi;

2) Hak Cipta;

3] Hak Paten; dan

4) Aset Tak Berwujud Lainnya (Rovalti, Aplikasi, Kajian /Penelitian dan
lain-lain).
Pada saat aset tidak berwujud diperoleh, fungsi akuntansi
SKPD / SKPKD membuat jurnal pengakuan aset tidak berwujud.
Jurnal Standar Pengakuan Aset Tidak Berwujud

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode _ : B
Aset Tidak Berwujud
X XXX
XXX MK = .
XK RK PPKD XX
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Jurnal LRA
| ‘Nomor Kode .
Tﬂnﬂﬂ = IR Uraian Debit | Kredit
Belanja Barang dan
XK Jasa-Konsultansi - XX
b8 6 4 XK
X0 Perubahan SAL HXX

Alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tidak berwujud
vang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan
(Asumsi ada masa manfaatnya) disebut amortisasi.

Amortisasi terhadap aset tidak berwujud menggunakan metode garis
lurus yang dilakukan setiap akhir periode dengan mencatat “Beban
Amortisasi” di debit dan “Akumulasi Amortisasi® di kredit.

Jurnal Standar Pengakuan Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Jurnal LO dan Neraca

Beban Amortisasi -
XX XXX
XX PO Allumulasi
XXX Amortisasi ... X
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d. Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah direklasifikasi kedalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan
karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan
karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (Proses penjualan,
sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif
Pemerintah Daerah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Pada
saat suatu aset tetap direklasifikasi menjadi aset lainnya, fungsi
alountansi SKPD/SKPKD membuat jurnal pengakuan aset lain- lain dan
penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi.
Jurnal tersebut mencatat *Aset lain-lain® dan “Akumulasi Penyusutan® di
debit serta “Aset tetap (sesuai rincian objek) di kredit berdasarkan
dokumen sumber yang relevan.

Jurnal Standar Pengakuan Aset Lain-lain

Jurnal LO dan Neraca

XXX Aset Lain-lain — ... XXX
Akumulasi
WK YRy XX Penyusutan AT.. XXX
XXX Aset Tetap - ... XXX

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset lainnya di

aKPKD:
No| Transaksi |
1 [Tagihan
Penjualan
Angsuran
Saat
Penj
Teta
p Lo I N dﬂn
Tidak Bangunan-
Surplus “99 1
5 ! Asget Tetap — Xxx
Gedung dan
Bangunan




Na

Defisit
Jika

n Aset
Tetap yang

berada
dibawah
penguasas
n SKPD

sebelum
dilakukan
penjualan

harus
dilalkukan
pengembali
an atas
penguasaa
n aset
tetap dar
SKPD ke
PPED.

Saat
Piutang
Jatuh
Tempo
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Penjualan

Defisit Penjualan
Aset Non Lancar

Aset Lain-

Fungsi Akuntansi SKPKD:

Aset Tetap -
Gedung dan
Bangunan

Xoax

RK SKPD

Aset Lain-lain

(berupa
Gedung dan

Bangunan)

Asct Tetap -
Gedung dan

Bangunan

F’PK-EE?‘D

Tetap

Bagian Lancar
Angsuran

Tagihan
Angsuran




Na

aat
Emb ayar

Jurnal
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Daerah

Bagian Lancar
Tagihan
Mg?umn
Penjualan...

Perubahan SAL

Pendapatan
Angsuran/Cic
il an
Penjualan-
LEA

Tagihan

Tuntutan
Kerugian
Daerah

Saat

Pengakuan
TGR

Sanat
Piutang
Jatuh
Tempo

Saalt
Pembayar
an Ganti

Ada
Jurnal

Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah

Pendapatan
Tuntutan
Ganti
Kerugian
Daerah-LO

Jurmal

Bagian Lancar
Tuntutan
Ganti
Kerugian
Daerah...

Tuntutan
Ganti
Kerugian

Kas di Kas
Daerah

Bagian Lancar
Tuntutan
Cranti

Kerugian
Daerah...

Perubahan SAL

Pendapatan
Tuntutan
Ganti

Dacrah- LRA
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_ PENCATATAN OLEH SKPKD
Na "
3
Asel lainnya- Xxx
Kemitraan
dengan
Saat Pihak
Kemitraan Ketiga. ..
Ditanda tea
Aset Lain-lain XN
Kas di Kas Kxx
Daerah
Saat Hasil ot dor o
Ditininis Pemanfaata
n Kekayaan
Daerah...-
LO
Perubahan SAL Xxx
Hasil dari Hxx
Pemanfaata
n Kekayaan
Daerah...
- LRA
Aset Lain-lain Xox
Saat :
Kemitraan kermnitraan Xoex
Berakhir dengan Pihak
Ketiga. ..
Aset Tetap Xaxx
Aset Lain-lain Hox
Eﬂ&t Aﬁet
g Aset  |xoox | RK SKPD Xxx
SKPD Tetap
RK XK Aset Tetap W
PPKD




2. Jurnal Standar pada SKPD/SKPKD
a. Aset Tidak Berwujud

Ketika aset tidak berwujud telah diterima dan siap digunakan oleh
SKPD/SKPKD, maka Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD akan mencatat
perolehan aset tidak berwujud tersebut berdasarkan dokumen terkait,
dengan menjurnal:

Jurnal Standar Pengakuan Aset Tidak Berwujud pada SKPD/SKFKD

Jurnal LO dan Neraca

ans Urais Debit | Kredit
Tanggal Bukti Rekenis
X Aset Tidak Berwujud | XXX
XX XXX -
XXX Utang Belanja... HHK

Ketika dilakukan pembayaran atas peroleh aset tidak berwujud tersebut,
Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD melakukan penjurnalan berdasarkan
dokumen terkait, misal TBP atau SP2D-LS, dengan mencatat “Utang
Belanja® di debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran™ di kredit
jika dibayar menggunakan uang UP/GU/TU atau “RK PPKD® di kredit
Jjika pembayaran dilakukan dengan mekanisma LS.

Jurnal Standar Pembayaran Utang Belanja - Aset Tidak Berwujud
pada SKPD/SKPKD
Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode L) . =
Tanggal Uraian Debit | Kredit
Builkti Rekeni
XX Utang Belanja... XX
Kas di Bendahara
XX R
X oK
Pengeluaran
Atau
Jumal LO dan Neraca
Nomor Kode
Tanggal _ Uraian Debit | Kredit
Bukt -R:’L‘.Eg"
XXX Utang Belanja... 200
XX K
XXX RK PPKD XXX
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Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap perolehan aset tidak
berwujud tersebut, Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD mencatat “Belanja
Barang dan Jasa - ..." di debit dan *Perubahan SAL® di kredit dengan

jurnal:
Jurnal LRA
.| Homer Kode : _
W ; _ Uraian Debit | Kredit
Belanja
XK XXX
X XXX Barang/Jasa...
XX Perubahan SAL KX

b. Aset Lain-Lain

Berdasarkan berita acara opname sesuai dengan usulan penghapusan
terkait aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya atau rusak,
Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD mencatat pengakuan aset lain-lain dengan
menjurnal “Aset Lain-Lain” di debit sebesar nilai buku aset tetap yang sudah
dihentikan penggunaannya tersebut dan “Akumulasi Penyusutan - ,,.” di
debit serta “Aset Tetap - ..." di kredit untuk mereklasifikasi aset tetap ke
aset lain-lain.

Jurnal Standar Pengakuan Aset Lain-lain pada SKPD/SKPKD

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode L
Tanggal . Uraian Debit | Kredit
Bukt Rekeni
XX Aset Lain-lain... X0
Akumulasi
Penyusutan...
X Aset Tetap ... XHX

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset lainnya di SKPD;

Pencatatan oleh SKPD Pencatatan oleh SKPD
P2 Uraian | Debit | Kredit| Uraian | Debit | Kredit
1 | Aset Tidak
Berwujud _
Saat Aset | Aset Tidak 200K Tidak Ada
Berwvujud
Diterima Jurnal
Litang XXX
Belanja
Saat Utang Belanja| XXX Tidak Ada
Pembayaran
UP/GU/TU Jurnal
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BAB XII

SISTEM AKUNTANS] KEWAJIBAN

A. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI SKPD/SKPKD

Akuntansi kewajiban di SKPD/SKPKD terdiri atas penerimaan utang,
pembayaran utang khususnya utang jangka pendek.hhn
1. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di SKPD/SKPKD
terdiri atas; PPK, PPK-SKPD/SKPKD dibantu oleh pelaksana akuntansi
selaku fungsi akuntansi SKPD/SKPKD.

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPK melaksanakan fungsi untuk

pengadaan barang/jasa kegiatan, dengan memiliki tugas sebagai berikut:

1) melakukan pembelian / pengadaan barang/jasa berdasarkan kebutuhan
kegiatan dengan menggunakan nota pesanan/ dokumen lain yang
dipersamakan;

2) menerima barang berdasarkan nota pesanan dibuktikan dengan Berita
Acara Serah Terima Barang (BAST); dan

3) menyiapkan dokumen pembayaran.
b. Fungsi Akuntansi - SKPD/SKPKD

Dalam sistem akuntansi kewajiban, fungsi akuntansi SKPD/SKPKD
memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bulkti-
bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;

2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku
Besar masing-masing rekening (rincian objek); dan

J) menyusun laporan keuangan, yang terdiri LRA, LO, LPE, Neraca
dan CaLK.

c. Pengguna Anggaran [PA)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PA menandatangani laporan
keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD.
d. BUD/Kuasa BUD
1) Menyiapkan dokumen t{ransaksi penerimaan, pembayaran dan
reklasifikasi utang;

2] Menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi
Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.
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2. Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara lain:
1) Nota Pesanan;

2) Berita Acara Serah Terima;
3] Kuitansi;

4) Surat Perjanjian Kerja,

5) 8P2D UP/GU/TU

&) 8P2D LS; dan

7) Surat Pernyataan PA tentang tanggungjawab PA terhadap laporan
keuangan SKPD/SKPKD.

3. Jurnal Standar

Akuntansi kewajiban di SKPD/SKPKD terdiri dari pencatatan terjadinya

utang dan pembayaran utang.

Ketika SKPD/SKPKD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan

jasa yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, Fungsi

Akuntansi SKPD/SKPKD akan mengakui adanya utang.

Pencatatan atas pengadaan/pembelian barang/jasa dilakukan dengan

menggunakan Pendekatan Beban.

a. Transaksi pengakuan terjadinya utang pada saat pengadaan/pembelian
ATK yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, maka
jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD/SKPKD adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Uraian Debit | Kredit
" Bukti | Rekening | v .
XXX | Beban ATK AKX
Utang Belanja
XXX KX B J
Bahan Pakai Habis

b. Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan
pembayaran/pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme
UP/GU, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD/SKPKD
adalah:

Jurnal LO atau Neraca

T -
2 S Kode Thdan Debit | Kredi
Bukti | Rekening
Utang Belanja
XXX XXX
XXX 20X Bahan Pakai Habis
XM Kas di Bendahara M
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Jurnal LEA
e, Nomor Kode _ -
|!:ﬂ-|‘-1ﬁﬂl. Uraian Debit | Kredit
Bukti | Rekening
AKX Belanja ATK XXX
MR XXX
XHX Perubahan SAL K

c. Transaksi pembayaran utang pada saal dilakukan
pembayaran/pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme LS,
maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD/SKPKD adalah:
Jurnal LO atau Neraca

oy Urai bit | Kredit
ATARRE | Bukti Pintia i ERAR Debit | Kredi
Utang Belanja
XXX XXX
XXX XXX Bahan Pakai Hahis
XXX RK PPED X0
Jurnal LRA
Tanggal Uraian Debit | Kredit
Bulcti Rekening
A Belanja ATK XXX
XK XXX
2o Perubahan SAL XX

B. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI SKPKD

Aluntansi kewajiban SKPKD terdiri atas penerimaan utang, pembayaran
utang, dan reklasifikasi utang.
1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di
SKPKD terdiri atas: Fungsi Akuntansi di SKPKD, BUD dan PPKD.
a. Fungsi Akuntansi di SKPKD
Fungsi akuntansi pada SKPKD memiliki tugas sebagai
berilkut:
1) mencatat transaksi/tmbulnya kewajiban berdasarkan bukti-
bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum; dan

2) memposting jumal-jurnal ftransaksi/timbulnya kewajiban ke
dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek). b. BUD

BUD melakukan fungsi mengadministrasi penerimaan utang,

pembayaran utang dan reklasifikasi utang, schingga BUD memiliki

tugas:

1) menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran
dan reklasifikasi utang;

2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh
Fungsi Akuntansi di SKPKD yvang sebelumnya disahkan oleh PPKD;




3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari LRA,
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LO, LPE, LAK, Neraca dan CalK.
c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (FPKD)

PPKD memiliki

diserahkan kepada BPK.
2. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban PPKD antara

lain:
a. surat Perjanjian Utang;

b. Nota Kredit; dan

c. 3P2D LS.

3. Jurnal Standar

tugas memverifikasi laporan keuangan Pemerintah
Daerah sebelum ditandatangani Bupati Banjar untuk selanjutnya

Jangka Panjang

Sy e PENCATATAN OLEH SKPKD
° Uraian Debit
Kas di Kas Daerah XXX
Saat e
X S—— Kewajiban Jangka Panjang ,
1 |pembiayaan [Perubahan SAL XX
Penerimaan Pembiayaan
Saat [Beban Bunga XXX
Pembayaran :
Bunga Kas di Kas Daerah
2 |Kewajiban unga Utang XHX
Perubahan SAL
Kewsajiban Jangka Panjang HHX
Saat Pelunasan Kas di Kas Dacrah
3 = [Pengeluaran Pembiayaan XXX
i3 Perubahan SAL
[Kewajiban Jangka Panjang KK
Saat - =
# {reltagitionsi Bagian Lancar Kewajiban
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BAR X1V

AKUNTANSI KOREKS] KESALAHAN

A. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak wyang terkait dalam sistemm akuntansi koreksi kesalahan di
SKPD/SKPKD terdiri atas:

1. Fungsi Akuntansi SKPD /SKPKD.

2. Pengpuna Anggaran (PA).

sedangkan pihak-pihak wvang terkait dalam sistem akuntansi koreksi
kesalahan di PPKD terdiri atas:
1. Fungsi Akuntansi di PPKD.

2. PPKD,

B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

D?ln.lruﬂn yvang digunakan dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan antara
lf.lglmﬁ Memorial/ Dokumen lain yang dipersamakan.
2. SP2D.

C. JURNAL STANDAR

1. Kesalahan Tidak Berulang
a. Kesalahan tidak berulang vang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang
tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam
periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan
LO, maupun beban.

b. Kesalahan Tidak Berulang vang Terjadi Pada Periode Sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang
terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode
tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya
dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, Keduanya
memiliki perlakuan yang berbeda.

1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan
pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun
pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau
akun beban,
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Nustrasi:

Terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah
penghitungan jumlah gaji.

Jurn x

Jurnal LO dan Neraca

XXX Perubahan SAL XXX
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Jurnal LRA
| Bukii | Rekening
X Perubahan SAL XXX
Lain-lain PAD
200 XXX yang
b 0.4 X
Sah - LRA

2) Koreksi - Laporan Keuangan sudah Diterbitkan

kKoreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (schingga mengakibatkan
penenimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila
laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Peraturan
Daerah tentang Pertanggpungjawaban), tdak dilakukan pembetulan
pada Laporan Keuangan.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun
mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut

sudah
Keuangan.

diterbitkan,

tidak dilakukan pembetulan

2, Kesalahan Berulang Pada Tahun

Berjalan

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang discbabkan sifat
alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan
terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib
pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau

tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat
terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan
dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO vyang

bersangkutan,

Jurnal Semula (Pendapatan)

Jurnal — LO Dan Neraca

pada Laporan

Nomor Kode _
Tanggal e —— Uraian Debit
Bukti Relkening
XXX Kas di Kas Daerah 2000
HXX KX
XXX Pajak ..... — LO
Jurnal - LEA
AKX Perubahan SAL XX
HXX XX -
XXX Pajak ...... - LRA
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& H-“n-i"m m
XX b.9.4 4 Kas di Bendahara

Pengeluaran

0K Beban ...... - LO XXX
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BAB XV

SISTEM AKUNTANSI LAPORAN KONSOLIDASIAN

A. UMUM

Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan dari seluruh
laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan SKPKD menjadi satu laporan
keuangan entitas tunggal, dalam hal ini adalah laporan keuangan Pemerintah
Daerah sebagai entitas pelaporan. Laporan keuangan konsolidasi ini disusun
oleh PPKD yang dalam hal ini bertindak mewakili pemda sebagai konsolidator.
Laporan konsolidasi ini dibuat karena SAPD dibangun dengan arsitektur pusat
dan cabang (Home Office — Branch Office). PPKD bertindak sebagai
kantor pusat,

sedangkan SKPD/SKPKD bertindak sebagai kantor cabang,

PPKD Laperan Keuangan

{kantor Pusat aebagai Konsolidasian
Entitas — 4| Pemerintah Dasrah
Pelaporan /| Konsolidator)

Keuangarn Laporan Keuangan
SKPD selaku Entitas SKPEKD/SKPD Pengelola
Akuntanisl Keuvangan Deerah
selalou Entitas Aluntansi

SKPD (sebagal SKPKD/SKFD Pengelola
Entitas Keuangan Daerah (dalam
Akuntanst/ Kantor fungsi sebagai Entitas
Cabang) Akuntansi)

Dasar pernyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah
menggabungkan/mengkonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh SKPD
dengan SKPKD.

Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terdiri atas 2 (dua)
tahap utama, yakni tahap penyusunan kertas kerja (worksheet) konsolidasi dan
tahap penyusunan laporan keuangan gabungan Pemerintah Dacrah scbagai
entitas pelaporan.
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. TAHAP PENYUSUNAN KERTAS KERJA KONSOLIDASI

Kertas kerja konsolidasi adalah alat bantu untuk menyusun neraca saldo
gabungan SKPD dan SKPKD. Kertas kerja berguna untuk mempermudah

proses pembuatan laporan keuangan gabungan,

Lap. Lap. Lap. Lap. Keu| Jurnal Lap.

Kode | Nama| Keu Keu Keu SKPKED Keu

Akun | Alkun | SKPD A| SKPD B| SKPD Eliminas | Pemda
dst. i

DIK|B|E | DIEK]|D]E|D| K |'DI K

Aktivitas utama dari penyusunan kertas kerja konsolidasi dibagi kedalam 3

bagian yaitu:

1) menyusun worksheet LRA yaitu dengan cara menggabungkan akun-akun
pada kode 4, 5 dan 6 dari seluruh SKPD dan SKPKD untuk mendapatkan
LRA GABUNGAN,

2] menyusun worksheet LO yaitu dengan cara menggabungkan akun-akun
pada kode 7 dan & dari seluruh SKPD dan SKPKD untuk mendapatkan LO
GABUNGAN.

3] Menyusun worksheet Neraca yaitu dengan cara menggabungkan akun- akun
pada kode 1, 2 dan 3 dari seluruh SKPD dan SKPKD untuk mendapatkan
NERACA GABUNGAN. Namun khusus untuk penggabungan MNeraca lebih
dulu harus dibuat jurnal eliminasi, barulah kemudian dibuat NERACA
GABUNGAN.

WORKSHEET LRA GABUNGAN

Ne'

e
=
ol
<l
ol
E

o
B

1 F-mdapar.m:

Pendapatan Asli Deerah
Pendapatan pajak daerah
Pendapatan Retribisi Dacrakh
Hasdl pengelolnn kelmyaan

IR
:

| &| ] W

:

Damerah yang dipisahlkan
Lain-lain PAD yang sah
Jumlah Pendapatan Asli Dacrah

Drana perimbangan/ Transfer

gl = oo

Lain-lain pendapatan yang aah
Jumlah Pendapatan

JRIRIR-E
g 88§ 8




il

Belanja

12

Belarmja Tilak Langsung

13

Belurju Langsung

14

Jumlah Belanja

15

Surplus, dehsit-LRA

3| 8 4] #

d| | 8| B

g 8| 4|

16

Pembiayaan dasrah

17

Pencrimaan pembiayaan

18

Pengeluaran pembisyasn

19

Pembrigyramn netts

Hizn labih pembiavaan tahun

berkenann (SILPA] S SIKPA

g 4| 8| 8

g H) 8 &

WORKSHEET LO GABUNGAN

KEGIATAN OPERASIONAL

FEHd.ﬁF.nl:.l.rL

Pendaputan Asli Dasrah

Pendapatan Transfer

Lain-inin Pendapatan yang sah

Jurmloh Pendapatan

Dana pertmbanganf Transfer

Latn-latn p:n.dn.]:ntnn ymng mah

Jumilah Pendapatan

0] B Bl §) 8

RN IR

ﬂb:--l[ﬂ:’-m-h-mh}-—*

Beban

=
(=

Beban Dperaa

) B

[
(=]

Belanja Tranater

g 8

B

Jurniah Surplus; Defisit dan Operasi

gl 8|

13

Pendapatan Non Opemsi

14

Beban Non Operasi

1&

Surplus/defisit dar kegiatan non

operasional

2

B &

AN
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WORKSHEET NERACA GABUNGAN

-':-ﬂﬁi_ﬂ I
dean

T.E_

K

Aset

Asel Lancar

Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Penerimann

Kas di Bendahara Pengeluaran

Piutang pajak dacrah

Piutang retribasi daerah

my = & @) Rl A W

Pnitang hasil
dipisahlan

pengelolaan
kekayaan daerah Vang

Al H| B #| H| 8

:

Piutang lain-lain PAD yvang sah

Piutang dana perimbangan

il
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JURNAL ELIMINASI

Jurnal eliminasi dibuat untuk mengeliminasi RK-PPKD dan RK-SKPD vang
merupakan akun antara (reciprocal) vang bersifat sementara di tingkat Pemerintah
Daerah (entitas pelaporan). Akun ini akan dieliminasi dengan jurnal eliminasi pada
akhir periode, untuk tujuan penyusunan neraca konsolidasi. Namun jurnal
eliminasi ini tidak dilakukan pemostingan ke buku besar masing-masing akun
antara (reciprocal] tersebut, baik di SKPD maupun di SKPKD. Untuk
mengeliminasi akun antara (reciprocall ini  dengan menjurnal RK-PPED di
Debet dan RE-SKPD di Kredit.

Ureia b Kn .ﬂl!i
RK-FPED XK
RE-SKPD XXX
JURNAL PENUTUPAN

Jurnal penutupan sudah dilakukan di entitas SKPD dan SKPKD ketika menyusun
laporan keuangan masing-masing, Sehingga pada saal
menggabungkan / mengkonsolidasikan tidak perlu lagi membuat jurnal penutup.
C. TAHAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang wajib dibuat, yaitu:
1. LRA:
2. 8AL;
3. LO;
4. LPE;
2. Neraca;

6. LAK; dan

7. CalK.




- 735 -

Menvusun Laporan Keuangan Konsolidasi

Berikut akan dijelaskan proses penyusunan masing-masing laporan keuangan
tersebut.
1. Penyusunan LRA

LRA metrupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA,

belanja, transfer, Surplus/defisit- LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing

diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA dapat langsung

dihasilkan dari LRA konsolidasi yaitu dengan mengambil data akun-akun kode

rekening

4 (Pendapatan — LRA), 5 (Belanja), 6 (Transfer) dan 7 (Pembiayaan) pada worksheet
yvang telah di gabungkan,

2. Menyusun LP SAL

LP SBAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahun-tahun
sebelumnya. LP SAL baru dapat disusun setelah LRA selesai. Hal ini karena dalam
menyusun LP SAL, kita memerlukan informasi SiLPA/SIKPA tahun berjalan yang ada
di LRA.
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Berilkut ini merupakan contoh format LP SAL Pemerintah Daerah.
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO URAIAN 20X1 | 20X0
1 | Saldo Anggaran Lebih Awal REE X=xx
24 | Penggunaan SAL sebagal Penerimaan () {3eax)
3 | Pembiayaan Tahun Berjalan

Subtotal (1 + 2) o Hxx
4 | Bisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran XXX Xaxx
5 | [SiLPA[ SiKPA)

Subtotal (3 + 4) HHX Hxx
6 | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun XXX Xxx

Sebelumnya

7 | Lain-lain XXX Axx
8 Saldo Anggaran Lebih Akhir S+ 6+ 7) RHK Hxx

3. Penyusunan LO

Sama halnya dengan LRA, LO juga dapat langsung dihasilkan dari LO konsolidasi
yaitu dengan mengambil data altun-akun kode rekening 8 (Pendapatan-L0) dan 9
(Beban).

4. Menyusun LPE
LPE menggambarkan pergerakan ckuitas Pemerintah Kabupaten Banjar. LPE

disusun dengan menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ckuitas
periode berjalan vang salah satunya diperoleh dari Surplus/defisit LO.




oy

Berikut ini merupakan contoh format LPE Pemerintah Daerah.

PFEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
20X1 DAN 20X0

NO | URAIAN f20x1 [20X0

1 | EKUITAS AWAL

2 | SURPLUS/DEFISIT-LO N
3 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN S 3

KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XXX Axx
5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX Xax
7 | EKUITAS AKHIR L Yo

2. Penyusunan Neraca

Laporan keuangan lainnya yang langsung dapat dihasilkan dari WORKSHEET
konsolidasi adalah Neraca. Neraca dapat disusun dengan mengambil data akun-
akun kode rekening 1 (Aset], 2 (Kewajiban) dan 3 (Ekuitas). Ada proses jurnal
eliminasi untuk alun antara (reciprocal) RK- SKPD DAN RK-PPKD,

Sebagai catatan: Dari proses penutupan LO sebelumnya di SKPD dan SKPKD
terbentuk Ekuitas yang sudah meliputi Transaksi Kas dan Akrual. Dengan
demikian didalam alun Ekuitas akan terlihat saldo Ekuitas SAL dan Ekuitas
Akrual murni.

6. Membuat LAK

LAK menggambarkan aliran kas masuk dan kas keluar vang terjadi pada
Pemerintah Daerah. Semua transaksi arus kas masuk dan kas keluar tersebut
kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas
pendanaan, dan aktivitas transitoris, Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku
Besar Kas. LAK disusun oleh BUD.

7. Membuat CalLK

CaLK meliputi penjelasan atau rincian dari angka vang tertera dalam LRA, LP SAL,
LO, LPE, Neraca, dan LAK. Hal-hal yang diungkapkan di dalam CaLK antara lain:
a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

b. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;

c. lkhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala
dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-
kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan
kejadian-kejadian penting lainnya;
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e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar
muka laporan keuangan;

f. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Pemerintah
Daecrah;

g. Informasi lainnya yvang diperlukan;
h. Penutup

Berikut ini merupakan contoh format CalK Pemerintah Daerah.

FEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
Pemerintah Daerah

1.2 | Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
Pemerintah Dacrah

1.3 | Bistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Pemerintah Daerah

Bab Il Kebijakan umum dan pencapaian target kinerja APBD

2.1 | Kebijakan umum APBD

2.2 | Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab Il | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah

3.1 | Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
Pemerintah Daerah

3.2 | Hambatan dan kendala vang ada dalam pencapaian targl:ﬁ
vang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

4.1 | Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah

4.2 | Basis akuntansi yvang mendasari penyusunan laporamn
keuangan Pemerintah Daerah

4.3 | Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang
ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah yang
belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

BAB VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Pemerintah
Daerah

BAB VI1 | Penjelasan atas Informasi lainnya
BAB VI | Penutup
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BAB XVI
SISTEM AKUNTANSI
PERJANJIAN KONSESI JASA - FPEMBER]I KONSESI

Sesuai PSAP nomor 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi, Konsesi Jasa
merupakan perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan
dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi. Sebagai bentuk pertukaran atas aset
konsesi jasa, pemberi konsesi (Pemerintah Daerah) mengakui aset jasa konsesi dengan
setidakmya dua skema/model, yaitu:

Skema Kewajiban Keuangan

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, dalam hal pemberi konsesi memiliki
tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau atau aset keuangan lain kepada
mitra sehubungan pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa. Berdasarkan
perjanjian tersebut, Fungsi Alkuntansi SKPKD menjurnal dengan ilustrasi sebagai berikut:

Tanggal | Nomor | Kode Uraian Dehit Kredit
Bukti | Rekening
XXX XX s s Kemitraan dengan  pihak | xxx
ketiga-konsesi jasa
XX Utang Belanja xxx
J XX Aget Tetap - Tanah ! XX

Proses pembayaran atas kewajiban dilakukan sesuai perjanjian dengan teknis jurnal sebagaiman
diatur dalam SAFD kewajiban. Selama masa perjanjian, aset lainnya-jasa konsesi yang secara
fisik berupa aset tetap yang mengalami penyusutan disusutkan sebagaimana aset tetap yang
mengalami penyusutan dengan jurnal sebagaimana diatur pada SAPD penyusutan aset tetap.
Pada saat berakhirnya masa perjanjian jasa konsesi yang mengakibatkan asct konsesi dimikd
oleh pemerintah daerah, fungsi akuntansi melakukan jurnal reklas aset lain-konsesi jasa ke aset
tetap sesuai bentuk aset tetapnya beserta alumulasi penyusutannya. Berikut ilustrasi jurnal
reklas yang periu dilakukan:

| Tanggal | Nomor Uraian Debit Kredit
Bukti
XXX XXX Aset Tetap — Tanah

XXX
Aset Tetap — Jalan XXX
Alkum. Penyusutan jalan XK
Akum.  Penyustan  aset [ soo
konsesi jasa-konstruksi jalan
Eemitrann dgn pihale a0
ketiga — konsesi jasa

LER
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Skema Pemberian Hak Usaha Diakui padsa sast terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, dalam
hal pemberi konsesi tidak memililki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas
atau atau aset keuangan lain kepada mitra sechubungan pembangunan, perolehan, atau
peningkatan aset konsesi jasa, namun pemberi konsesi memberikan hak kepada mitra untuk
memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunasn aset konsesi jasa atau pengelolaan
aset selain aset konsesi jasa, Berdasarkan perjanjian tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD
menjurnal:

Tanggal | Nomor | Kode Uradan Dehit Kredit
Bukti | Rekening
KX XXX v Kemitraan dengan pihak | xxx
ketiga-konsesi jasa
XXX Pendapatan dibayar XXX
dimuka
a4 Aset Tetap - Tanah K

Pemberi konsesi mengakui pendapatan dengan mengurangkan pendapatan dibayar dimuka
selama periode perjanjian dimulai sejak aset jasa konsesi mampu menyediakan manfaat elconomi
sampai akhir masa perjanjian. Proses jurnal penyusutan dan reklas aset tetap pada akhir masa
perjanjian mengikuti teknis penjurnalan pada skema kewajiban keuangan,
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BAB XVII
SISTEM AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

Properti investasi merupakan propert yang dimiliki pemerintah vang digunakan untulk
menghasilkan pendapatan sewa dan /atau untuk peningkatan nilai. Properti investasi diulour saat
pengakuan awal sebesar biaya perclehan [apabila ada biaya transaksi maka dimasukkan sebagal
pengukuran awal}. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, maka
dinkur berdasarksn nilai wajar pada tanggal perolehan. [lustrasi pencatatan saat perolehan
properti investasi melalui pembelian

Tanggal | Nomor | Kode Uraian Dehit Kredit
Bukti | Rekening
X XM XXX Froperti Investasi AU
XXX Kas v

Pencatatan saat perolehan properti investasi melalui transaksi non pertukaran

Tanggal | Nomor | Kode Uraian Debit Kredit
Bukti | Rekening
XXX Pendapatan Hibah b als s

Sesual dengan definisi properti investasi, aset properti investasi menghasilkan
pendapatan sewa yang dicatat sebagai berikut:

Tanggal | Nomor | Kode Uraian Debat Eredit
Bukti | Eekening
XXX XXX XXX Kas XXX
XXX Pendapatan Sewa XXX

FPengukuran aset properti setelah pengakuan awal tanpa revaluasi sebagai berikut:

Tanggal | Nomor | Kode Uraian Debit Kredit
Bukti | Rekening
ANK AXX KX Beban Penyusutan XK
XXX Alumulasi Penyusutan XXX
Pengukuran asct properti setelah pengakuan awal dengan revaluasi sebagai berikut:
Tanggal | Nomor | Kode Uraian Drehit Kredit
Bukti | Eekening
00K 0K K Properti Investasi XK
XXX Ekuitas MK
XXX XXX N Beban Penyusutan XXX
XXX Akumulasi Penyusutan 000

Selain dengan cara pembelian dan transaksi non pertukaran roperti investasi diperoleh
bisa dengan cara alih guna. Pencatatan alih guna diukur dengan metode biaya atau harga
perolehan aset yang dialih gunakan dan tidak merubah nilai dari aset tersebut,
pencatatan alih guna bisa dicatat sebagai berikut:
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Tanggal | Nomor | Kode Uraian Debit Kredit
Bukti | Rekening

XXX XXX XK Properti [nvestasi MK
XXX Akumulasi penyusutan Aset tetap | xxx

NRX XK KXX Aset Tetap v
XX Akumulast Properti investasi XXX

Apabila properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak
memiliki manfaat cekonomi di masa depan maka dilakukan pencatatan untuk
pelepasan properti investasi sebagai berikut:

Tanggal | Nomor Kode Uraian Debit Kredit
Bukti | Rekening
XXX HHX XXX Akumulasi properti investasi XXX
30K Surplus/defisit pelapasan properti | aboc
investasi

XXX Properti Investasi bis 53




